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ABSTRAK

Merger pada umumnya, termasuk merger vertikelpada khususnya,
merupakan salah satu langkeh strategis bagi setiap pelaku usaha dalam
mengembangkan usshanya. Melalni merger dibarapkan pelakn usaha
dapat  meningkatkan efisiensinya, meningkatkan dayas saingnya,
memperinas  pangsa  pasarnya, memperkuat modal, serta mampu
menciptakan sinergi perusahaan menjadi lebih  baik  gumna uatuk
membangun Lkinerja perusahaan menjadi lebih baik lagi. Pelaksanaan
merger ini tentunya  harus dilaksamekan sesuai dengam ketentuan
hukum yang berlaku, yeitu ketentuan hukum merger sebagaimana
dimaksud dalam UU Neo.1/1995 tentang PT (UUPT) jo PT 27/1998 tentang
Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan -dan aturan-
aturan Khusus leinnya, sesuai demgan status dari perusahaan yang skan
melakukan merger. Merger juga bisa menimbulkan adaaya sisi negatif,
termasuk juga merger vertikal, dalam persasingan antar pelaku usaha
lainnya, yeng tentunya juge dapat membawa kerugian, baik bagi
masyarakat konsumen maupun bagi persaingan sehat delam berusaha.
Untuk itu perln adsnya ketemiman hukum, yang dapat membatasi
agar  pelaksanaan merger tersebut tidak mengakibatkan terjadinyas
monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yaitu UU No.5/1999 Pasel 28
dan Pasal 29, UU No.1/1995 Pasal 104 ayat (1) jo PP 27/1998 Pasal 4.
‘Ketentuan hukum ini merupakan daser hukum bagi larangan monopoli
atas  merger. Pelaksanaan merger juga harus memperhatikan akan
kepentingan pihak-pihak tertentn, seperti pemegang saham minoritas,
karyawan perusahaan, kreditur, prinsipal, masyarakat dan persaingan sehat
dalam beruszha (Pasal 104 jo Pasal 55 UUPT dan Pasal 4 jo Pasal 5 I'P
27/1998). Metode penelitian yang digunakan adaleh penelian hukum
normatif dengan fujusn untuk menganalisis norma-norma hukum
tentang merger yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, guna
untnk mendapatkan kesimpulan yang utuh mengenai permasalah yang
akan diteliti, sehingga  dapat mengungkapkan  kebenaran. Alat
pengumpulan data berups peraturan perundang-undangan, bahan
kepustakaan, dan informaesi dari pars inferman yang terkait.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dampak arus globealisasi ekonomi telah mengakibatkan semakin
terbukanya berbagei sektor ekonomi Indonesia bagi pihak asing dengan
segala kelebihannya, sehingga tak dapat disangkal lagi bahwa kehidupan
dunia usaha Indonesia kini telah memasuki era persaingan yang cukup ketat
yang man tidak mau perusehaam-perusahaan masional harus menghadapi
kondisi tersebnt. Faktor-faktor yang mendorong terjadinya globalisasi
ekonomi di Indomesia menurut Frof. Dr. M. Dimyati Hartono, S.H. edalah
kemajuan teknologi, terutama tekonologi telelcomu.ni.kt;éi dan fransportasi,
yang memungkinkan mobilitas ba-ra-ng, orang, ‘dan informasi sudah sangat
cepat danm tepat serta luas jangkauannys, yang demgan mudah dapat
menembus batas-batas geografis suatu nmegara. Apalagisetelah terjadinya

konvergensi teknologi antar teknologi komputer, elektronika,

telekomunikasi, dan penyiaran.l

! Dimyati Hartono, Zima Iangkah Membangun Pemeriniahen Yang Baik, (Jakerta : Ind Hill-Co,
1997), hal.28.
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Untuk menghadapi kondisi texsebut, diperlukan tindakan yang tepat
agar perusehaan-perusahaan industri nasional di Indonesia dapat menjadi
pelaku ekonomi di negaranya sendiri dan dapat bersaing dengan pelaku-
pelaku ekonomi asing vang ada di Indonesia. Untuk itu perlu adanya
persiapan dalam berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, aset,
permodalen, dan pemanfaatan teknologi yang dapat mendukung strategi
kom petitif.

Bagi perusahaan-perusahaan industri yang berkemampuan Xecil dan
terbatas, khususnya dalam kapasitas modal, akan mengalami kesulitan
menghadapi situasi persaingan vang semakin ketat, tidak saja persaingam
dengan perusahaan-perusahaan industri nasional akan tetapijuga dengan
perusahaan-perusahaan industri asing yang ada di Indonesia.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam hal ini ialah merger
(penggabungan perusahaan). Langkah merger antar perusahaar-perasahaan
industri nasional, khususnya pémsahaan-peméahaan kecil, merupakan
tindakan strategis untuk menyusun kekuatan menghudapi situesi kompetitif
tersebut karena bisa memperkuat modal, aset, pangsa pasar, serta

penggunaan sumber daya yang lebih optimal dan efisiensi biays produksi.
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Merge; merupakan salah satn bentuk penyatnan pernsahaan,
disamping akuisisi dan konsolidasi. Dalem prakieknya mergesr dapat
dikelompokkan dalam tiga kelompok, yeitn pertema merger berdasarkan
jenis kegiatan usaha dari perusahaan-perusahaan yang terlibat, yang meliputi
‘merger horizontal dan merger vertikal Kedua adalsh merger berdasarkan
status hukumnya, yang meliputi statutory merger, de-facto merger. Ketiga
adalah merger berdasarkan sikap direksi dari perusahaan yang digabungkan,
yang melipubi agreed merger, unopposed merger, den defended merger.?
Dalam penulisan tesis ini penulis hanya akan menitikberatkan ﬁtau
memfokuskan pada merger berdasarkan jenis kegiatan usaha dari
perusahaan-perusahsan yany terlibat merger, khususnya merger vertikal
Adapun yang dimaksud dengan merger vertikal adalah merger befueen fuo

business firms that have a buyer-seller relationshiy that is one producers a product

that is the sold to the others.3

?Muchyar Yara, Merger (Fenggabungan Perusahaan) Menurut Undang-Undang Perseroo Terbatas
No.! Tahun 1995, (Jakerts : PT Nadhilah Ceria Indonesia, 1995}, hal.29. Lihet juga Munir Fuady,
Hiuaum Tentang Merger, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999), hal.85-100.

3 Henry Cerrpbell Black, Black’s Luw Dictionary, sixth edition, (St.Paul Minnesota : West Publishing
Co, 1990, hal.1562. '
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Mer-ger vertikal dapat juge diartikan sebagei gabungen dua
perusahaan yang berada di dua tahapan proses produksi (gabungan antara
hulu dan hilir).4 Pada umumnya merger vertikal dilatarbelakangi untuk
tujuan agar fterjaminnya pengadaan kegiatan produksi barang, atau
terjaminnya jelur pemasaran barang yang diproduksi, damn juga dapat
ditujukan untuk dapat menekan biaya produksi dan pemasaran.

Apabila merger vertikal yaﬁg didasarkan u.nl-u_k tujuan tersebut diatas
diterapkan pada perusahaan-pernsahaan industri yaug berkemampuan ke;:il
dan terbatas, khususnya dalam kapasitas struktur modal, maka tindakan
tersebut merupakan langkah yang tepatkarena dengan mergar vertikal dapat
diharapkan perusahaan-pernsshaan indunstri tersebutberkembang, maju, dan
pada akhirmya mampu untuk bersaing dengan perusshaan-perusahaan
industri besar lainnya. Akan tetapi akan imbul masalah bila merger vertikal

justru dilakuken oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah besar

. *Paul A Samuelson dan Willian Nordhaus, Ekononti, Diterjemahkan cleh A Q. Khalid, Edisi XTI, Jilid

" I (Jakarta : PT Erlengga, 1986), hal.198. Lihat juga F. William McCarty and John W.Baghy, The
Legal Environment of Business, (Boston : Irwin INC, 1990), page 521, Ermnest Gellhom and William
E Xovacic, Antitrust Law and Economics, (USA ; Weat Publishing Co, 1994), page 354, Muchyer
Yara, Op.Cit., hal. 23, Munir Fuady, Op.Cit., hal.88-89.
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" dan kuat, khususnya dalam kepasitas struktur modal dan pemasaran, maka

hal inilsh yang sangat dikuatirkan karena nantinya dari tindakan tersebut
akan terbentuk kelompok-kelompok perusahaan industri besar yang
mempunyai kemampuan untuk membatasi kebebasan dan persaingan sehat
dalam pasar, bahkan bisa menimbulkan momnopoli yang merugikan
masyarakat, karena akan terpusatnya pengendalian proses produksi mulai
dari hulu samypai hilir pada satu perusahaan industri saja.

Memang disatu sisi implementasi merger vertikal antar perusahaan
industri dapat merupaker lamgkah strategis dalaxa uwpays pemyehalan
perusahaan, khususnya bagi perusahaan-perusahaan industri yang memang
membutuhkan. Akan tetapi disisi lain, merger vertikal bisa membawa
dampak menjurus kepada menopoli dalam bemsaha. kalau tindakan tersebut
_justru_ dilaknkan hanya semata-mata untuk keuntungan perusahaan itu
sendiri tanpa memperhatikan hal-hal seperti perseingan sehat dan
kepentingan masyarakat,

Oleh karena itu perlu kiranya ada landasan hukum yang jelas dan
pasti yang memberikan perlindungan hukum den batasan-batasan yang ..
harus diperhatikan dalam praktek merger, khususﬁya dalam hal ini-adalah

merger vertikel, agar dalam praktek pelaksanaannya tidak menimbulkan
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adanya monopoli yang merugikan masyarakat dan tetap terselenggaranya
persaingan yang sehat dalam melakvukan usaha.

Perlunya aturan hukum ini didasarkan pada pertimbangan bahwa
persaingan wusaha atan persaingan bisnis perlu diatur secara hukuom,
khususnya untuk melindungi masyarakat seleku konsumen dengan adanya
harga yang berssing dan produk alternaif, serta untvk menumbuhkan
kapasitas bersaing di pasar internasional Selain itu juga untuk menyakinkan
kalangan investor asing babwa mereka akan mendapaf kesempatan yang
sama untuk bersaing di pasar Indonesia, serta terciptanya kepastian hukum

melalui penegakan hukum vyang lebih tegas terhadap prakiek momopoli
dalam berusaha.

Keinginan Indonesia untnk mempunyai Undang-Undang Ant
Momnopoli memang sudah lama diharapkan sejak masa pemerintahan orde
baru, terlebih-lebih diksitkan dengan keinginan Indonesia untuk terus
menumbuhkan perekonomian pasar. Akhirnya padz tanggal 18-2-1999
Undang-Undang Anti Monopoli telah disahkan dan diundangkan yang pada
5-9-2000 sndah diberlakukan secara efektif di Indonesia. Bagaimana

implementasi Undang-Undang tersebut dalam prakteknya? Apakah dapat
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" menjawab terhadap segals permasalahan hukum yang timbul yang berkaitan

dengan monopoli, khususnya implikasi monopoli pada merger vertikal.

B. Perumusan Masalah

Krisis ekonomi yang sedang berlangsung di Indonesie telsh
memberikan pelajaran yang cukup berharga, Khususnya bagi sektor industri,
yang telah menimbulkan efek samping yang cukup berat, baik secara moral
maupun finansial, terhadap pemerintah, rakyat, manpun pengussha dan
para karyawan. Salah patu agenda penting dalam hal ini adalah proses
pemulihan ekonomi nasional, Khususnya proses pemulihan kembali sektorx
industri di Indoensia. -Kebutuhan akan keberhasilen proses ini sangat
tergantung pada stabilisasi ekonomi, sosizl, dan politik di Indonesia. Dengan
terciptanya stabilisasi ekonomi, sosial, dan pelitik di Indonesia, diharapkan
sektor industri dapat bangkit kembaﬁ dan proses pemulihan ekonomi
nasional d_apat berjalan dengan baik.

Langkah merger (penggabungan usaha) antar perusahaen-perusahaan
industri di Indonesia, termasuk juga merger vertikal, merupakan langkah
yang sangat strategis dalam rangke mengantisipasi persaingan global

maupun dalam rangka pemulihan kembali ekonomi nasional Indonesia,
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karena nantinya akan terbentuk permsahasn-perusahaan industri hasil
merger yang memiliki keungggulan kompetitif dan daya saing yang
diperlukan dunie asaha dalam era globalisasi.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, permasalahan pokok yang
penulis ingin kemukakan adalsh sebagaiberikut :
1. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatiken dari segi hukum dalam
pelaksanaan merger vertikal?,
2. Batasan-batasan apa saja yang harus diperhatikan supayz pelaksanaan
merger vertikal tidak menjurus kepada praktek monopoli?,

3. Adakah akibat hukum merger vertikel terhadap pihak ketiga?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memben’kelm masukan dan snmbangan pemikiran bagi para
penegak hukum, para praktisi hukum, para pendidik dibidang hukum, serta
para pelaku usaha atau pelaku bisnis dalem rangka untuk lebih mengetahui
dan memahami mengenai aspek hukum merger vertikal antar perusahaan

industri dan kaitannys dengan monopoli serta persaingan usaha tidak sehat
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D. Kerangka Teori dan Konsepsi

Palam prakteknya pelaksanaan merger dapat berbentuk merger
horizontal dan merger vertikal, dan merger konglomerat. Penelitian inilebih
difokuskan hanyas pada merger vertikal. Pada hakekatnya alasan utama
perusahaan melakukan merger vertikal adalah untuk terjaminnya supply
bahan bakun untuk produksi serta terjaminnya jalur distribusi untuk
pemasaran hasil produksi Disamping itu seringkali merger vertikal
ditempuh oleh permsahaan untuk tujuan agar dapat mengurengi ongkos
produksi, karena pedagang perantara ditiadakan. Dengan demikian kualitas
barang produksi dapat ditingkatkan sebab snpply bahan mentah atan bahan
baku dapat langsung diawasi

Ditinjau dari aspek hukemnya pelcksanaan merger, termasuk juga
merger 'vertikal dalam hal ini, te_nhmya harus dilakukan sesuai dengsn
prosedur hukum yang telah ditetapkan. Di Indoanesia pelaksanaan nierger
telah diatur dalam Pasal 102, 104 sampei dengan 109 UU No.1/1995 tentang
Perseroan ;Terbatas (UUPT) juncto PP No.27/1998 teniang Penggebungan,
Peleburan, dan Pengambilalihan Parseroan Terbatas sebagai

pengejawantahan ketentuan-ketentuan merger dalam UUPT,
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ic

Pelaksanaan merger, berdasarkan ketentuan Pasal 107 ayat (2) UUPT,
dapat dilaksanakan demgan dua cara. Cara pertama adalah pelaksanaan
merger yang dilakukan dengan terlebih dulu mengadakan likuidasi terhadap
perusahaan yang akan merger (Target Company). Cara kedua adalah
* . pelaksanaan merger yang dilakukan dengan tanpa terlebih dulu mengadakan
likuidasi tethadap Terget Company.

Merger baru dapat dilaksanakan apabila ada persetujuan dari Rapat
- Umum Pemegang Saham (RUPS) dari masing-masing perusahaan yang akan
merger. Persetujuan RUPS tentang rencana merger barn dapat dikatakan sah
secara hukum apabila RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham yang
mewakili paling sedikit % (tiga perempst) bagian darijumlah selurul saham
dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit % (tiga

perempat) bagian darijumlah snara tersebnt.s

* Indonesie, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU No.1 Tahun 1995, LNRI No.13,
TLNRINo.3587, Pasal 105 ayat (1) jo Pasal 16 dan Peraturan Pemerintah Tentang Peniggaburgan,
Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan, PP No,2’7 Tahun 1998, LNRI No.49, TENRI No.3741,
Pagal 6.
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Sebelum merger dilaksanaken perln terlebih dulu djlaknkan
pengumuman rencana merger oleh masing-masing direksi dari perusshaan
~ yang akan merger dalam dua surat kabar harian.® Pengnmumax ini gunanya
agar pihak-pihak lain yang berkepentingan dan masyarakat luas dapat
. mengetahui tentang adanya remcana merger tersebut. Apabila rencana
_ merger tersebut merugikan kepentingan mereka, maka mereka mempunyai
kesempatan untuk membela kepentingannya itn. Fengumuman merger tidak
hanya perlu dilakukan pada saat sebelum merger fersebut dilaksamakan,
namun hasil mexger tersebnt juga wajib entuk diumumkan oleh Direksi dari
perusahaan hasil merger dalam dua surat kabar harian, yang dikenal dengan
pengumuman hasil merger.”

Hal lain dari sudut hukem yang wajib untuk diperhatikan adalah
kemtmgkinaln tindakan yang dapat ditempub oleh pemegang saham
minoritas jika mereka menolek merger. Dalam hal ini mereka dapat

dimungkinkan untuk raenjual sashamnya dengan harga yang wajar.®

“ Ibid., Pasal 105 ayat (2).
7 bid., Pasel 108 ayat (1).
® Bbid., Pasal 104 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat (2) PP 27/1998.
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Selain ketentuan prosedur pelaksanaan merger sebagaimana yang
telah diatur di dalam UUPT dan PP 27/1998, dalam pelaksanaan mesger
perlujuga diperhatikan ketentuan-ketentuan hukum lainnya, yaitu :

1. Ketentuan Hukum Pasal Medal.

Apebila merger dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah
go publik (T Terbuka), maka peraturan perundang-undangan di bidang
pasar modal harus juga diperh:-ltikan. Perai—u.;'an perundang-undscugan
tersebut adalah UU no.8/1995 tentang Pasar Modalbeserta Keputusan Keﬁa
BAPEPAM No.Kep-52/PM/1997 tentang Penggabungan Usaha atau
Peleburan Usaha Perusahaan Pablik atau Emiten dengan lampirannya yang
dikenal dengan Peraturan No.IX.G.I, dan Keputusan Ketna BAPEPAM
No.Kep-12/PM /1997 tentang Perubahan Peraturan No.IX.E.1 tentang
Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Pada prinsipnya prosedur pelaksanaan merger di delam UUPT dapat
diterapkan juga pada pelaksanzan merger dari pernsahaan-perusahan yang
sudah go publik (PT Terbuka), hanya seja perln ditambah syﬁrat khusus,

yaitu perlu adanya izin merger dari BAPEPAMYS Izin merger ini harus

® BAPEPAM, Keputusan Ketun BAPEPAM Tentang Penggabungan Usaha Atau Peleburan Usaha
Perusahaan Publik Atau Emiten, Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-52/PM/1997 butir 4 huruf d.
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diajukan oleh masing-masing Direksi deri pernsahaan yang akan merger
sebelum merger dilaksenakan. Setelah BAPEPAM memberikan persetujuan
terhadap permohonan izin merger tersebut, maka pelaksanaan merger baru
dapat dilaksanakan,

Hal lain dari sudut hukam yang wajib juga diperhatikan adalah
mengenai ketertbukaan informasi. Hal ini menyangkut tentang ada atan
tidaknya benturan kepentingan1® Apabila delam tindakan merger tidak
terdapat benturan kepentingan diantara perusahaan-perusahaax publik yang
akan merger, maka perusashaan-perusahaan publik tersebut dapat melakukan
tindakan merger berdasarkan persetujuan RUPS dari masing-masiug

perusahaan yang terlibat merger, tanpa mengurangi ketentuan prosedur

merger di dalam UUPT,

fo , Keputusan Ketua BAPEPAM Tentang Benturan Kepentingan Transaks: Tertentu,

Keputusan Ketun BAPEPAM No.Kep-12/PM/1997, butir 1 huruf d, Benturan Kepentingen adalah
perbedaen antara kepentingen ekonornis perusehaen dengan kepentingen ekonomis pribadi direkhr,
komisaris, atau pemegang saharn utama perugahgen
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Namun jika terdapat benturan kepentingan, maka pemegang ssham
independen!? harus dilibatkan dalam memufuskan dan menyetujui adanya
Hndekan merger tersebut. Persetujuan atas tindekan merger dengan benturan

kepentingan harus ditegaskan dalam bentuk akta notariil.*?

2. Ketentuan Dari Badan Kordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Ketentnan ini juga harus diperhatikan apabila merger dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan yang berstatus PMA /PMDN atau dengan kata lain
merger melibatken perusahaan-perusahaan atau salah satunya adalah
" perusehaan yang didirikan berdasarken UU No.1/1967 jo UU No.11/1970
tentang Penanaman Modal Asing (PMA) dan atan UU No.6/1968 jo UU
No.12/1970 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Peraturan
BKPM yang harus diperhatikan dalam hal ini adelllah Keputusan Menteri
Negara Pengerak Dana Investasi (Ketua BKPM)No.15/5K /1993 tentang Tata

Cara Permohonan PMDN dan PMA.

! Bbid., butir 1 huruf e, Pemegang Saham Independen adalsh pemegang saham yang tidak mempunyai
benturen kepentingan sehubungan dengan suatu trenseksi tertenba
. T hid, butir 2.
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Syarat khusus yang perlu ditambahken dalam plfosedur pelaksanaan
merger yang wmelibatken perosahsan-perusahaan yang Dberstatus
PMA/PMDN, disamping ketentuan prosedur pelaksansan merger di dalam
UUPT, adalah perlunya izin merger dari instansi yang berwenang {BKPM
dan atau Presiden).”® Perlunya izin merger apabila dari merger pertusahaan
PMA/PMDN berubah statusnya dari PMA menjadi PMDN aiau sebalikuya
atau bahkan menjadi non PMA /PMDN. Izin mergerjuga diperlukan apabila
karena merger perusshaan PMA/PMDN menjadi dibubarkan atam
dilikuidasi, karena merger terjadi perubahan susunan pemegang saham,
perubahan snsunan direksi/komisaris, penambahan atau pengurangan
direksi/komisaris atan pt‘akerja asing, atau karena merger terjadi pertibahan
maksud dan tujuan dari perusahaan PMA /PMDN atau perubahan anggaran
dasar perusahaan,

Permohonan izin merger wajib diajukan oleh Direksi dari perusahaan

5 yang akan merger sebelum merger dilaksanakan, Setelah Ketua BKPM telah

13 BKPM, Xeprutusan Menteri Negara Perggerak Dana hwvestasi (Ketua BKPM) Tentang Tata Cara
Permohonan PAMDN dan PMA, Keputusan Ketua BKPM No.15/5K/1993, Pasal 23.
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memberikan perseiujuannya atas permohonan izin merger tersebut, maka
* pelaksanaan merger tersebut dapat dilaksanaken tanps mengurangi

ketentuan prosedur pelaksanaan merger di dalam UUPT.

3. Ketentoan Hukam Perbankan.

Apabile merger dilakukan oleh perusahaan-permsahasan yang
berstatus bank, maka peraturan perundang-undangan di bidang pesbankan
harus pula diperhatikan. Peraturan perundang-undangan dibidang
perbankan yang harus diperhatikan dalam hal ini, adalsh UU No.7/1992
tentang Perbankan yang telah direvisi demgan UU No.10/1998, PY
No.28/1998 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, beserta Surat
Keputusan Bank Indonesia No.32/51/KEP/DIR/1999 tentang Persyaratsn
dan Tata Cara Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank Umuin, dan Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia No.32/52/KEP/DIR/1999 tentang
Persyaratan dam Tata Cara Merger,. Konsolidasi dan Akuisisi Bank
Perkreditan Rakyat.

Syarat khusus yang wajib diperhatikan dan ikuti, disamping
ketentuan prosedur pelaksanaan merger di dalam UUPT, adalsh

diperiukannya izin merger dari Bank Indonesia. Untuk dapat dimmintakan

Aspek hukum..., N.G.n. Renti Maharaini Kerti, FH Ul, 2001
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izin merger dari Bank Indonesia terlebih dulu haras ada persetujuan merger
dari RUPS deri masing-masing bank yang terlibat merger. Syarat khusus
lainnya ialah bahwa jumlah aktiva bank hasil merger tidak melebihi20% dari
_' jumlah aktiva seluruh bank di Indonesia, harus memenuhi rasio kecukupan
. modal yang ditetapkan oleh Bank Indoensia. Direksi dan Kouwnisaric bank

hasil merger tidek boleh masuk dalam daftar orang tercela,

4 Ketentuan Hukum Kontrak

Pelaksanaan merger bagaimanapun juga sebenarnya sdalah suatn
perjanjian, maka ketentnan hukum tentang perianjian dalam Buku IH Xitab
Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), seperf syarat sahnya
perjanjian (Pasal 1320), akibat hukum dari perjanjian (Pesal 1338), hapusnya

perjanjian (Pasal 1381), dan ketentnan tentang jual beli tetap berlaka.

_ " Indonesia, Perattran Pemerintah Tentang Merger, Konsolidasi Dan Alaisisi Bark, PP No.28 Tahun
1999, LNRI No.61, TLNRI No.3840, Pasal 16.
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Hal ini perlu juga diperhatikan karena bagaimanapun juga dalam
pelaksanaan merger tentunya akan terjadi pengalihan asset dan saham dari
pemsahaai\ yang akan digabung kepada perusahaan yang menerima

penggabungan. Oleh karena ite ketentnan-ketentuan tentang jual bely, yakni

. Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUHPerdata perlu juga untuk

diperhatikan,

5. Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan.

Dalam pelaksanaan mefger bagaimanapun juga pasi akan
berpengaruh terhadap karyawan atan temaga kerja dari perusahaan-
perusahsan yang terlibat merger, seperti terjadinya pemutusan hubungan
kerja (PHK). Sehubungan dengan hal itn maka kefentuan hukum
ketenagakerjaan, khususnya dalam hal PHK, juga harus diperhatikan.
Perlunya ketentuan tentang PHK, adalah untuk dapat mengetahuwi kewajiban
apa saja yang harus dilaksanakan oleh perusahaan yang akan melak-u_kan
PHK terhadap para karyawannya sehubungan denger adanya tindakan
merger.

Selain itn perlunya ketentnan hukum Xetenagakerjaan m1 dalam

pelaksanaan merger, adalah supaya karyawan ataun tenaga kerja dapat

Aspek hukum..., N.G.n. Renti Maharaini Kerti, FH Ul, 2001
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mengetahui dengan jelas dan pasti tentang hak-hak mereka, seandainjra
dengan adanya tindakan merger tersebut mereks menjadi kehilangan
pekerjaannya sebagai sumber penghasilannya. Mereka dalam hal ini bisa
mgmpe]:juangkan hak-hak mereka tersebut kepada pihak perusahaan, dan
tentunya perusahaan yang bersangkutan wajib untnk memenuhi tuntutan
keryewan akan hak-hak mereka tersebut.

Memang pada prinsipnya pelaksanaax merger sedapat mungkin tidak
mengakibatkan terjadinya PYIX, namun jika terpaksa harus dilakukan PHK
maka perusahaan yangl‘bersan gkutan haruslah memenuhisemua persyaratan
hukum mengenai PHK sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan
~ Menteri Tenaga Kerja Rl No.Kep-150/Men /2000 tentang Penyelesaian PHK
dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganh

Kerugian di Perusahaan.

6. Ketentoan Hukum Persainpan

Pelaksanaan merger man fidak maun tentunya akan berdampek pula

pada persaingan usaha. Pada hakekalnya merger Hdak dilarang sepanjang

merger tersebut tidak mengakibatkar monopoli.
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Dalam pelaksanaan merger Jﬁemang terdapat dua perspektif yang
saling bertentang. Di satn sisi, merger dapat dipandang sebagai strategi
untuk meningkatkan efisiensi perusahaan yang terlibat merger dengun cara
meningkatkan koordinasi dibidang produksi serta distribusi, memanfaatkan
skala ekonomi, maeningkatkan panggunaen sumber daya menjadi lebih
optimal, dan lain sebagainys. Namun di sisi lain, merger dapat dianggap
mengurangi kompetisi karena melalui merger akan terbentuk perusahaan-
perusshaan besar yang mempunyai kemampuan unink membatasi
kebebasan dan persaingan sehat dalam pasar, atan menciptakan sitwasi
monopoli yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu inaka ketentuan-
ketentuan dalam UU 1n0.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Keputusan Presiden RI No.75 Tahun 1999
Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus juga diperhatikan supaya
akibat dari pelaksanaan merger tersebut tidek akan mengakibatkan
monopoli

Selain ifu pentingnya pengaturan merger dalam hukum perssingan
karena tindakan merger, termasuk juga merger verkikal, biss berdampak
secara langsung pada hidup matinya persaingan dalam pasar yang

bersangkutan, bahkan - kadangkala tindakam merger tersebut justrn
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menguntungkan konsumen, nammun pada saat yang bersamaan pula justru
mematikan persaingan sehat dalam pasar yang bersangkutan. Keadaan
- demikian ini perlu mendapat pengatauran hukum yang tegas dan past
sehingga bisa terwwnjud iklim persaingan yang sehat dalam pasar yang
bersangkutan. Dalam hukum persaingan yang dipeﬂl:ingknn adalah
bagaimana agar persaingan cehat tetap harus terjag:la dan bukan semata-mata
untuk memberikan keuntungan pada konsumen, karema kemntumgan
konsumen bisa didapat secara tidak langsung dengan terciptanya persaingan
sehat antar pelaku usaha.

Dalam penulisan karya ilmiah ini terdapat berbagai istilah. Uatuk
mencegah supaya tidak Llerjadi pesbedaan pengertien, maks definisi
operasional dari istilah-istilah tersebut, adalah sebagai berikat :

1. Merger adalah penggabungan dua perusahaan atau lebih ke dalam satn
perusahaan yang add, dimana perusahaan yang menggabungkan diri
akan hilang status badan hekumaya kerena dibubarkan dan diliknidasi,
sedangkan femsahaan yang menerima penggabungan akan tetap ada
tidak hilang status badan hukumnya (Hdak dibubarkan dan diliknidasi).

Pernsahaan yang menerima penggabungen inj akan menerima atan
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I;Lengambialill selnruh saham, harta kekayaan, hak dan kewajiban, serta
utang dari perusahaan yang menggabungkan dirt.15

2. Merger Horizontal adalah penggabungan dua atan lebih perusahaan yang
mempunyaijenis dan tingkat kegiatan usaha yang sama, dan sebelumnaya
justru saling bersaing di dalam memproduksi barang/jasa yang sama,
atan menjual/memasarkan barang/jasa yang sama dalam suatu wilayah
pemasaran.1é

3. Merger vertikal adalah gabungan dua perusahaan yang berada di dua
tahapan proses produksi{gabungan antara hulu dan kilir).3”

4. Merger konglomerat adalah penggabungan dna atan lebih perusahaarn
yang tidak mempunj'ai hubungan, baik dalam arti horizontal maupun
verkikal1®

5. Akuisisi adalah pengambilalihan sebagian besar atau seluruh saham dari
perusahaan lain, dimana maesing-masing perusahaan, baik perusahaan

yang mengambﬂa]j}i matupun perusahaan yang dismbilalih tetap

15 Henry R. Cheeseman, Business Law, The Legal, Ethical and htemational Ervironmznt, second

edition, (New Jersey ; Prentice Hall Inc, 1995), pege 673. Lihat juga Henry Camnpbell Bleck, Op.Cit.,
age 988,

fe Henry Cerpbell Black, Op.Cit., page 892.

7 Bid., page 1562. Libat juga Paul A Sermuelson & William D Nordhaus, Op.Cit., hal. 198, Munir

Fuady, Op.Cit., hal.88-85.

18 Bid , page 892.
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mempertahankan aktivitasnya, identitasnya, serta kedudunkannya sebagai

perusahaan yang mandiri Dalam akuisisi ini melahirkan hubungan induk

perusahaan (perusahaan yang mengambilalih) den anak perusahaan

(perusshaan yang diambilalih).19

. 6. Konsolidasi adalak peleburan due atan lebih perasahaan yang kemudian
membentuk satu perusahaan baru. Perusehaan-perusahaan yang
melakukan peleburan akan dibubarkan/dilikuidasi (hilang identitas dan
kedudukannya sebagai perusahaan yang mandiri).2

7. Perusahaan adalah wadah usaha yang berbemtuk perseroan terbatas
sebagaimana yang dimaksnd dalam UU No.1/1995 tentang PT, UU
No.8/19%5 tentang Pasar Modal, UU No.1/1967 jo UU No.11/1970
tentang FMA, serta UU No.6/1968 jo UU No.12 /1970 tentang PMDN.

8. Perseroan Terbatas(PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan
perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang
selurnhnya terbagi dalam sal_min dam memenuhi persyaratan yang

ditetapkan dalam UU serta peraturan pelaksanaannya.?

'? Henry R. Cheeseman, Op.Cit., page 675. Lihat juga Ermsan Rajagukguk, “Merger, Akuisisi, dan
Konsolidasi”, (vnkaleh yang disarnpaiken pada Seminer Seheri tentang Merger, Akuicisi, dan
%onsolidasi yang diselenggaraken oleh FE USAKTT, Jakarta 1998), hal. 1.

bid,
L OU No.1/1995, Pasal 1 ayat (1).
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9. PT Terbuka (PT Tbk) adalah perseroan yang modal danjumlah pemegang

“ sahamnya memen'u.hi' kriteria tertentn atau perseroan yang melakuken
penawaran umum, sesuai dengap peraturan perundang-undamgan di
bidang pasar modal.?2

. 10. Peﬁsahaan Industri adalah badan usaha yang melaknkan kegiatan di
bidang usaha industri®

11. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan
baku, barang setengah jadi, dan atan barang jadi menjaci barang dengan
nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanuya termasuk kegiatan rancang
bangun dan perekayasaan industri??

12. Bahan mentah adalah semua bahan yang didapat dari sumber daya alam
dan atau yang diperoleh dari nsaha manusia untuk dimanfaatkar lebih
lanjut.®

13. Bahan baku indnstri adalah bahan mentah yang dioleh atau tidak diolah

yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana produksi dalam industri.®

# Pid., Pesal 1 butir 6. ‘
B Indonesia, Undang-Undang Tentang Perindustrian, UU No.5 Tshun 1984, LNRI No.22, TLNRT
No.3247, Pasal 1 butir 7.

2 Bid., Pasal 1 butir 2.

%5 id., Pasal 1 butir 8.

% 1bid, Pasal 1 butir 9.

Aspek hukum..., N.G.n. Renti Maharaini Kerti, FH Ul, 2001



25

14. Barang setengah jadi adalah bahan mentah atan bahan bakn yang telah
mengalﬁmi satu atau beberapa tahap proses industri yang dapat diproses
lebih lanjut menjadi barang jadi?”

15. Barang jadi adalah barang hasil industri yang sudah siap pakai untuk
konsumsi akhir ataupun siap pakai sebagai alat produksi?®

. 16. Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran berang

dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu

kelompok pelakn usaha.®
17. Pemmusatan kekuatan ekonomi adalah penguesaan yang nyata atas suatu

pasar bersangkutan oleh satu ateu lebih pelsku usahe sehingga dapat

menentukan harga barang dan atau jasa.>
18. Posisi dominan adalah keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai

pesaing yang berarti di pasar bersangkntan dalam ksitan dengan pangsa

%7 bid., Pasal 1 butir 10.

% Ibid., Pasal 1 butir 11,

® Yndonesis, Undang-Undang Tentang Lerangan Praktek Mornopoels Den Persaingan Usaha Tidak
Sehat, UU No.5 Tahun 1999, LNRT No.33, TLNRI No.3817, Pasal 1 butir 1. Lihat juga F. William
.McCarty end John W. Baghy, Op.Cit., page 504,

* bid., Pasal 1 butir 3.
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20.

21,

22,

2¢

pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi
diantara pesaingnya di pasar bersangkutan dalam kaitan dengan
kemamfuan keuangan. akses pada pasokan atau penjualan, serta untuk
menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atan jasa tertentu.®
Persaingan sehat (fatr competifion) adalah system persaingan yang
didasarkan pada mekanisme pasar.

Pasar adalah wadsh dimaua para pembeli dan penjual bajk secara
langsung maupun tidak Jlangsung dapat melaknkan transaksi
perdagangan barang dan al:auja.;;a.:’2

Pangsa pasar adalah persentase nilai jual atau beli barang atau jaéa
tertentu yang diknasi oleh pelaku usaha pada pasar bersangkutan dalam
tahun kelender tertentu.®

Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atan badan usaha, baik

yang berbentuk badan hukum atau bukan, yang didirikan dan

3 Bid, Pasal 1 butir4.
2 Ibid., Pasat 1 butir 10,
 bid., Pasal 1 butir 13.
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berkedudukan atan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negaﬁ
RI, baik sendiri maupun bersama-sema melalni perjanjian,
menyelenggarakan berbagai kegiatan uszha dalam bidang ekonomi®

23. Prinsipal adaleh orang yang menetapkan orang lain sebagai agennya.

24. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang
memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dam memegang segale
wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.?

25. Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan
secara nmum dan ataw Khusus serta memberikan nasihat kepada Direksi
dalam menjelankan perseroan.

26. Direksi adalab organ perserosn yang bertangguung jawab penuh etas
pengurusan perseroan unfuk kepentingan dan tujuan perseroan serta
mewakili perseroan baik di dalam matpun di luar pengadilan sesuai

dengan ketentuan Anggaran Dasar.37

27.Pemegang Saham adaleh orang yang memiliki atan mempunyai saham di

perusahaan.

3 Wid., Pagal 1 butir 3.
3 U No.1/1995, Pasal 1 butir 3.
3 Bid., Pagal 1 butir 5.
¥ Bid., Pagal 1 butir 4.
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28. Karyawan adalah orang yang Dekerja di perusahaan dengan menerima
gaji seiap bulannya,

29, Target Compary adalah perusahaan yang akan digabung, dimana nantinya
dalam pelaksanaan merger perusahaan ini aken hilang status badan
hukumnya karena dibubarken dan dilikuidasi.

30. Surviving Comparmy adalah perusahaan penerima penggabungan, dimana
nantinya dalamn pelaksanaan merger perusabaan ini tidak hilang status

badan hukumnya karena tidak dibubarkan dan dilikuidesi.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam rangka penyusunan tesis ini adalah penelitian
hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu kepada norma-
norma hukwn yang tertuang dalam peraturan pernndang-undangan.
Pengumpulan bahan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dalam
bentuk wawancara.

Penelitian hukum normatif dipilih karema penelitian ini mgm
mengetahui bagaimana penerapan peraturan perundang-undangan tentang

merger.
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2. Metode Pengumpulan Data
Penynsunan tesis ini tidak akan terlaksana tanpa data pendukvng.
| Adapun alat pengumpalan data yang digunakan dalam penelitian ini,
meliputi :38
1. Studi Kepustakaan.
Dalam studi kepustakaan ini, sumber data dipgroleh dari:

a. Bahan Hokum Primer, yaitu bahan-bashan hukum yang
mengikat, yakni peraturan perundang-undangan yang
berkajtan dengan masalah merger, perseroan terbatas,
monopoli dan persaingan usaha;

b. Behan Hukum Sekunder yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukam primer, seperti hasil seminar,
lokakarya, artikel mazajalah dan koram maunpun artikel yang
~diperoleh dari internet, serta jurnal hukum;

¢. Bahan Hukum Tertier (Bahan Hukum Penunjang), sepert
kamus, ensiklopedia, dan ‘Black’s Law Dictionary. Ditambah
dengan bahan-bahan primer, sekunder, dan tertier (penunjang)

di Iuar bideng hukum, khususnya dibidang ekonomi yang

* Soerjono Sockanto, Penganter Penelitian Fidwom, (Jakarta : Ul Press, 1984), hal,52.
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dipergunakan untuk melengkapi atanpun menunjang data

penelitian,

2. StudiLapangan.

Selain data yang diperoleh dari stuldi kepustakaan, demi menunjang
kelengkapan date, penulis juga mencari dats melalui studilapangan dengan
cara melakukan wawancara. Wawancara dituj-u.ka.n kepada para informan
dariinstansi yang terkait dengan masalah yang penulis ingin tanyakan, yakni
wawancara dengan Bapak Ismed Fadillak, S.H. Msi dari Komisi Pengawas
Persaingan Usaha (KPPU) dan wawancara dengan Ibu Thezesia Yerni

Setionegoro, 5.H.MH, Kepala Divisi Hukum PT Tirta Investama (AQUA

Group).

3. Analisis Data.

Setelah semua data terkumpul, baik dari sfudi kepustakaan maupun
studi lapangan, selanjutnya datrtersebut nantinya eken diolah dan analisis.
Bentuk pengolahan dan analisi data dalam penelitian ini menggunakan
metode deskriptif kualitatif, —maksudnya adalah suatu care uatuk

mengemukakan data atau fakta yang diperoleh dari adanya gejala-gejala
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yang berlangsung dalam masyarakat, yang kemudian dianalisis secara
kualitatif, maksudnya adalah behwa data tersebut akan diunalisis secara
mendalam dari aspek hukum guns mendapatkan kesimpulan yang utuh,

sehingga dapat mengungkapkan kebenaran.

F. Sistematika Penulisan

Keseluruhan penulisan tesis ini melipati lima bab. Uraian sccara garis
besar isi bab per bab adalah sebagai berikut : Bab pertama mernpakan bab
pendahuluan. Pada bab pertama ini penulis aken menguraikan mengenai
latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan diteliti, tujuan penulis
melakukan penelitian, kerangka teori dan konsepsi, metode penelitian yang
penulis pakai dalam penulisan tesis inj, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan bab yang menjelalskan tentang merger vertikal
dari sudut hokum. Pada bab kedua ini penulis akan menjelgskan tentang
alasan-alasan dilakukannya meréer serta syarat-syarat dari sudut hukum
dalam pelaksanaan merger,

Bab ketiga merupaken bab yang menjelaskan bahwa merger tidak

boleh menciptakan monopoli. Pada bab ketiga ini penulis akan menjelaskan

PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA ©
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bahwa merger bisa menciptakan monopoli dan larangan momnopoli atas
merger.

Bab keempat merupakan bab yang menjelaskan mengenei akibat
merger terhadap pihak ketiga, yang terdiri dari akibat merger terhadap
kreditur, pengaruh merger terthadap prinsipal, dan akibat merger terhadap
tenaga kexja.

Bab kelima merupakan bab penutup. Pada bab kelima ini pennlis akan

menguraikan mengenai kesimpulan yang merupakem jawabanm dari

permasalahan serta saran-saran.
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BAB I

MERGER VERTIKAL DARI SUDUT HUKUM

A. Alasan-Alasan Dilakukannya Merger

Merger hanya merupakan salah satn dari beberapa cara bagi
perusahaan wuntuk berkembang,_dan akan lebih cepat dan mudah
mengembangkan wusaha melaloi merger. Pada wuwmunmnya dasar
pertimbangan perusahaan melakukan merger, baik merger horizontal,
vertikal, ataupun konglomerat, karena didasari oleh faktor-faktor sebagai
berikut o
1. Perluasan Pangsa Pasar

Banyak cara yang dapat dilakvkan perusahasn untuk bisa
mempesluas pangsa pasar bagi produk yang dihasilkannya. 5alah satn
cara yang dapat dilakekan perusahaan dalem hal ini, adalah dengan cara
merger. Keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan, adalah bahwa

nantinya perusahaan bisa menjadi lebih besar sehingga manpun untuk

* Munir Fuady, Op.Cit., hal.57. Lihe juga Agus Darjmto, *Merger dan Akuisiei®, INFOBANK
No.125 (Mei 1990) : 40.
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bersaing dengan para pesaing lainnya dan jngas dapat memperluas pangsa
pasar bagi produk yang mereka hasilkan.

Namun juga perlu diwaspadai jika pelaksanaan merger yang
didasari atas pertimbangan supaya dapat memperluas pangsa pasar
justru dilakukan oleh perusahaau-perusahan yang memang sadah hesar,
khususnya dalam kapasitas modal dan pemasaran, karema nantinya
penguasaan pasar bisa terkonsentrasi pada satu perusahaan saja.

Oleh karema itu dalam peélaksanaan merger, ketentunan hukum
persaingan harns diperhatikan agar pelaksanaan merger yang dilakukan’
oleh perusahaan tidak akan menimbulkan terkonsentrasinys pasar pada
satu pernsahaan saja. Namun pelaksanaan merger tersebut dapat lebih
diarahkan untuk segi positifaya, baik untuk perusahaen itu sendiri
maupun bagi pertainbuhan ekonomi secara makio#® Bagi perusahaan,
keuntungan merger salah satunya adalah dapet memperlnas pangsa pasﬁr,
sebagaimana yang telah dijelaskam dalam Teori Kekualan Pasar.
Sedangkan bagi pertumbuhan ekonomi secsra makro, merger pada

gilirannya bisa berpenygarith pula pada peningkatan dan efisiensinasional,

- *® Muchyar Yara, Op.Cit., hal.47,48 & 50.
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menaikkan tingkat pertumbuban perekonomian masional deagun
terbentuknya perusahaan-perusahaan besar (hasil merger) yang memiliki
kemampuan untuk melakuokan investasi dan ekspansi usaha. Disemping
itu dapat meningkatkan cadangan devisa nasional melalui terbentuknya
perusehaan-perusahaan besar (hasil merger) yang mampu menghasilkan
produk-produk yang bersaing, baik di pasar domesﬂ maupun di pasar
internasional. Akhirnya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan
memperkokoh struktur perekonomian nasional.

Memang tidak'sepenuhnya benar bahwa merger dipastikan biss
'memberi.kan sumbangan positift bagi pertumbuhan ekonomi secars
makro, karena seringkali merger dimanfaatkan untuk mendorong
terciptanya situasi pasar yang monopolistis melalui penguasaan pasar
secara dominan oleh satn perusahaan saja. Agar merger dapat diarahkan
sebagai faktor positif bagi perekonomisn makre, perlu adanya batasan-
batasan yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan merger melalui
peraturan perundangan-undangan. Feraturan undang-undangan dalam
hal ini adalah Undang—ﬁndang UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Ussha Tidak Sehat beserta Peraturan
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Pemerintah yang merupakan pengejawantahan ketentuan pelaksanaan -

merger dalam UU No.5/1999.

2. Peningkatan Efisiensi Pernsahaan

Pada umumnya perusahaan yang melakukan merger akan selalu
mengatakan kepada masyarekat bahwa alesan utama yang menjadi
pertimbangan mergex tersebut adalah untuk meningkatkan efisiensi.
Dengan adanya efisiensi, maka harga bisa diturunkan daa kualitas
pelayanan ataupun kulalitas produk dapat ditingkatkan.

Efisiensi pernsahaan, khususnya efisiensi produksi, dapat ditempuh
melalui merger. Efisiensi produksi adalah penurunan biaya produksi
' sehingga perusahaan dapat memproduksi barang dengan biaya serendah
mungkin ataw dengam biaya yang sama dapat memproduksi barang
sebanyak mungkin. Dalam jlmu ekonomi efisiensi ini dinamakan efisien
teknis (“fechnical efficiency”). Ukuran yang digunakan dalam -efisiensi
teknis adaelah biaya rata-rats untuk memproduksi suate barang. Makin

efisien cara produksi ditunjukan, makin rendahnya biaya rata-rata daiam

memproduksi barang.
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Merger dalam hsl ini mernpakan salah satu upaya untnk
" menciptakan sinergi baru bagi perusahaan untuk mencapei skala ekonomi
secara efisiensi Skala ekomomi adalah suatu keadaan dimana hasil

produksi bertambah dua kali lipat, namun total biaya bertambah tidak

. sampai dua kalilipat.®

Pada akhirnya dengan semakin efisien proses produksi secara
keseluruhan, maka bisya produksi semakin murah schingga jumlah

barang dapat ditingkatkan dan harga barang dapat diturnnkan.1?

3. Peningkatan Daya Saing Perusahaan

Telah disebutkan bahwa dengan merger, suatu perusahzaan dapat
meningkatkan efisiensinya. Sudah pasti hal ini bisa memberikan nilai
tambah bagi pernsahaan untuk peningkatan daya saing. Contohnya :
Perusahaan A dengan modal sebeser Rp.100 juta dan Pernsahaan B juga
dengan modal yang sama, sama-sama bergerak di bidang industri

;- produksi minyak goreng dengan pangsa pasar maslsing—masing sebesar

. 4 Roger Le Roy Miller, Economiz Today, (New York : Harper & Row Publisher, 1988), page 602.
Menguartikan Economic of Scala sebagai a production situation in which a doubling ¢f ouipurresult
in lesa then a doubling of the toka] costs,

‘2 Elipe, Persaingan Usaha Dan Hukun Yang Mengaturnya Di hdonesia, (Jakarta : Elipe
bekerjasama dengan Partnership for Businesa Competition, 1999), hal,15.
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30%. Dengan Perusahaan B merger ke Perusahaan A, bisa dipastikan
kemeampuan Perusahaan A menjadi bertambah, baik dari segi modal
maupun pangsa pasar. Bertambahnya kemampuan Perusahaan A (setelah
merger), khususnya dari segi modal, memberikan keuntungan bagi
Perusahaan A untuk dapat meningkatkan daya saingr]ya, terutama di
pasar internasional, karena Perusahaan A akan mampu menembus ke
pasar internasionmal wuntuk bsarang yang diproduksinya melalui
peningkatan mutu barang yang dihasilkan dengen modal yang

dimilikinya (setelah merger).

4. Memaksimalkan Somber Daya Perusahaan

Kemampuan sumber daye yang ada di masing-masing perusahaan
bisa ditingkatkan manfaatnya secara lebih maksimal dengan cara kedua
perusahaan tersebut melakukan merger. Contohnya : Perusahaan A
memiliki kemampuan yang bagus di bidang tenaga kerja yang cukup
terampil dan cekatan, tapi lemah di bidang pemasaran, sedangkan
Pernsahaan B memiliki pemasaran yang bagus, namun lemah delam

kemampnan di bidang tenaga kerjanya. Melalui merger, kenampuasn
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sumber daya Perusahaan A (sebagai perusahaan yanrg menerima

penggabungan) bisa lebih dimaksimalkan manfaatnya.

5. Diversifikasi Usaha .

Tidak mudah bagi perusahaan untuk melakukan pesluesan usaha
melalui diversifikasi usaha, karena diperlukan modal yang cukup besar.

Salah sata npaya yang dapat diteﬁpuh perusahaan dalam hal ini
adalah dengan cara merger. Merger bisa merupakan langkah strategisbagi
perusahaan yang ingin melakukan diversifikasi usaha.®? Contoh
perusahaan A adalsh perusahaan yang bergerak di bidamg indastri
produksi pakaian jadi, Perusahaen B adalah perusahaan yang bergerak di
bidang industri produksi barang-barang kebutuhan rumah tangga.
Dengan Pernsahaan B merger ke Perusahaan A, meka bidang

usgka Perusahaan A (sebagai peiusakuan penerima penggabungan )

I Robert H Miles, Leaming From Diversifyring, (Boston : The President and Fellows of Harvard
College, 1961), page 1-2. Keuntungan diversifikasi dikerntdaken sebagai ... cen rejuvenste a
company that has been suffering a mahurity or declining business by ensbling it to enter markets
with greater growth end profit potensials, Diversification cen provide a place io invest menagerial
capacity end organizational cepacity as wel] es surplus earnings”.
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menjadi bertambsh kebideng industri produksi barang-barang kebutuhan
rumah tangga. Dengan demikian keuntungan atau benefit yang bisa
diperoleh Perusashaan A menjadi bertambah dua kali lipat, yakni
keuntungan dari sektor industri produksi pakaian jadi dan keuntungan
dari sektor industri produksi barang-barang kebutuhan rumah tangga.

Perusahaan A juga dapat menjaga stebilitas pendapatannya.

6. Sarana Alih Teknologi

Merger bisa merupakan salah satu langkah strategis bagi
perusshaan dalam menimba pengeleman serta dalam mempelajari
teknologi canggih dari perusshaan lain. Merger dapat menjadi sarana
pengalihan teknologi dari perusahaan yang mempunyai kemampuan di
_ bidang teknologi yang cukup canggih kepada pernsahaan lain, khususnye
perusahaan kecil, yang tidak mempunyai kemampnan dalam pengalaman

penggunaan maupun pengembangaa teknologi cangyih tersebut.

7. Mendapatkan Akses Internasional

Salah satu fujuan yang ingin dicapai setiap pernsahaan industri

adalah mampu meraih pasar internasional bagi produk yang
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dihasilkannya. Keinginan unfuck dapat menembns pasar internasionl
bukanlah hal yang smudah bagi perusahaan, karena dibufuhkan modal
yang cukup besar serta sumber daya manusiz schingga mam?u
menembus pasar internasional Bagi perusahaan-perunsaahan besar
mungkin hal ini tidak menjadi masalah. Namun bagi perusahaan-
perusahaan kecil justru menjadi salah satu masalah utama.

Manfnzilthlain yang juga bisa diperoleh perusahsaan melalui merger
vertikal adalah
1. Manfaat Ekonomi K arena Karakter Teknologi

Melalui merger vertkal, perusahaan dapat menghemat biaya
produksi karema ekstermalitas antara jalar produksi Contohaya
Perusahan A adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri baja.
Akan lebih menguntungkan buat perusahaan A untuk mengempa baja
sewaktu masih panas, daripada mengempa baja yang sudah dingin di
pebrik lain. Hal ini tentunya akan memerlukan ongkos produksi lagi
Didasarkan atas pertimbangan ekonomis (untuk menghemat biaya

produksi), maka pernsahaan A melakukan merger vertikal dengan pabrik

“ Elips, Op.Cit., hal.106. Lihat juga Lucian Arye Bebchuk, Corporate Law and Ecomonic
Analysts, New York : Cambridge University Press, 1991), page 4. “Vertical merger is sometimes a

source of cost savings when successive production stages are tightly linked by a physicel or
technical aspect®,
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yang menghasilkan lembar baja dan pabrik pengempa baja. Hal ini
tentunya bisa memberikan nilai tambah bagi perusahaan A dalam efisiensi

produksi.

2. Manfaat Karena Adanya Kepastian Kontrak

Seringkali terjadi perusahaan pemasok bahan baku/bahan mentah
tidak menaati ketentuan dalam kontrak yang telah disepakali entara
perusahaan pemasok bahan bekn/bahan mentfah dengan perusahaan yang
menerima pasokan bahan baku/bahan mentah. Contohnya dalam industri
minuman dalam kemasan, sipemasok botol seringkali tidak menaati
ketentuan prosedur produksi botol sebagai kemasan minuman sepert
yang telah ditetapkan dalam Xontrak, dengan alasan untuk bisa
menghemat biaya ._prodn.ksinya. Akibatnya mutu botol sebagai kemasan
minuman menjadi berkarang sehingga pada skhirnya bisa merusak citra
perusahaan minuman tersebut.

Untuk menghindari kemungkinan hal tersebut terjadi, umumnya

perusahaan melakukan merger vertikal sebagai salah satu cara atau
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strategi untuk menghindari perilaku sipemasok yang seringkali tidak

menaati kontrak yang telah disepakahi. Mehlﬁimerger,pemsahaan

-~ minuman (sebagai perusahaan yang menerima pasokan botol)

memperoleh efisiensi dalam produksinye, karema ja dapat langsung
mengawasi pasokan botol sebagai kemasan minumannya sehinggs mutu
minuman yang dikdsilannya aken tetap terjaga atam mungkin akan bisa
lebih ditingkatkan.

Merger vertikal karena motivasi dan manfaat tersebut di atas, pada
dasarnya adalah merger vertikal yang diperbolehkan karena didoromg
oleh keinginan perusahaan untuk menekan atan menghemat biaya
produksi, sehingga pelaksanaan merger vestikal tersebut akan
. menguntungken konsumen maupun ‘bagi perusahaan, dan tidak
menghambat persaingan.

Namun pada sisi lain, merger vertikal juga bisa berdampak negatif
bagi persaingan karena bisa menciptakan monopoli dalam pasar melalni

penguasaan sektor produksi mulai dari hulu sampai hilir hanya pada satu
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- perusahaan besar saja, Dapal pula menyebabkan terjadinya halangan bagi'
| pendetang baru dalam bisnis yang bersangkutan.s>

Uraian lebih lanjut tentang dampak negatif dari pelaksanaan
merger verfikal atan kemungkinan terjadinya momnopoli pada mearger
vertikal secara lengkapnya ekan dibahas dalain Bab III tentang Merger bisa

Mengsakibatkan Monopoli.

B. Syarat-Syarat Dari Sudut Hukum Dalam Pelaksanaan
Merger
Pelaksanaan merger, baik itu merger vertikal, horizontal, atan
konglomerat, sebagaimana diatur dalam UU No.1/1995 tentang Perseroan
Terbatas (UUPT) bersifatl mengikaf, artinya setiap merger yang dilakukan
oleh perusahaan yang berbentuk PT hamé dilaksanakan menurut

prosedur yang telah ditetapkan di dalam UUPT, dimana penyimpangan

3 F William McCarty & John W.RBagby, Op.C1., page 521. “Vertical merger ensble the resulting
firm to squeeze out unintegrated competitors & to limit fulure competition by erecting barriers to
enl:ry" LI.hEl: “Guide to Antitrust I.aws (Mergers)® dalam hitp:/freeadvice.com/gov_materinl/fre-
Bl st-lawe-mergers b, “FTC Mergers”, page 1-2, At least two conditions are
neceusmy fora merger to have a likely anticompetitive effect, the market must be substantially

concentrated after the merger & it must be difficult for new firms to enter the market in the neer
term”.
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dari ketentnan tersebnt dapat mengakibatkan merger menjadibatal karena
hukum.

Selain sifatnya yang mengikat, ketentuan tentang pelaksanaan
- merger yang tercantum dalam UUPT hanya bersifat ketentuan pokok-
‘pokoknya saja dan untuk lebih ri.nci.n)"a dapat dileksanakan menurut
ketentnan peraturan perundang-undangan leinnya. Contohnya bagi PT
Terbuka, PT PMA/PMDN, ataun Bank terdapat aturan-ataran khusus yang
mengatur tentang merger. Aturan-aturan khusus tersebut, yakei UU
No.8/199> temtang Pasar Modal dan peraturan pelasamaannyas, seperti
Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-52/PM/1997 yang terkenal dengap
Peraturan No.IX.G.1 tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha
Perusahaan Publik atau Emiten dan Kepntusan Ketue BAPEPAM No.Kep-
12/PM /1997 tentang Perubaban IPeratu;tan No.IX.E.l tentang Bentvran
Kepentingan Tramsaksi Tertentu, Keputusan Menteri Negara Pengeralc.
Dana Investasi/Ketua BKPM No.15/5K/1993 teatang Tata Cara
Permohonan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal
Asing, PP 28/1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank, SK BI
No0.32/51/KEP/DIR/1999 dan SK Direksi BI no.32/52/KEF/DIR/1999,

dapat dimasukan menjadi bagian daripelaksanaan merger menurut UUPT
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ini sepanjang aturan-aturan khusus tersebut tidak bertentangen dengan
pokok-pokok pelaksanaan merger yang telah ditetapkan dalam UUPT.

Disamping hal—ha.l yang bersifat prosedural, UUPT juga mengatur
hal-hal yang bersifat protektif, yaite misi UUPT untuk melindungi
kepentingan pihak-pihak tertentu, yakni perlindungsn Xkepentingan
perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan pernsahaan,
masyarakat, dan persaingan sehat.

Berkaitan dengan ketentuan prosedural dan ketentuan protektit
yang diatur dalam UUPT, maks syarat-syarat dari sudut hukum yeng

harus diperhatikan dalam pelaksanaan merger, adalah sebagai beriknt:

L. TAHAP PERSIAPAN MERGER

Dalam tahap ini (tahap sebelnm merger dilakukan), hal-hal yang
harus dipersiapkan, termasuk syarat-syarat dari siudut hukum yang hayas

diperhatikan, adalah sebagai berikut:

A. Pembuatan Rancangan Merger

Pada tahap ini masing-masing Direksi, baik Direksi dari perusahaar
yang menerima penggabungan (Surviving Comparny) maupun Direksi dari

perusahaan yang digabungkan (Targef Company) membuat Rencana
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Merger dengan terlebih dulu melakukan penjsjakan terhadap segala
kemungkinan dilakukannya merger, Rencana Merger tersebut selanjutnya
akan ditusangkan dalam Ramcangan Merger, dimana Rencaca Merger
tersebut terlebih dulu sudah mendapat persetujuan Komisaris,

Rancangan Merger adalah suatn rancangaﬁ yang disusun bersama,
baik oleh Direksi Survivmg Company maupun Target Company, yang
berisikan :46

a. Nama dan tempat keduduken deri perusshzan yang terlibat
merger;

b. Alasan serta penjelzsan masing-masing Direksi duri perusahaan
yang terlibat merger, gunanya agar para pemegang saham dari
masing-masing pernsahsan  yang  terlibat merger yang
berkepentingan dapat mempertimbangkan tindakan merger yang
akan dilakukan, khususnys dari segi bisnis;

c. Tata cara Xonversi saham, gunanya untok mengatarbagaimana tata
cara konversi saham dalam hal perbandingan penukaran saham

dan pengaturan tentang penentuan jumlah pembayaran nang

46U No.1/1993, Pasal 102 ayet (2).
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kepada para pemegang saham dari Target Company yang
merupakan ganti rugi kepada pemegang saham yang menolak
merger. Jika pembayeran dilakukan dengan wmang kepada
pemegang saham tersebut, maka harga saham yang dimilikinya
harus diperhitangkan dengam mnilai harga yang wajar.%”
Penyelenggaraan konversi sailam secara hukum harus didasarkan
atas keterangan dari akuntan publik yang independen mengenai
metode dan tata cara konversi saham.

d. Rancangan Perubahan Anggaran Dasar (AD) Surviving Company
(apabila ada). Terhadap perubahan AD Surwviving Comparyy bisa
dilakukan atau tidak sangat terganiung dari hasil kesepakatan para
pihak yang terlibat merger. Perubahan AD Survivmg Comparny tidak
harus dilakukan apabila dalam pekssanaan merger tersebut tidak
mengakibatkan pernbshan terhadap AD Surviving Company.®® |
Namun jika ternyata ada perubahan maka perubahen tersebut
harus mendapatkan persetujuan Menteri Kehakiman (sekarang

ini adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan) serte

Y Bid,, Pasel 55 jo Pesal 30 ayat (1).
8 Bid., Pasel 102 ayat (2) huruf d
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didaftarkan dalam Dezftar Perusahaan dan diwmumken dalam
Tambahan Berita Negara.®® Perubshan dari AD Surviving Company
yang dimaksud, adaleh nama persercan, maksud dan ftujuan
perseroan, kegiatan usaha perseroan, jangka waktu berdirinya
perseroan, besasnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan
dan disetor, atau status persercan tertutup menjadi terbuka atau
sebaliknya® Untnk perubahan selain dari yang dimaksudkan
diatas, cakup dilaporkan kepada Menteri Kehekiman (sekarang ini
adalah Menteri Hukum dan Perundang-undangan) paling lambat
14 hari sejak Keputusan RUPS® serta didaftarkan dalam Daftar
Perusahaan serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.5

e. Neraca Perhitungan Laba Rugi yang meliputi 3 tahun buku
texakhir, baik dari Surviving Company maupun dari Target Company.
Hal ini dimaksudkan agar perusahaan-perusahaan yang terlibat
merger mempunyai gambaran mengenai masalah kesehatan
kenangan masing-masing sehingga diharapkan tindaken merger

yang akan dilakukan tidak aken merugiken kedua belah pihek.

* bid., Pasal 21 den Pesal 22. .

* hid, Pasal 15 ayet (2).

5 bid., Pasal 15 ayat (3).

2 Whid., Pasal 21 jo Pasal 22 ayat (1).
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f. Heal-Hal lain yang penting yang perlu diketabuni ojeh para
pemegang saham dari masing-masing perusahaan yang terlibat
merger, antara lain mengenai laporan keadaan perusahaan, hasil
penilaian akuntan publik mengenai status, kekayaan dan kewajibﬁn
dari masi.ng—inasing perusahaan yang terlibat merger, status
karyawan serta penyelesaian hak dan kewajiban karyawan secara
edil, penyelesaian hak dan kewajiban dari Terget Company terhadap
pihak ketiga, pelaksanaan perlindungan pemegang ssham
minoritas yang menolak mexger, perkiraan mengenai bal-hal lain
yang berkaitan dengan keuntungan meaupua kerugian di masa
mendatang dari tindakean merger, dan perkiraan tanggal merger
serta saat bubarnya Targef Comparny (jika raerger dilakukan dengan
likuidasi).

Masih dalam tahap ini, syarat lain (dari sudut hukum) yang harus
dilakukan sebelum merger dilaksanakan, adalah pelaksanaan legal sudit,
yakni pemeriksaan terhadap keabsahan atas semua dokumen perusahaan
yang dilakukan oleh Konsultan Huokum yeng independen. Legal audii

(pemeriksanaan dari segi hukum} ini dilakukan baik terhadap Surviving
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Compary maupun Target Compary terthadap dokumen-dokumen sebagai
berikut :
1. Anggaran Dasar dan Doktmen-Dokumen yang berkaitan.

Hal ini dimaksudkan untuk melihat apakah perusahaan-
perusahaan yang terlibat merger sudeh merupakan subyek hukum yang
dapat melakukan tindakan-tindaken hukum dan mempunyai kekayaan
yang terpiseh dari kekayaan pemegang sahamnya. Selain itu hal-hal lain
yang penting dalam AD yang harus diteliti adalah maksad dan fujuan
serta kegiatan usgha dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger,
besarnya modalhdasar, ‘modal ditempatkan, dikelmarkan, dan disetor
penuh oleh masing-masing perusahaan yang terlibat merger, Selanjutnya
perlu  diteliti jenis saham yang dikeluarkan oleh masing-masing
perusahaan, persyaratan untak mengeluarkan dan memindahkan saham,
persyaratan untuk perubahan AD, ketentuen RUPS dalam tal korum
untuk mengambilkeputnsan, persetujuan seluruh pemegang saham dalam
mengambil keputusan, penyelenggaraan RUPS Tahunan serta RUPSLB,

dan kewenangan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris dalam melakunkan

tindakan merger.
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- 2. Daftar Pemegang Saham.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui identitas para pemagang
saham, jumlak saham yang dimiliki serta nowor surat saham/surat
kolektif saham, riwayat kepemilikan saham, stn.tus atas kepemilikan
saham (apakah dalam keadaan dijaminkan, disita ~atan dalam
persengketaan). Hal tersebut adalah untuk mengetahni epakah saham-
saham tersebut telah _disetor penuh oleh pemiliknya, damn untuk
mengetahui kepemilikan saham anggota Direksi, Komisaris beserta
snami/isteri dan anak-anak mereka atau kepemilikan pada perseroan lain
serta tanggal perolehan saham.

3. Xzin-Tzin PT.

Dokumen tentang izin-izin PT ini antara lain adalah izin HO, izin
lokasi, izin usaha, IMB, izin penggunaan bangunan, serta izin AMDAL
Legal audif pada dokumen ini tidak hanya pada terpenuvhinya seluruh izin
yang diperlukan, namun juga harus dilihat apakeh izin-izin tersebut masih
tetap berlaku atau masih dalam proses diperpanjang.

4. Perjanjian Hutang dan Pengakuan Hutang.
Hal ini diperlukan wuntuk mengetahni apakah diperlukan

persetnjuan dari kreditur-kreditur dari perusahaan-perusahaan yang
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terlibat mexges, atau cukup dengan pemberitabuan textulis kepada para
kreditur dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger. Hal ini
sangat penting karema berkaitan dengan kepentingan kreditur
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 5 PP 27/1998 tentang
Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan,
5.IPgmelujuan Instansi Yang Berwenanz Untuk Tindak\an Merger.

Hal ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah persetnjuan merger
dari instansi yang berwenang sudah ada. Ketentuan untuk texlebih dula
harus mendapatkan izin atau persefujman dari instansi berwenang
khusus berlaku untnk merger yang dilakokan oleh pernsahaan-
Perusahnaan yang berstatus PT Terbuks, PT PMA /PMDN, dan bank.%

6. Dokumen-Dekumen Yang Berkaitan Deﬁgan Karyawan Dari
Masing-Masing Perusahaan Yang Texlibat Merger.

Legal andit terhadep dokumen-dokumen iei perlu untuk
mengetahui jumlah dan komposisi karyawan, perjanjian perburuhan,
peraturan perusahaan, jaminan sosial, gaji karyawau, serikat pekerja, dan

lajin sebagainya. Hal ini berkaitan dengan kepentingan karyawan

% PP No.28/1999, Pasal 4 jo Pasat 41. Lihet juga Keputusan Ketua BAPEPAM No.Kep-
52/PM/1997 dan Kepubhusan Ketua BKPM No.15/9K/1993, Pagal 23.
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perusahaan sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 104 UUPT jo Pasal
4 PP 27/1998,
7. Dokumen Tentanﬁ Keadaan  Kevangan Dard  Masing-
Masing Perusahaan Yanpg Terlibat Merger.
Dokamen ini mencekup Neraca Perhitungan Laba rngi masing-
masing perusahaan yang terlibat merger umtuk tahun yang sedang

berjalan dam tiga tahun terakhir, gunanya untuk mengetabui keadean

keuangan dari masing-masing perusahaan yang terlibat merger.

B. Penpumuman Rencana Merger

Tada tahap inisyarat (dari sudut hukum) yang harus dipenuhi oleh
masing-masing perusahaan yang terlibst merger adalsh melakukan
pengumuman tentang Rencana Merger tersebut melalui dua surat kabar
harian yang dilakukan oleh Direksi Survivimng Company maunpun Direksi
Target Company secara bersama-sama selambat-lambatnya 14 hari sebelnm
tanggal pemanggilan RUPS dari masing-masing perusahaan yang terlibat
merger.’ Pengumuman ini dimaksndkan agar para pihak yang

berkepentingan sejak dini sudah mengetahui adanya rencane merger, dan

. ¥ U No.1/1995, Pagal 105 ayat (2) jo PP 27/1998, Pasal 12.
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bilamana mereka merasa kepentingannya dapat dirugikan apabila rencana
merger tersebut dilaksamakan, maka mereka mempunyai cukup waktu
untuk mengambil langkah-langkah tertentu guna membela

kepentingannya itu sebelum terlaksanannya merger,

C. Pemanggilan dan Penyelenggaraan RUPS

Pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS ini gunmanya uniuk
menyetojui Rencana Merger yang telah disusun oleh masing-masing
Direksi dari perusaliaan yang terlibat mexger, yang mana Rencana Merger
tersebut tertuang dalam bentuk Rancangan Mergerx,

Masing-masing Direksi dari perusshaan yang terlibat merger
mmelaknkan  pemenggilan kepada paia  pemegang  szham
untok mengadakan RUPS luar biase (RUPSLB). Pemanggilan RUPSLB ini
harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :55

a. Pemanggilan ;)enyelen ggaraan RUPSLB dilakukan oleh Direksi;
b. Pemanggilan RUPSLB harus dilakukan paling lambat 14 hari sebelam
RUPSLB  dileksanakan dengan surat tercatat den dengan

mencantumkan tanggal, waktu, tempat, serta acara rapat yang disertai

35 bid., Pasal 68 &/d Pasal 70 jo Pasal 76,
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pemberitehuan bahwa baban rapat akan diberikan secara cuma-cumas
kepada para pemegang saham pada saat RUPSLB diadakan;

Khusus nntuk PT Terbuka, sebelum pemanggilan RUPSLB dilakukan
wiajib didehului dengan pengumuman mengenai akan diadakan
pemanggilan RUPSLB dalam 2 surat kabar harian, yang mana
pengumuman ini dilakukan paling lambat 14 hari sebelum
pemanggilan RUPSLB;

Keputusan RUPSLE ini sah apabila dihadiri oleh pemegang sahan yang
mewakili paling sedikit % bagian dari jumlah seluruh sesham dengan
hak suara yang sah dan disetujui oleh paling sedikit % bagian dari

jumlah suara tersebut.

Penyelenggaraan RUPSLB ini bagi Target Comparry bertujunan unfuk

memutuskan hal-hal sebagaiberikut 1

1.

Persetujuan untuk melakukan merger sesuai dengan Rancangan
Merger yang diajukan oleh Direksi;
Pexsetujuan pengalikan harta, hak (termasuk tagihan/piutang) dan

kewajiban (termasuk utang) kepada Surviving Company;

5 \Weweancera pribadi dengan Theresia Yani Setionegoro, Kepala Divisi Hukumn PT Tirta
Investamea (Aqua Group), tanggal 22 November 2000.
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3. Persetujuan pengaliban semua izin, lisensi dan perjanjian-perjanjian
kepada Surviving Company;

4. Persetujuan penghentian semua usaha, operasi maupun kegiatan pada
tanggal tertemtu (tanggal pada saat merger berlakn efektif) serta
pengambilalihan usaha, operasi dan kegiatan oleh Surviving Company
terhitung pada tanggal yang sama;

5. Persetujuan pembubaran dan likuidasi serta penetapan likvidator dan
honorariuninya serta hal-hal lainnya sesnai dengan ataran anggaran
dasar berkenmaan dengan pembubaran perusahaan (apabila merger
dilakukan dengan liknidasi)

Sedangkan untuk Surviving Compary, penyelenggaraan RUPSLB ini

bertujnan untuk memutusken hal-hal sebagaibexikut ;57

1. Persetujuan untuk menerims Rancangan Merger yang diajukan oleh
Direksi;

2. DPersetujuan penerimaan harta, hak (termasuk tagihan/piutang) dan
kewajiban (termasuk utang) dari Target Company;

3. Persetujuan penerimaan semua izin/lisensi dan perjanjian-perjanjian

dari Target Company;

57 bid,
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4 Persetujuan pengambilalihan semua usaha, operasi maupun kegiatan
pada tanggal tertentn (tanggal pada saat merger berlaku efektif) serta
pengambilalihan usaha, operasi dam kegitan tersebut dari Target
Company terhitung pada tanggal yang sama;

5. Persetnjuan untuk mengeluerkan sesham-saham barn dalam jumiah
tertentu ataw untuk memberikan kompensasi dalam bentuk lain
kepada para pemegang saham Target Company sebagei imbalan atas
penggabungan perusahaan, '

Rancangan merger barn dapat dilaksanakan jika RUPSLB dari
masing-masing perusaliaan yang terlibat merger men)-retujtu'nya.
Keputusan RUPSLB mengenai persetujuan Rancangan Merger dari
masing-masing pesusahaan yang terlibat merger baru dapat dikatakaxn sah
secata hnkum jike hasil Keputusan RUPSLE diambil berdasarkan
musyawarah untuk mufakat® dam RUPSLB dihadiri oleh pemegang
saham yang mewakili paling sedikit ¥ bagian darijumlah seluruh saham

dengan hak suara yang sah dan disetujui paling sedikt % bagian dari

jumiah suara tersebut.5®

8 U No.1/1995, Pasal 74 ayat (1).
* bid., Pasal 76.
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Setelah Rancangan Merger mendapat persetnjuan dari RUFSLB,
selanjutnya Rancangan Merger tersebut dituangkan kedalain Akta
(perjanjian) Merger dalam bahasa Indonesia yang berlaku sebagai dasar
dari pelaksanaan merger,® setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak
dihadapan i\Iotaris. Dengan demikian Akta (perjanjian) Merger ini akan
menjadi bukH yang sempurna atas térjadjnya merger.5!

Setelah Rancangan Merger sudah mendapat persetujuan dari
RUPSLB masing-masing pernsahaan yang terlibat merger, khusus uantuk
perusahaan-perusahaan yang berstatus bank, PT Terbuka, dam PT
PMA/PMDN, Direksi masing-masing perusahaan yang terlibat merges
selanjutnya aksn secara bersama-sama mengajukan permohonan izin

merger kepada instansi yang berwenang.5?

II. TAHAP PELAKSANAAN MERGER

Tahap ini bare dapat dilaksanakan apabila telah terpenuhinya

syarat-syarat tertentu, khususnya untuk perusahaan yang berstatus PT

" “Indonesia, Xitab Undang-Undng Hdawn Perdata, cet 20., Terjemahan dari Burgerlijk Wetboek
oleh R. SBubekti dan R, Tjitrosuditio, (Jakarta : PT Pradnya Paramita, 1986), Pasal 1338,
“! Wid., Pagal 1870.

€2 pp 28/1999, Pasal 16. Lihat juga Keputusan Kehia BAPEPAM No. Kep-52/PM/1997, angka 4
huruf d, dan Keputusan Ketua BKPM No. 15/SK/1993, Pagal 23.

Aspek hukum..., N.G.n. Renti Maharaini Kerti, FH Ul, 2001



60

Terbuka (PT Tbk), PT PMA/PMDN dar perusahaan yang berstatus Bank.
Untuk PT Terbuka merger baru dapat dilaksanakan apabila sudeh ada izin
deri BAPEPAM, dan untuk T PMA/PMDN, merger barn dapat
dilaksanakan jika izin merger dari Ketua BKPM sudah diperoleh, serta
untuk bank, merger baru dapat dilaksanakan jika izin merger dari Bank
Indonesia sudah diperoleh.s3

Adapun tahap-tahap pelaksaraan merger berikut syazat-syarat dari

sudut hukem yang harus diperhatikan delam peleksanaan merger, adalah

sebagai berikut :

A. Penyelenggaraan RUPS Gabungan

Pada tahap ini diselenggarakan RUPS gabungan yung dihadiri para
pemegang saham Surviving Company dan Target Company. Dalam RUPS
gabungan ini, masing-masing Direksi dari perusahaan yang terlibat
merger akan melakukan tindakan-tindakan :5¢

1. Penandatanganan Rancangan Merger yang telah disetujui oleh

63 4 .

bid.
. * Wawencara pribadi dengan Theresia Yeni Setionegaro, Kepala Divisi Hukumn PT Tirta
Investarmna (Aque Group), tenggal 22 Novemnber 2000,
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RUPSLB masing-masing perusahaan yang terlibat merger pada tahap
persiapan merger;

. Penyershan saham-saham baru Surviving Company kepada para
pemegang saham Target Company sesnai dengan konversi saham yaﬁg
telah diatur dalam Rancangam Merger yang disetujui RUPSLB masing-
masing perusahaan yang terlibat merger pada tahap persiapan merger.
Apabila ada pemegang saham Target Company yang menolak merger,
maka pada tahap ini akan dilakukan penandatangan perjanjian jualbeli
saham antara Direksi Surviving Comparny dengan pemegang saham
Target Company yang raenolak merger.;

. Penmandatangan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan pengalihan
harta, kewajiban, izin, karyawan dari T'ergef Company kepada Surviving
Company. Sebelum tindakan penandatangan perjanjian-perjanjisn ini,
harus diperhatikan terlebih dulu apakah pelaksanaan merger tersebut
dilaksanakan dengan atau tanpe likuidash. Apabila RUPSLB dari
masing-masing perusahaan yang terlibat merger pada tahap persiapan

merger menetapkan bahwa pelaksanaan merger dilakukan dengan
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tanpa likuidasi, maka beriaka ketemtuan-ketentnan (secara hukum),
sebagaiberikut:%>
a. selnruh aktiva dan pasiva Targef Company akan beralib secara
hukum (secara otomatis) kepada Surviving Comparsy;
b. pemegang saham Target Company secara hukum menjadi
pemegang saham Survivmg. Company, . kecuali pemegang
~ 'saham minnrifas yJang menolak merger dalam haliniia dapat
menjual sahamnya dengan harga wajar;
¢. karyawan Target Company akan menjadi karyawan Surviving
Cormparny, kecuali bila terjadi PHK terhadap karyawan Terget
Comparny. Dalam pelaksenaan merger bagaimanapun juga
barus dihindari terjadinye PHK terhadap karyawan Targef
Company, kecuali jika memang sudah tidak dapat
dimungkinkan seluruh karyawan Tdrget Company menjadi
karyawan Surviwmg Company, kalanpun terjadi juga PHK
maka penyelesaian PHK tersebut haruslah dilakukan secara
adil dan menurut ketentuan hukum yang berlaku, yakni

Keputusan Menteri Tenaga Xerja No.Kep-150/Men /2000

%3 Munir Fuady, Op.Cit., hal.116-117.
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Tentang Penyeleszian Pemutusan Hubungan Kerja Dau
Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kesja
Dan Ganti Kerugian di Perusahaan;

d. bubarnya Target Company tidak fél;lu dibereskan secara
hukum karena tidak ada boedel yang perlu dibereskasn,
namun perlu dilaknkan juga penyelesaiam administrasi
terhadap Target Company dengan cara dan kegiatan yang
sama dengan pembubaran dengan likuidasi, seperti
pendaftaran pembubaran dalam Daftar Perusahaan,
pengumuman pembubaran dalam Berita Negara dan dalam
dua surat kabar harian, pemberitahuan pembubaran kepada
Menteri Kehakimen (sekarang adalah Menteri Hukum dan
Peundang-undangan), dilakukan RUPS untuk likuidasi yang
dapat dilakukan sekaligus déngan RUPS untuk merger.%

Untuk merger tanpa likuidasi tidak diperlukan tindakan hukum
tersendiri untuk mengalihkannya.5” Sebaliknya jika pade RUPSLB dari

masing-masing perusahaan yang terlibat merger pada tehap persiapan

% UU No.1/1995, Pasal 76.
7 Bid., Pasal 107 ayat (3).
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merger menetapkan bahwa pelaksanaan merger dengan likuidasi,
maka berlaku hukum tentang likuidasi seperti yang ditetapkan dalam
Pasal 115 UUPT. Texhadap Target Conmpany dalam hal ini berlaku hal-
hal sebagaiberikut :
- Pendaftaran likuidasi dalam Dafter Perusaliaan dan pengumuman
liknidasi dalam Berita Negara serta dalam dua surat kabar harian,
- liknidasi diberitahukan kepada Menteri Kehakiman (sekarang
adalash Meteri Hukum dan Perundang-undangan),
- dilakuken RUPS untok Likuidasi yang dapat dilakukan sekaligus
dengan RUPS untuk merger.®®
Target Company yang dilikuidasi dibereskan boedelnya oleh liknidator,
aktiva dan pasiva, sexta karyawan dari Target Company yang dilkuidasi
tidak otomatis beralih kepada Swrviving Company.
4. Persetujuan atas Rancangan (draft) Akta Perubahan AD Surviving

Company (jika texjadi perubahaan AD), terutama yang berkaitan

dengan :

a. struktur permodalan;

¢ bid., Pasal 76.
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b. susunan pemegang saham (jika para pemegang saham Tergef
Compary menerima imbalan dalam bentuk saham Surviving
Company);

c. j;nis usaha (Ibila jenis usaha Target Companybelum tercantum
pada AD Surviving Company;

d. struktur dan susunan pengurus Survivimg Compary.

B. Penpumuman Tentang Pelaksanaan Merper

Pada tahap ini Direksi Surviving Company selambat—iambal-nya
dalam waktn 30 hari terhitung sejek dilaksanakamnya merger wajib

melakukan pengnmuman tentang hasil merger dalam dua surat Kabar

harian.,®®

C. Penyelenggaraan RUPS Surviving Company

Pada tahap im RUPS Surviving Company akan dibadiri selain oleh para
pemegang saham dari Surviving Company juga oleh para mantan pemegang saham
Target Company yang sekarang ini kedudukaunya sebagai pemegang saham

Surviving Company. Tujuan penyelenggaraan RUPS ini adalah unmk

® bid., Pasal 108 ayat (1) jo PP 27/1998, Pasal 34.
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mengesahkan Rancangan (draft) Akia Perubashasn AD Surviving Company yaong
telah digetujui.

Langkah selanjutnya Direksi Surviving Company akan mengajukan
permokonan kepada Menteri Kehakiman (sekarang adalah Menteri Hulkam dan
Perundang-undangan) untuk menyetjui perubshan AD Surviving Company.”
Setelah Menteri Kehakiman memberikan persetujuan terhadap perubahaan AD

Surviving Company maka merger tersebut mmlai berlaku efektif terhitung sejak

tanggal persetujuan Menteri Kehakiman tersebuc

 bid., Pasal 15 ayat (1).
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BAB III

MERGER TIDAK BOLEH MENCIPTAKAN MCNOPOLI

A. Merger Bisa Menciptakan Monopoli

Persaingan bagi dunia usaha memang merupakan hal yang
lumrah terjadi karema persaingan memberikan kebebasan kepada
~pelaku usaha wuntuk melakukan tindakan yang memberikan
keuntungan. ;Seﬁap pelaku usaha mempunyai kebebasan untuk dapat
menenfukan jenis produk apa yang dijual dengan harga dan kualitas
testentu. Pelaku usaha juga diberi kesempatan yang sama untuk
berkembang di pasar dan mendapatkan keuntungan dengan cara yang
wajar dan jujur.

Persaingan dalam kegiatan ekonomi dapat diartikan sebagai
suatn keadaan dimana beberapa ataun sekeloml;ok pelaku usaha yang
sama jenisnya saling berusaha untnk memperoleh kedudukan yang
kuat dan mayoritas dalam mekanisme pasar atas suatn produk tertentu,

sehingga dengan keduduker itu akan didapatkan keuntungan

semaksimal mungkin,
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PERPUSTAKAAN PU_SAT
UNIVERSITAS INDONESIA "

Dalam ilmu ekonomi persaingan berhubu.ngﬁn dengan struktur
pasar danp perilaku dari peleku usaha. Oleh karena itu persaingan dalam
ilmu ekonomi mengacu pada kondisi struktux pasar yang bersaing dan
perilaku dari pelaku usahea yang saling bersaing. Dalam hal ini strokinr
pasar yang bersaing mengacu pada sampai sejavhmana setiep pelaku
usaha mampu mempengaruhi harga atau kondisi Jainnya atas produk
yang mereka jual Sedangkan perilaku pelaku usaha yang bersaing
mengacu pada sampai sejauhmana pelaku usgha itu secara individual
saling bersaing secara akHf satu dengan yang lain.”

Persaingan memberikan keuntungan, baik bagi pelaku usahsa,
masyarakat 111&5 selaku konsamen, dan negara. Dengan adanya
persaingan, pelakn wusaha &kan berlomba-lomba untuk terus
memperbaiki produk yang mereka hasilkan, terus menerus melakukan
inovasi, serta berupays keras memberikan produk yang terbaik bagi
konsumen. Persaingan juga akan berdampak pada semakin efisiensinya
pelakut usaha dalf_lm menghasilkan produknya. Disamping itu juza tiap-
Hap pelaku wsaha akan memiliki peluang dan kesempatan yang sama

serta tidak adanya hambatan untuk masuk dan keluar pada suatu pasar,

" Richerd G. Lipsey, Peter O. Steiner and Douglas D. Poruis, Pengantar Mikroekonomi,

Diterjernahken oleh Jaka Wesena & Kirbrendoko, Jilid 2 Edisi ke-8, (Jakarta ; Erlangga, 1992),
hal.2-3.
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sehingga Hap-tiap pelaku usaha aken memperoleh keuntungan dalam
batas-batas yang wajar yang sepadan dengan jerih payahnya,

Disisi lain masyarakat luas selaku konsumen sangat diuntangkan
dengan adanya persaingan ini, karena masyarakat akan menipunyai
pilihan dalam membeli produk yang mereka ingﬁkan dengan harga
yang murah d.a:n kualitas yang baik pula, atau dengan kata lain
masyarakat -akan__-mendapatkaﬁ harga yang pantas (cendernng murah)
yang sepadan dengan kenikmatan yang diperoleh dari produk yang
dibelinya. Sedangkan bagi negara dengan adanya persaingan akan
menyelaraskan laju pertumbuhlian ekonami nasional yang ditandai
dengan peningkatan kualitas kinerja para pelaku usaha. Dengan adanya
keselaras tersebut iklim usaha nasional akan tetap kondusif bagi para
pelaku usaha nasional maupun internasional. Kondisi dan situasi ini
pada akhirnys dapat memotivasi para pelaku usaha antuk senantiasa
berusaha meningkatkan daya saing, baik di pasar dalam negeri manpun
di pasar luar negeri??

Salah satu langkeh strategis yang dapat dilakukan oleh pelaku
usaha dalam menghadapi persaingan antar pelakuv usaha lain maupun

delam rangke mengantisipasi persaingan global ager mampu berszing

™ Digimpulkan dari Muchyar Yara, Op.Cit., hal.47-48 & 50.
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serta memperkuat posisli internel dan eksternal perusahaannye, adalah
dengan cara merger. Dengan tindakan merger ini diharapkan pelaku
usaha dapat memperkuat modal, memperiuas pangsa pasar,
mengoptimaltkan penggunaan swmber daya yang dimiliki,
mengefisiensikan bieya-biaya yeng harns dikelwarkan, serta mampu
membangun sinergi pernsahaan menjadi lebih baik agar mampn
membangun kinerja perusahaan menjadilebih baik lagi.

Selain merger dapat menjadi sarana yamg penting umtak
mencapai efisiensi dan produktivitas ekonomi, merger dalam hal ini
juga tidak hanya untuk mencapai skala dan cakupan ekonomis,
menggabungkan sumber-sumbér dan  keahlian-keahlian  deri
perusahaan-perusahaan yang lebih kecil, tetapi juga membantu
menjalmin pasat yang bersemangat untuk kontrol perusahasn, yang
membantu untuk melaksanakan kelangsungan kemampusn manajerial

Namun masalahnya, disamping sisi positif dari merger tersebut,
merger juga bisa menimbulkan adanya sisi negatif dalam persaingan
antar pelaku usaha lainnya, yang tentunya juga aken membawa
kerugian bagi masyarakat luas selaku konsumen karena harga yang

terlalu tinggi, pengurangan kualitas produk, serta timbulnys monopoli
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atan persaingan usaha tidak sehat.” Efek negatif yang ditirabulkan

merger terhadap persaingan pasar, adalah sebagai berikut :™

1. Terciptamya etau bertambshnya komsentrasi pasar yang dapat
menyebabkan haxga produk semakin tinggi;

2. Terciptanya atan timbulnya kekunatan pasar (market power) menjadi
semakin besar yang dapat mengancam pesaing lainnya;

3. Menghalsngiatan menghambat pelaku usaha baru yang berpotensi
sebagai pesaing untuk memasuki pasar;

4. Mematikan pesaing lainnya,

™ Elips, Op.Cit., hal,117. Mesalahnya merger juga dapat menimbulkan konsetrasi kekuatan
pasar, yang juga membawa kerugian pada masyarakal: karena harga yang terlalu Hinggi,
?fngm'angan kualitas produk dan perilaku enti persaingan.

Dirangloom deri Astil Sitompul, Praktck Monopoli Dan Persaingan Usahz Tvdalk Sehat
(Tinjauan Terhadap UU No.5/1999), (Bendung : PT Citra Adtya Bekti, 1999), hal67. merger
membawa dampak buruk, diantarenya mematiken pesaing bisnis, menimbulkan penguesaan
pasar, menghalangi pefaku usaha lein untuk memasuki pasar barang/jasa tertentu. Munir Fuady,
OF.Cit., hal. 143, Efek negatif merger terhadap persaingen pasar adalah terciptanya konsentragi
pasar yang menyebabkan harga produk semakin tinggi & kekuatan paser menjadi semokin besar
yang dapat mengancam peblsms kec1l "Gutde To Antitrust Taws (Mergers)® dalam

ghers antitrugt-[aws-mergers htm), nage 1. StephenF,
Roas Prmcr,ples ofAanst Law, CN ew York The Foundation Prese Inc, 1993), page 316-317.
Emest Gelthorn & Williern E.Kovacic, Op.Cit., page 354-359 rerta F. Williern McCarty & John
W.Bagby, Op.Cit., page 521,523 a/d 529.
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ad.1. Terciptanya Atau Bertambahnya XKonsentrasi Pasa:r Yang

Dapat Menyebabkan Harga Produk Semakin Tinggi.

Saleh satu akibat yang ditimbulkan dari merger yang dapat
menimbulker kerugian, baik bagi persaingan sehat dalam pasar
maupun bagi masyarakat luas selaku konsumen, adalah terciptanya
. konsentrasi pasar. Terciptanya atan bertambahnya konsentrasi pasar
dapat membawa konsekuensi terhadap tingkat harge atas produk
semakin Hnggi yangl pada akhirnye membawa kerugian bagi
masyarakat Inas selaku konsumen.

Konsumen dalam hal ini akan dirugikan dengan harga produk
vang jauh lebih tinggi dibanding dengan harga produk pada pasar
kompetitif. Mau tidak man konsnmen terpaksa harus membayar harga
produk yang tinggi tersebut, yang seharusnya harga produk tersebut
bisa lebih murah apabila pasar atas produk tersebut tidak terkonsen trasi
penuh pada satu perusahaan besar yang memiliki kendali akan pasar
tersebut,

Terkonsentrasinya pasar pada satu perusahaan besar (hasil
merger), menyebabkan perusahaan besar (hasil merger) tersebut akan

dapat mempengaruhi tingkat harge atas snatu prodak di pasar yang
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bersangkutan, yang seharnsnya dalam pasar kompetitif (pasax dalam
persaingan sempurna)harga stas suatu produk bukan ditentukan oleh
pelaku usaha atau produsen, akan ltetapi harga atas produk di pasar
ditentukan pada mekanisme paser,”>

Konsentrasi pasar dapat dilibat dari dua fektor, yaitu pertama
berapa banyak pelaku usaha untuk produk yang bersangkutan. Faktor
yang kedua, adalah berapa besar pangsa pasar yang dikuasainya.”®
Pada pasar yang bersifat monopolistis, pelaku usaha yang ada di pasar
int hanya ada satn, dimana pelaku usaha tersebut mengumasai 100 %
pangsa pasar. Dengan demikian konsentrasi pasar sangaft tinggi, yakni
100% atawpun kalau ada pelakn usaha lainnya, mereka hanya

menguasai pangsa pasar yang kecil-kecil saja. Keadaar inibiasa disebut

sebagai monopoli.

7 Paul A Samuelson dan Willian ID. Nordhaus, Mireekonomi, Diterjemahkan oleh A.Q.
Khalid, Edisi ke-14, (Jakarta : PT Erlangga, 1995), hal.522. Pasar dalam persaingan sempurna
adaleh situasi pasar dimana jumlah penjual den pembeli sangat banyak den produk yeng
ditawerkan penjuel bersifat hornogen, sehinggs tidak ade penjual yeng mungkin mempengaruhi
harga pasar. Lihat juga Elips, Op.Cit., hal.4-5 dan Normin S. Pekpahan, “Hukum Persningan
Suah) Tinjeuan Kongeptual” , Jurnal Fukum Bisnis, Vol.! Takun 1997, hal 71, Empat prasyaret
untuk menghasilken pasar dengan persaingen sempurne, yakni banyesk perusahaan, produk
bersifat homogen, bebas masuk dan keluar, setiap perusehaan tidak merniliki kemampuan untuk
mermpengaruhi tingkat harga.
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Keadaan monopoli ini bisa mérugikan, baijk bag: masyarakat luas
selaku konswmen maupun bagi persaingan sehat antar para pelaku
usaha lainnya di dalam pasar. Adapun efek negatif yang merugikan
dari monopoli, antara Izin ;77
a. Terciptanya harga suatu produk menjadilebih tingpi.

Terjadinya peningkatan harga suatu produk menjadi lebih tinggi
sebagai akibat tidek adaaya persaingan dalam pasar, dimana dalam
pasar hanya ada satu pelaskn usaha yang mempunyai kekuasaan
penuh untuk menguasai produksi maupun pemasaran suatu produk
tertentn di pasar. Harga yang linggi ini pada gilirannya akan
menyebabkan infiasi yang merugikan masyarakat luas.
b. Adanya keuntungan atau profit di atas kewajaran yang normal

Hal ini dikarenaken pelaku usaha yang memiliki kekuasaan penuh
dalam pasar dapat seenaknya untuk menetapkan harga untuk
memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya kareng konsumen

tidak mempunyai pilthan lain dan terpakse membeli produk

tersebut.

c. Timbulnya eksplotasi tethadap Konsumen.

7 Munir Fuady, Op.Cit., hal. 150.

7 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Seri Hideen Bisnis Anfl Monopoli, (Jakarte : PT Raja
Grafindo Persada, 1999), hal 30.
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Eksplotasi terhadap konsumen bisa terjadi dikarenakan tidak
adanya hak pilih konsumen atas svatu produk tertentu di pasar.
Dalem hal ini produsen akan s;eenaknya menctapkan kualitas suatn
produk tanpa dikaitkan demgan biaya yang dikeluarkan, atau
dengan kata lain si produsen dapat seenaknya menetapkan harga
yang tnggi atas suatu produk tertentnm di pasar ‘tanpa
memperdulikan atan memw perhatikan akan kualitas produk tersebut.

d. Timbulnya inefisiensi dalam produksi,
Terjadinya ketidakefisiensian dalam menghasilkan suatu produk
dikarenskan pelaku usaha yang memiliki kekuasaan penuh untuk
memproduksi dan memasarkan produk tersebut di pasar cenderung
tidak beroperasi pada average cost yang minimum.

e. Adanya entry barrier.
Keadaan monopoli dapat menyebabkan terjadinya entry barrier bagi
pelaku usaha lainnys. Dalam bal ini pelaku usaha lainnya tidak
dapat masnk ke dalam bidang usaha dari peleku usaha yang
memiliki kekuatan monopoli tersebut karena penguasaan pangsa
pasar yang begitu besar, dimana pelaku usaha lainnya tidak diberi
kesempatan untuk tumbuh berkembang sehingga pada akhirnya

lama kelamaan satu per satu dari mereka menjadi bangkrut.
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f. Pendapatan menjadi idak merata.
Terjadinya pendapatan yang tidak merata dikarenskan sumberdana
dan modal akan tersedot ke dalam perusahaan monopoli
Sedangken pada pasar yang bersifat oligopolistis terdapat dua
" atau tiga pelaku usaha yang menguasai bq_gian terbesar dari pangsa
pasar. Kaloupon ada pelaku usaha lainnya, maka mereka hanya
menguasai bagian kecil saja dari pangsa pasar tersebut. Dengan
demikian pasar terkonsentrasi pada dua atan tiga pelakw usaha
tersebut. Keadaan seperti ini biasa disebut sebageai oligopoli,”™® Para
pelaka usaha d-.alam hal ini dapat berkolusi untuk membunat perjanjian,
baik tertulis ataupun tidak, untuk menentukan harga, menentukan
jumlah ataupun membagi-bagi wilayah pasar. Terbentuknya kolusi ini
akan menyebabkan kemampuan mereka antuk mempengaruhi pasar
menjadi semakin besar, yang pada akhirnya mereks menjadimonopolis
secara bersama-sama atan monopolis di wilayahnya masing-masing

sesuai dengan pembagian wilayah yang terjadi.

"8 UU No.5/1999, Pasal 4. Unsur-unsur oligopoli mencekup dua atau lebih peleku uzaha,
adanya perjanjian untuk melakukan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atan jasa, terjadi
penguesaen pengea pasar |ebih dari 75%, terjadi praktek monopoli den/atau persaingan usaha
tidak gehat Lihat jue Elips, Op.Cif., hal,10-11 dan Normin S. Pakpehan, Op.Cit., hal.71-72.
Keedaan oligopoli dapat dibedakan menjadi due kelompok, oligopoli ketat yeng bersifat anti
persaingan dan oligopeli longgar yang beraifat pro persaingan.
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Dari kedua keadaan pasar tersebut di atas, keadaan pasar yang
ideal, baik bagi masyarakat konsumen maupun bagi para pelaku usaha,
adalah keadean pasar kompetitif, yakni keadaam pasar dengan
persaingan sehat atau biasa juga disebut pasar demgar persaingan
sempurna (perfect competition), Dalam pasar dengan persaingan

sempurna, kepentingan masyarakat konsumen yang me.agambil
peranan dalam menentukan kehidupan pasar. Tindakan yang diambil
pelaku usahe atau produsen dalam hal mi adeleh bertujuan unink
memenuhi selere konsumen, yaitu dengan cara memproduksi produk
yang dibutuhkan oleh konsumen dan (dalam rangka bersaing dengan
para produsen yang lain) menjual produk itu dengan harga yang
serendah-rendahnya.”” Apabila terjadi peningkatan harga atas suatu
produk, maka pembeli Iﬂkan beralih untuk membeli dari penjual lain
yang mejadi peéaingnya. Mudah masuk dan keluar bagisetiap pelaku
usaha ke daslam pasar yang bersangkutan adalah penting, karena
membuat investasi menjadi menarik dan akan dapat mencegah para
pelaku usaha di pasax ?ang bersangkutan untuk melakukan tindakan
mengurangi produksinya dan mencegah upaya untuk menaikkan harga

produknya, baik secara individual maupun secara bersama-sama.

™ Ermnest Gellhorn den William E. Kovacic, Op.Cit., page 52-53.
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Terciptanya konsentirasi pasar secara mayoritas hanya pada satu
pelaku usaha atau terkonsentrasinya pasar pada dua atau lebih pelaku
usaha seja bisa terjadi salah satunya melalui merger. Merger bisa
membawa akibat pasar menjadi terkonsetrasi pada satu perusahaan
besar hasil merger, yang pada akhirnya perusahaan besar hasil merger
tersebut mempunyai keleluasean dalam mempengaruhi tingkat harga

di pasar.

ad.2 Timbulnya Ataw Terciptanya Kekuatan Pasar (Markef Power)
Yang Semakin Besar Yanp Dapat Mengancam Pesaing Lainnya.

Efek negatif lain yang mungkin dapat ditimbulkan dari merger,
adalah terciptanya atau timbulnya kekuatanm pasar menjadi semakin
besar. Semakin besarnya kekuatan pasar yang dimiliki oleh pelakn
usaha, maka semakin besar puls peluang bapi pelakn usaha tersebut
untuk menguasai pasar. Jelas hal ini bisa menjadi ancaman bagi para
pelaku usaha lainnya sebagei pesaingnya, karena pelakn uszha yang
memiliki kekuatan pasar tersebut bisa melakukan tindakan-tindakan
curang yang dapat merugikan para pelaku usaha lainnya demi untuk

bisa mempertahankan posisinya. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa
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pelaka usaha yang memiliki kekuatan pasar tersebut telsh memiliki
posisi dominan dalam pasar.

Sebenarnya tidak ada larangan bagi setiap pelaku usah: untuk
memiliki posisi dominan di dalam pasar, asalkan posisi dominan yang
dimilikinya tidak digunaksn untnk mendikte pasar den menetapkan
syarat-syarat yang tidak sesuai dengan kehendak pasar yang pada
akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau
persaingan usehe tidek sehat. Jelasjelas hal tersebut akan merngikan
bagi para pelaku usaha lainnya sebagai pesaing maupun bagi
masyarakat luas selaka konsumen.

Yang menjadi masalah adalash apabile pelaku usaha yang
memiliki posisi dominan tersebut mengé-unakan kekuatan pasar yang
diperolehnya karena posisi dominan untok tindakan-tindakan yang
bisa merugikan para pesaingnya atau pelaku usaha lain yang berpotensi
sebagai pesaing, serta masyarakat luas selaku konsumen melalui
tindakan, seperti mempermainkan atau mempengaruhi harga dengsn
maksud untuk mencegah konsumen memperoleh produk dengan harga

dan kualitas yang bersaing.
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Tindakan mempermainkan ataw mempengaruhi harga di pasar
ini bisa ditempuh dengan cara pembedaan harga (price discrimnation)®
dan penetapan harga (price fixing).5! Kondisi seperti tersebut diatasjelas
sekeli bertentangan dengan aturan yang berlaku dalam hukem

persaingan sehat dan merupakan tindakan yang dilarang oleh undazg-

undang.

ad.3. Menghalangi Atau Menghambat Pelake Usaha Baﬁ Yang
Berpotensi Sebagai Pesaing Untuk Memasuki Pasar.

Selain timbulnya atau terciptanya kekuatan pasar yang
sedemikian besar (posisi dominan) dan terkonsentrasinya pasar hanya
pada perusahaan besar (hasil merger), efek negatiflain yang mungkin
bisa terjadi juga, adalah terciptanys atan timbulnya halangan atau
hambatan bagi pelakn usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing

untak bisa masuk dalam pasar yang bersangkutan.

8 UU No.5/1999, Pasal 6. Lihat juga Richard A Pogner, A=titrust Law (An Sconomic
Perspective), (Chicago : The University of Chicago Press, 1976), page 62 sebzgaimena dikutip
dari Suten Remy Sjahdeini, “Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidek Sehat”,
Jiwnal Huao Bisnis, Vol 10 Taho: 2000, hal. 19, Price Discrimination adaloh praktik
penjualan suatu bareng yang sama kepada para pelanggen yang berbeda dengan harga yang
berbeda pula meskipun biaya untuk menjual barang itu sama, serta Elips, Op.Cit., hal.94-95,

81 Bid., Pasal 5. Pelaku usaha dilarang membust perjanjian dengan pelaku usaha pesaingriya
untuk menetapkan harga atas suatu barang dar/atau jesa yang harus dibayar oleh konsumen atan
pelanggan pada pagar bersangkutan yang sama, kecueli bila perjenjian i dibuat dalein suatu
useha patungan atan untuk memenuhi ketentuan undang-undang.
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Ada beberapa car.a yang dapat atau biasa dilakukan oleh pelaku
usaha untuk bisa menciptakan hambatan atau halangan bagi pelakn
usaha lain yang berpotensi sebagai pesaing untuk bisa masuk ke dalam
pasar, salah satunya adalah dengan merger.

Sebenarnya tindakan merger Hdak dikatakan sepenuhnya
menimbulkan akibat yang merugikan bagi persaingan sehat dalam
berusaha, asalkan tindakan merger tersebut tidak dimaksudkan untuk
tujuan merugikan pelakn usake lainnya dan masyarakat lmas selaku
konsumen, namun lebih diksrenakan untuk dapat meningkatken
efisiensi perusahaan, baik efisiensi prodnksi maupun efisiensi dalam
penggunaan sumber daya perusa'h;an, meningkatkan skala ekonomi
perusahaan dan meningkatkan sinergi perusahaan menjadi lebik baik
Iagi._

Akan tetapi yang menjadi masalah dalam hal ini adalab apabila
tindakan merger tersebut justru dilakukan untuk tujuan menyingkirkan
pesaingnya, menghsmbat atau menghalangi pelaku usaha lain yang
berpotensi sebagai pesaing untuk biss memasuki paser yang
bersangkutan. Tindakan menyingkirkan peseingnya, menghambat atau
menghalangi pelsku usaha lzin untuk bisa memasuki pasar yang

bersangkutan dilakukan dengan cara tidak wajdr, dimana perusahaan
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besar (hasil merger) dengan kekuatan pasar yang besar melakukan
tindakan, seperti jual rugi (predatory pricing).82

Tindakan jual rogi ini dilakuken dengan maksud untuk
mempengﬁru.hi persaingan agar para pesaingnya menjadi tersingkir
atan menghambat pelaku usaha lainnys untuk memasunki pasar yang
bersangkutan. Dalam strategi ini perusahaan besar (hasil merger) yang
menguasai pasar bersedia merugi untuk sementara dengan cara
menjual produknya dibawah harga produk para pesaingnya, sehingge
dapat mengakibatkan para pesaingnya meniadi bangkrut. Seteleh para
pesaingnya bangkrut, pernsahaan besar (hasil merger) yang
menerapkan strategi jual rugi itu akan menerapkan harga
supracompetitive untuk menutup kerngian yang terjadi pada saat
peruszhaan tersebut menjual rugi

Tindakan jual rugi ini bukan saja dapat merngikan para
pesaingnya ataupun pelaku usaha lain yang berpotensi sebagei pesaing,
tetapi juga merugikan konsumen. Para pesaing ataunpun pelakn usaha

lain yang berpotensi sebagai pesaing dalam hal ini bisa tersingkir dari

% Bid., Pasal 7 dan Pasal 20, Larengan perjanjian dan kegiatan penetapen harga di bawah harga
paser (jual rugi) unluk menyingkirkan pesaing. Lihat juga Elips, Op.Clt., hal.13. Jual rugi
(predatory pricing) yeitu tindakan menetapken harga yang sangat rendsh (tidak wajer), yaitu
lebih rendah deripada biaya variable rata-rets, unhik sementara waktu ager pelaku useha lain
tidak depat mesuk kerena harga pesar yeng ada tertalu rendah untuk mendepatkan keuntungan
dan juga unhuk menghambet atau mengusir pelaku usaha lainnye darl paser yang bersangkutan.
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pasar, sedangkan bagi komsumen walaupun pada awalnya dapat
diantungkan, namun untuk jangka panjangnya konsumen dapat
dirugikan karena harga akam dinaikkan kembali. Pahkan kenaikan
kembali harga tersebut dapat dilakukan sedemikian rupa, sehingga
bukan saj; sekedar dapat menutnpikerugian yang pernah dialamipads
saat jugl rugi, tetapi dapat pula untuk memperoleh keuniungan yang

bexlipat ganda.

ad.4. Mematikan Pesaing Lzinnya.

Sebagai akibat adamya hambatan atau halangan bagi pelaku
usaha lain untuk bise memasuki pasar yang bersangkutan, j=las akan
membawa dampak terjadinya keadaan yang bisa mematiken
pesaingnya di pasar. Dengan demikian para pesaingnya lama-kelamaan
bisa menjadi bangkrut ataw mat, dikarenakan mereka tidak akan
mampu atau sanggup lagi untuk bisa bersaing dengan perusahaan
besar (hasil merger) yang memiliki kekuataan yang cukup dominan di-
pasar yang bersangkutan, karena pernsahaan besar tersebut sanggup
melakukan intervensi dalam pasar yang Bersangkutan atan

menyalahgunakan posisi dominan tersebut untuk tindaken-tindakan
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yang merugikan pesaingnye atau pelsku usaha lain yang berpotensi
sebagai pesaing di pasar yang bersangkutan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam prakteknya merger dapat
dibedskan dalam tiga bentuk, yakni merger horizontal, merger vertikal
dan merger konglomerat, dimana tiap-tiap beniuk merger tersebut, baik
horizontal, vertikal, dan konglomerat masing-masing membawa akibat
atau efek negatif tethadep persaingan sehat dalam dunia usaha.®

Namun dalem hal ini penulis hanya akan membahas pada
merger vertikal yeng menjadi fokus dalam penulisan tesis ini. Merger
vertikal dalam halini dapat dibagi menjadimerger vertikal ke belakang
(backward vertical merger), yakni merger demgsn perusahazn yang
merupakan pemasok bahan baku/bahan mentah (supplicr) dan merger

ke depan (forward vertical merger), yakmi merger dengan perusahaan

¥ Ernest Gellhorn dan Wiltiam E. Kovacic, Op.Cit., page 354-359, “Each form of merger raises
distinctive cornpetitive concerns, The Horizontal Mergers pose three basic competitive
problems, the first is the elimination of competition between the merging firms, the second is
that the unification of the merging firms’ operations may ereate substantial market power and
could enable the merged entity to raise prices by reducing output unilaterally, the third is thet by
increasing concentration in the relevant mearket. The Vertical Merger will foreclose competitors
by limiting their access to sources of supply or to customers, and the vertical mergers may raise
barriers to entry and expansion by other firms. The Conglomerate Mergers may lessen future
competition, also may convert a large firm into a dominant company with a decisive
competitive advantage or otherwise raise entry barriers, and also reduce the number of smaller
firms and inereave the merged firmns’s political power”. Lihat juga F. William McCerty dan
John W. Bagby, Op.Cit,, page 523 sfd 529.
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yang menjadi konsumennya (perusahaan yang membeli produk yang
dihasilkan) atan merger dengan permsahagn yang menjadi
distributornya (perusahaan yang memasarkan produk yang dihasilkan).

Memang pada satu sisi merger vertikal depat digunakan sebagai
salah satu langkah strategis untok dapat memperkuat pernsahaan, baik
secara internal maupun eksternal, dalam upaya menghadapi situasi
~ kompetitif jika tindakan merger vertikal ini dilakukan oleh perusahaan-
perusahaan yang berkemampuan kecil, Xhususnya dalam Lapasitas
modal dan pemasaran. Hal ini dimakstdkan unink peningkatan
efisiensi perusahaan, baik efisiensi dalam hal penggunnaan teknologi
maupun efisiensi dalam hal pendistribusian produk.

Namun di sisi lain tindakan merger vertikal dikuatirkan atau
ditakutkan bisa menjurus kepada tindakem monopoli atau persaingan
usaha tidak sehat, jika tindakan merger vertikal tersebut justrn
dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang memang sudah tergolong

perusahaan yang besar dan kuat, khususnya dalam kapasitas modal

dan pemasaran.
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Hal ini bisa membawa gkibat timbulnya atau terbentuknya
perusahaan yang berskala besar yang nantinya dapat mendominasi
sektor industri mulaj dari huln sampai kehilir.®

Terciptanya pengl'uasaan sektor industri muolai daxi hulu sampai
ke hilir oleh satu perusahaan saja akan membawa konsekuensi
terpusatnya kontrol penuh atas proses produksi dan tingkat harga atas
produk tersebut di pasar pada tangan perusahaan tersebut, yang mana
peda gilirannya tertultupnya peluang bagi pesaingnya ataupun
pexusahaan-perusahaan lain yang berpotensi sebagai pesaing untuk
dapat bersaing di pasar yang bersangkutan (eniry barrier).

Walaupun di satu sisi tindakan merger vertikal dapat membawa
keuntungan atau manfaat bagi perusahaan, namun di sisi lain tindakar

merger vertikal ini jugs bisa menimbulkan akibat negatif terhadap

% M. Manullang, Penigantar Ekononmti Perusahaan, (Yogyakarta : Liberty, 1988), hal.61.
Dominasi vertikal adalsh penguesaan supply behen baku/behan mentah sempai dengan
pemaseren hasjl produksi. Lihat juga Elesnor M. Fox den Lawrence A. Sullivan, Case And
Materials On Antitrust, (St. Paul Minnesota : West Publishing Company, 1989), page 522
sebagaimana dikutip dari Sutan Remy Sjahdeini, “Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehet?, urnal Fdwem Bisnis, Vol 10 Takun 2000, hel.11. Dominasi vertikal
adalah proses pengolahan behan bakn dalam tahep-tahep produksi bahan baku itu sempai
menjadi bereng jadi kemudian sempai kepada tahap-tahep pemaseran bareng jadi itw dan
akhirmya sempai kepada tahap bareng jadi itu dibeli oleh konsumen teraldhir.

Aspek hukum..., N.G.n. Renti Maharaini Kerti, FH Ul, 2001



persaingan sehat dalam berusaha.®> Penyebab ﬁmbulnya keadaan
monopoli yang merugikan pads merger vertikal dikarenakan timbulnya
atau terbentuknya perusehaan yang berskala besar dan kuat yang
nantnya dapat:

1. Mendominasi sepenuhnya pros;s industri mulai dari hulu
sampai hilir;

2. Menyingkirken pesaingnya atewpun menghambat atau
menghalangi pelaku nsaha lein yang berpotensi sebagai pesaing
unfuk memasuki pasar yang bersangkutan (entry berrier);

3. Mengunasai lebih dari 50% atau mungkin hampir 90% pangsa
pasar atas produk tertentu;

4, Menentukan atau mengendalikan timgkat harga akan produk

tertentu di pasar.

% ¥, William McCarty dan John W, Bagby, Op.Cif,, page 521 & 527. Lihat juga Ernest
Gellhomn den Williarn E. Kovacic, Op.Cit., page 357, Stephen F. Ross, Op.Cit., page 317. “can
deprive rivals of a fair opportunity to compete in the seme way that exclugive dealing contracts
cen harm competition™ & page 386. “There sre only Lwo ways for veriical mergers Lo harm
competition : by increasing barriers to entry or by facilitating collusion®, Munir Fuady, Iadoeun
Anti Monopoli Menyongsong Era Perscingan Sehut, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1999),
hal.94. Konsekuensi dominesi hulu sempai hilir menimbulkan halangen bagi pesaing beru
dalam paser yang bersangkutan (entry harrier), kolusi dar lain sebagainya, dan lihat juga“
Merger En.t'orcement Gmdelmes Pm't.V"‘ da.lam

e html, tgl 26/9/00, page 4-3.
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ad.1. Mendominasi Sepenuhnya Proses Industri Mulai Dari Hulu

Sampai Hilir.

Pada hakeketnya sebenarnya tindakan merger vertikal tidak
sepenuhnya membawa dampak mnegatif tethadap persaingan usaha,
karena Hindakan merger vertikal ini juga bisa mendatangkan meanfaat
atan keuntungan bagi perusahaan.

Manfaat atau keuntungan yang bisa diperoleh perusahaan dalsm
halini adalah terciptanya efisiensibagi perusahaan, dimana efisiensiini
bukan didapat deri skala produksi yang semakin besar, melainkan dari
sistem kontro! dan pemgambilan iseputussn yang lebih ramping dan
terpusat. Semakin sedikitnya pengambil keputusan maka kebijaken -
yang diambil pada setiap perusahaan yang menangani satu proses
produksi akan sejalan. Sejalannya keputusan maka bisya ying tidak
perln dapat dikurangi, yang pada gﬂirannyﬁ semakin efisien proses
produksi secara keseluruhan sehingga biaya produksi bisa semakin
murah. Selanjutnya jumlah barang dapat ditingkatkan dan harga barang
dapat diturunkan tapi dengan kualitas yang tetap terjamin. Dengan
demikian perusahaan akan mampn untuk meningkatkan pangsa pasar

bagi produk yang dihasilkennya di pasar yang bersangkutan dan
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tentunya masyarakat selaku konsumen dapat diuntungkan delam hal
ini.

Namun yang menjadi masalah dalam hal ini, adalah jike
tindakan merger verlikal justru dﬂakﬁkan oleh perusahaan yang
memang sudah cukup besar, beik dari segi modal dan pemasaran,
Motivasinya untuk dapat mendominasi sektor industri tertentu mulai
dari hulu sampai hilir. Dengan mendominasi sektor industri tertentu,
mulai dari hulu sampai ke hilir, maka perusahaan besar tersebut dapat
menggunakan keknatan yanz dimilikinya wvntuk menghalangi,
menyingkitkan, atau mungkin menuntup kesempaten bagi pesaingnya
atau pelaku nsaha baru lainnya tntulk bisa memasuki pasar yang
bersangkutan. |

Tindakan yarg mungkin dilakakan oleh perusahaan besar (hasil
merger) tersebut dalam hal ini, adalah mencobe untuk menghalangi,
menghambat, atau mungkin bisa meauntup jalor sumber bahan
baku/bahan mentah maupun jalur pemasaran. Maksudnya agar para
pesaingnya kesulitan unfuk mendapatkan sumber bahan baku bagi
produksinya dan kesulitan wuntuk jalur pemasaran bagi hasil
produksinya. Akibat dari tindakan ini pada akhirnya biss membawa

kerugian bagi para pzsaingnya, dimana para pesaing akan kesulitan
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untuk mendapatkan bahan baku/bahan mentah bagi proses
produksinya karena adanya halangan ateu hambatan yang dibunat oleh
perusahaan besar (hasil merger) tersebut. Misalnya dalam bentuk
tingginya hargea bahan baku/bakan mentah dari harga yeng
sewajarnya.

Selain itn dari sisi pemasaran, para pesaingnya juga akan
kesulitan untuk memasarkan hasil produksinya, karena jalur pemasaran
telah dikuasai oleh perusahaau besar (hasil mefger) tersebut. Dengan
demikian para pesaing menjadi tidak mampu bersaing, baik untuk
mendapat bahan baku/bshan mentah maupun untek pemasaran.
Konsekuensi akhir yang harus diterima para pesaing dalam hel ini
adalah mau tidak mau mereka terpaksa harus memilih untuk

bergabung daripada menjadi bengkrut.

ad.2. Menyingkirkan Pesaingnya Ataupun Mengheinbat, Atau
Menghalangi Para Pelakn Usaha Lain Yang Berpotensi Sebagai

Pesaing Untuk Memasaki Pasar Yang Bersangkutan

(Entry Barrier).
Akibat negatif lain yang mungkin diimbulkan deri peleksanaan

merger vertikal, adalah terciptanya penghalang atau penghambat bagi
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para pesaing atau pelakn ussha lain yang berpotensi sebagai pesaing
untuk memasuki pasar yang bersangkutan. Hal ini jelas merupakan
suatu ancaman bagi para pesaing untuk bisa bersaing secara wajar di
pasar dan juga merupakan encaman bagi para pelakn usaha lain yang
berpotensi sebagei pesaing untuk masuk ke dalam pasar yang
bersangkutan. “

Tindakan menutup passr dengan tujuan untuk menyingkirkan
pesaingnya maupun untuk tujuan menghambat sten menghalangi
pelaku usaha lain, dapat diartikan sebagai snatu périlaku bisnis dari
pelaku nsaha unfuk mengh.ambat persaingan atan unituk meningkatkan
laba (keuntungan) secara tidak sewajarnya. Adapun tindakan yang
dilakunkan oleh pelaku usaha dalam hal ini, adalah dengan care
melakukan iransfer pricing pada satu tingkatan produksi.®

Contoh"rll}“'a.l: Pemsuilaan A adaleh perusahaan yeng memiliki
HPH sebagai penghasil kayu yang sekaligus juga merupalcan'
perusahaan penghasil bubur kertas (pulp). Perusahaan B adalah
perusahaan industri yang memproduksi kertas, dan Perusahaan C
adalah perusahaan distribusi kertas. Didasarkan atas motivasi untuk

meningkatkan efisiensi dalam satu rangkaeian proses produksi kertas

- % Elips, Op.Cit,, hal.16.
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dan untek lebih menghemat biaya produksi kertas, maka Perusahaan b
melakukan merger vertikal dengan Perusahaan A dan Perasshaan C.
Melalui merger vertikel ini otomatis Perusahaan B {selaka
perusahaan penerima penggabungan) dapat menguasai sektor industri
produksi kertas, mulai dari hulu (pemasck bahan bakn/bahan mentah
bagi produksi kertas) sampai ke hilir (pemasaran kertas ke konsumen).
Untuk menghambat pertumbuhan pesaing dalam paser distribusi
kertas, Perusahaan b dapat menekan harga jual untuk perusahaan
distribusi Xertas dalam Xkelompoknya sehingga bisya prodnksi
pernsehaan distribusi kertas dalam kelompok tersebut menjadi sangat
. rendah dibanding dengan pesaingnya. Dengan demikian harga yang
diterapkan bisa sangat rendah uwntuk dapat mendorong pesaingnya

keluar dari\pasar yang bersangkutan.

ad.3. Menguasai Lebih Dari 500 Atau Mungkin Hampir 90% Pangsa

Pasar Akan Produk Tertentu.

Sebagai akibat tertutupaya pesar karena adanya halangan atan
hambatan yang dibuat oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan
monopoli melalui merger vertikal, jelas akan membawa dampak

terjadinya peningkatan terhadap penguasaan pangsa pasar atas suata
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produk tertentu menjadi semakin besar. Hal ini terjadi karena tidak
adanya pesaing yanmg mampu untuk dapat bersaing di pasar yang
bersangkutan, atan tidak adanya pelakn useha baru yang berpotensi
sebagai pesaing yang berani nntuk mema\suki pasar tersebut karena
sulitnya mendapatkan sumber bahan balm/bah.ﬁn mentah bagi
produksinya dengan harga yang bersaing.

Jika keadaan ini terus berlangsung, maka cepat atau lambat-
pesaing lain fang masth tersisa akan jatuh ketengan pelaku usaha yang
memiliki kekuatan monopoli melalui merger vertikal tersebut, yang
pada akhirnya pangsa pasar atas produk tertentu dapat sepenuhnya
dikuasai oleh si pelaku usaha texsebut.

Contobnya : Dengan Perusahaan B mendominesi sektor industri
kertas mulai dari hulu sampai ke hilir dan kemampuan Perusahaan B
untok menghambat pertumbuhan pesaing dalam pasar distribusi
kertas, maka dengan sendirinya (otomatis} pangsa.pasar Perusahaan B
menjadi lebih besar lagi (bahkan mungkin melebihi dari 50% pangsa
pasar produksi dan pemasaran kertas), karena tidak adanya pesaing
dalam pasaf industri produksi dan pemasaran kertas. Dan apabila
keadaan ini terus berlangsung, maka cepat atan lambat pesaing lain

yang masih tersisa akan jatuh ke tangan Pernsahaan B, sehingga pada
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akhirnya pangsa pasar industri produksi dan pemasuran kertas dapat
sepenuhnya dikuasai oleh perusahaan B. Dengan kekuatan monopoli
| vang dimiliki oleh Perusahaan B, maka Perusahaan B dapat dengan
lelnasa menentukan harga jual produk kertas di pasar yang tentunya
akan merugikan bagi kepentingan masyarakgt lnas selaku konsnmen

untuk bise mendapat kertas dengan harga dan knalites yang berﬂ;ing.

ad 4 Menentukan Afau Mengendalikan Tingkat Harga Akan Produk

Tertentu di Pasar.

Selanjutnya efek negatif lain yang bisa ditimbulkan dalam
tindakan merger vertikal, adalah bahwa pelaku usaha yang memiliki
keknatan monopoli melalni merger wvertikal tersebnt dapat
mengintervensi harga atas suatu produk tertentu di pasar. Fal ini jelas
bisa merugikan bagi kepentingan masyarakat luas selaku konsumen

karena tingginya harga produk dibandingkan dengan harga produk

pada pasar kompetitif.

B. Larangan Monopoli Atas Merger

Kebebasan setiap pelakn usaha dalam bersaing jika Hdak

ditangani dengan baik akan mengakibatkan terjadinya prekiek

~ Aspek hukum..., N.G.n. Renti Maharaini Kerti, FH Ul, 2007
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monopoli atau persaingan usaha tidak sehat diantara sesama pelakn
usaha lainnya., Hal ini nantinya dapat menjurus kearah hilangnya
pesaing dalam berusaha yang pada akhirnya depat merugikan
kepentingan masyarakat konsumen. Mengacu pada ketentuar Pasal 3
UU No.5/1999 tentang Larangan Praktek Monopoii Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam hel inj,
adalah terciptanya efisiensi, baik efisiensi dalam kegiatan useha
maupun efisiensi ekonomi nasional

Efisiensit dalam kegiatan wusaha (productive efficiency) dapat
diartikan sebagai efisiensi bagi pelaku usaha dalam menghasilkan
produknya. Pelaku usaha dapat dikatakan efisien apabila dalam
menghasitkan produknya dilakukan dengan biaya yang serendah-
rendahnya, karena dapat menggunakan sumber daya yang sekecil
mungkin. Sedangkan efisiensi ekonomi nasional (allocét:’w efficiency}
dapat diartikan sebagei efisiensi bagi masyarakat konsumen.
Masyarakat konsumen dapat diketakan efisien apabila para pelakn
nsaha dapat membuat produk yang dibutuhikan oleh konsumen dan
menjualnya pada harga yang konsumen itn bersedia untuk membayar

harga produk yang mereka butuhkan itu.?”

- ¥ Ernest. Gellhom dan Williem E. Kovacic, Op.Cit., pege 42.
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Berdasarkan ftujuan yang ditetepkan dalam Pasal 3 UU
No0.5/1999, maka berbagai tindakan maupun perjanjian, yang dilakukan
oleh pelakn usaha atau kelompok pelakn usaha yang berdampak kearah
pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu pelaku wusaha atau satu
kelompok pelakn usaha, merupakan tindakan atan perjanjian yang
dilarang oleh undang-undang. Demikian juga dalam pelaksanaan
merger, yang mengakibatkan terciptanya situasi momnopoli ataun
persaingan usaha tidak sehat, karena adﬁnya halangan atan hambatan
bagi pesaing untok bisa memasuki pasar yang bersangkutan,
merupakan tindakan yang dilarang,

Hal ini juga berlaku pada tindakan merger vertikal yang
berdampak pada terkonsentrasinya sektor industri dari huln sampai ke
hilir oleh satu pelaku usaha atau sata kelompok pelaku usaha. Pelaku
usaha atau kelompok pelaku usaha tersebut dapat mengontrol dan
mempengarnhi harga produk yang tidak saja bisa mematikan para
pesaingnya melainkan juge a];:an mencipteken kesenjangan dalam
dunia usaha yang pada akhirnys menciptakan mosopoli merupakan

tindskan yang tidak diperbolehkan oleh Undaag-Undang Ant

Monopoli
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Untok bisa membatasi efek negatif yang ditimbulkan merger,
pertama adalah tersedianya perangkat hukum dalam bentok peraturan
perundang-undangan 'yang dapat menjamin terselenggaranya
persaingan sehat dalam pasar, serta batasan-batasan untuk memncegah
terjadinye monopoli dalam kehidupan perekonomiaﬂ sebagai akibat-
pelaksanaan merger. Hal yang kedua adalah dibentuknya suatn
lembaga hukum yang bersifat independen, yang memiliki wewenang
untuk memberikan izin dan mengawasi pelaksanaan merger, agar
pelaksanaen merger tersebut tidak berdampak kearah terciptanya
situasi monopoli yeng merugikan masyarakat konsumen,

Adapun perangkat hukum yang dimaksud dalam halini, adalah
Undang-Undang No.5/199% tentang Larangan Praktek Monopol Dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat jo Undang-Undang No.1/1995 tentang
Perseroan Terbates dam Peraturan pemerintah No0.27/1998 tenlung
Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.
Diharapkan dengan adanys perangkat hukum ini dapat mencegah
terjadinya akibat negatif dari peiﬂksanaan merger, termasuk juga
merger vertikal Undang-Undang No.5/1999 telah mengatur dan
menetapkan sanksi bagi pelaku usaha ysng terbukti melakukan

tindakan yang bisa menyebabkan timbulnya praktek monepoli maupun
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perseingan usaha tidak sehat. Disamping ita adanya perangkat bukum
ini bisa digunakan sebagai jaminan pengawasan yang tepat terhadap
setiap perilaku dari pelakn usaha dalam menjalankan wusahanya.

Perangkat hukum ini tidak akan berjalan dengan baik jika Hdak
didukung pula dengan tindakan dari aparatur yang tegas tanpa
diskriminasi dalam menindak setiap pelskn usaha yang tesbukti telah
melanggar aturan yang telah ditetapkan. Disinilah peran Komisi
Pengawas Persaingan Usahs (KPPU) dalam melakukan tugas
pengawasan terhadap setiap perilaku maupun tindaken dari pelaka
usaha dalam menjalankan usahanya, agar tidak menimbulkan
terjadinya indikasi kearah monopoli®®

Disamping itu juga perlu adanya peran serta dari setap pelaku
usaha itu sendiri, yang dalam hal ini adanya etika bisnis yang fair dari
i pelaku usaha itn semdiri dalam menjalankan usahanya. Adanya-

kesadaran akan pentingnya etika bisnis vang fair dari setiep pelaku

8 U No.5/1999, Pesal 30 jo Kepprea No.75/1 999 tentang Komisi Pengawas Pergaingan Useha
(KPPTU), Pawal 2. Pembentukan KPPU bertujuan untuk mengawasi pelaksanaen U No,5/1999.
Lihat juga Pasal 35 dan Pagal 36 UTJ No.5/1999 jo Pasal 4 dan Pasal 5 Keppres No.75/1999.

. Fungei KPPU sepuaj dengean tugas dan wewenangnya, sebagaimana dimuksud dalem Pasal 35
dan Pasal 36 UU No,5/1999 jo Pasel 4 Keppres No.75/1999, adalah melakuken periilaian
terhedap perjanjian, kegiatan useha, dan penyalahgunaem poeigi dominan, metakuken tindakan
asebagai pelaksanaan kewenengan, dan melakukan pelaksanaen administrative,
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usaha itu pendiri, setidaknya dapat memberikan dukungan dalam
mewujudkan atau menciptakan adanya suasana persaingan yang sehat
dalam dunia usaha. Tanpa didukung dengen unsur-unsur tersebut di
atas, maka fidak tertutup kemu.ugkinaﬂ perangkat hukum tersebut
hanya akan menjadi huruf mati dan Gdak akan dapat bherfungsi
sebagaimana mestinya.

Pasal 28 ayat (1) dan (3) UU No.5/1999 tentang Larangan Prakiek
Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang menetapkan bahwa:
(1) Pelaku usaha dilerang melakukan penggabungan atau peleburen

badan usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya  praktek
monopoli dan atan persaingan usaha tidak sehat; ;
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabunrgan ataupeleburan
badan ussha yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1), diatur dalam Pezraturan pemerintah;
Selanjutnya Pasal 104 ayat (1) UUPT dan Pasal 4 PP 27/1998

menetapkan bahwa:

1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pecgambilalihan
harus memperhatikan : ‘

a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan
karyawan perseroan, dan

b. kepentingan masyarakat dan persaingan sebat dalam
melakukan usaha.

Ketentuan-ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa merger

boleh dilakukan, sepanjang merger tersebut Hdak mengarangi
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persaingan secara substantial atan Hdak mengakibatken timbulnya
penguasaan pasar secara dominan oleh satu pelaku usaha atau sata
kelompok pelaku usaha yang pada sekhirnya menjurus ke arah
monopoli atan persaingan usaha tidak sehat.

Larangan merger dalam UU No.3/1999 mernpakan larangan
merger yang bersifat rule of reason,® dam lorangan mesger ini juga
berlaku untuk semua bentuk merger, baik horizontal, vertikal, maupun
konglomerat. Sedangkan ketentuan ayat (3} Pasal 28 UU No.5/1999
dapat diartikan bahwa pedoman merger (merger guidelme) nantinya
masih akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah, yang

sampaj saatini Peraturan Pemerintah tersebut belum ada.

W alaupun demikian ketentuan Pasal 28 ayat (1) UU No.5/1999jo
Pasal 104 ayat (1) UUPT dan Pasal4 PP 27/1958 dapat dijadikan dasar
hukum bagilarangan monopoli atas mexger.

Selain itu ketentuan Pasal 29 UU No.5/1999 yang menetapkan

bahwa;

% Elips, Op.Cit., hal.57. “Rule of Reason® adalah sushu prinsip di dalam hukum perssingan
yeng mengatakan bahwe suatu tindekan (“conduct™) baru dapat dinyateken melanggar hukum
apebile tindakan tersebut dapat dibuktikan mempunyai darmpak negatif bagi persaingan. Lihat
Juga Abdul Hakirn Garuda Nusantars, “Penegaken Hulamn Persaingan®, dalam
http:/fwww.kompas.com/kompas¥2Deetak/0003/1 1/opini/pene0d. him, tanggal 14/9/00,
hal, 1&2. “Rule of Reason™ ateu hukumn akal sehat berarti penerapean norma-norma undang-
undang sangat tergantung pada akibat yeng ditimbulken oleh perbuaten yeng dilakukan oleh
pelaku usaha, Akibat yang dilareng oleh undang-undeng, yakni terjadinya praktek monopoli
dan ateu pereaingan usaha tidak sehat.
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(1) Penggebungan atau peleburan badan usaha, atau pengambilalihan

- saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 yang berakibat nilai
asset dan atau nilai penjualannya melebihijnmlak tertentu, wajib
diberitahukan kepada Komisi, selambat-lambstnya 30 harisejak
tanggal penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan tersebut;

(2) Ketenfnan mengenai penetapan nilui asset dan atau nilai
penjualan serta tata cara  pemberitahuman pebagaimana
dimaksud dalam ayat (1), diatar dalam Peraturan Pemerintah,

Ini berarti bahwa tindakan merger yang berakibat nilai aset dan atan
nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu (yang akan ditentukan

dalem Peraturan Pemerintah), maka wajib diberitahukan kepada

Komisi.

Akan tetapi yang menjadi pertanyaan dalam hal ini, adalah
pertama, kapan tindakan merger, termasuk juga merger vertikal, yang
dilakukan oleh pelaku uszha dapat dikatakan telah membawa efek
negatif terthadap persaingan sehat dalam pasar atan telah menciptakan
situasi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dalam pasar?
Kedua, tindakan apa yang dapat dilakukan oleh KPPU apabila ternyata
tindakan merger, termasuk juga merger vertikal, tersebut terbukti telah
mengakibatkan terjadinya monopoli? Apakah membatalkan merger
tersebut? Ketiga, apakah efek negatif yang ditimbulkan dari tindakan

merger, termasuk juga merger vertikal, fersebut dapat diketahui

sebelum atan sesudah merger tersebut terjadi?
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Untuk jaweban pertama, merger dapat dikataken telah
menciptakan situasi monopoli atau persaingan usaha tidak sehat,
-apabila dari tindakan merger tersebut telah mengakibatkan timbulnya
peng-uasa;n pasar yang sangat dominan atau telah terciptanya
konsentrasi pasar yang sedemikian beser hanya pada saty pelaku usaha
atau satu'kelompok. pelalcﬁ usaha 5aj4. _

Pelaku wusaha atau kelompok pelaku wusaha fersebut
memanfaatken kekuatan tersebut untuk membatasi terciptanya
persaingan sehat di pasar yang bersangkutan. Caranya menyingkirkan
pesaingnya, maupun menghalsngi atau menghambat pelaku usaha
baru yang berpotensi sebagai pesaing untuk bisa memasuki pasar, serta
mempengaruhi tingkat harga aetas swatu produk di pasar yang
bersan gkut'an ;

Untuk depat menentukan apekah tindakan merger, termasuk
juga merger vertikal, yang dilakukan oleh pelaku usaha telah mengarah
kepada terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat,
meka ada dna parameter dasar dalam hukum persaingan yang dapat

dijadikan acuan, yaitu :%0

0 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaje, Op.Cit., hal.51-52.
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1.Penetuan Mengenai Pasar Yang Bemsangkutan (The Relevant
Market)

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hal iﬁ, yaitu
pertama, apakah tindakan merger tersebut telah mergakibatkan
- imbulnya konsentrasi pasar yang sedemikian besar?. Kedua, apakah
tindakan merger tersebut felah menyebabkan tezciptanya penguasaan
pangsa pasar yang cuknp dominan pada satu pelaku usaha ataun satu
kelompok pelaku usaha saje?. Ketiga, karakteristik tiaﬁprodu.k tertentn
di pasar yang bers-angkutan serta ada tidaknya barang pengganti atas
produk tersebut dan harga atas produk tersebut di passr yang
bersangkutan?

Tindakan merger bisa mengakibatkan pasar atas suatu produk
textentu di pasar yang bersangkutan terkonsentrasi sedemikian besar
menyebabkan harga produk menjadi tinggi Kemudian bila
pengunasaan pangsa pasar atas produk tersebut hanya pada satu pelake
usaha atau satu kelompok pelaku usaha dapat mengakibaikan ancaman

bagi pesaingnya ataupun peleku usaha baru yang berpotensi sebagai

pesaing unink bisa memasuki paser yang Bersangkutan.
Hal-hel tersebut di atas menyebabitan merger patut diduga telah

menjurus kearah praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
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Apabila terbukti behwa perusahaan beser (hasil merger) tersebut telah
menyalahgunakan kekuatan pasar yang dimilikinya sehingga
mengakibatkan kerugian bagi konsumen meupun persaingan sehat
dalam berusaha, maka Komisi dalam hal ini dapat menjatuhkan sanksi
adiministratif berupa pembatalan merger, sebagaimana yang ditetapkan
dalam Pasal 47 jo Pasal 28 UU No.5/19§9.

Namun sebaliknya apabila perusahaan besar (hasil merger) tidak
memanfaatkan kekuatan pasar yang dimilikinya antuk kerogian

konsomen maupun persaingan sehat, maka tindakan merger Hdak

dilarang.

2. Penilaian Terhadap Tingkat Pevsaingan Pasar Yang Bersanghutan.

Dua hal yang harus diperhatixan dalam melakukan penilaian
terthadap tingkat persaingan dalamn pasar yang bersangkutan sebagai
akibat merger, yakni pertama apakah adanya halangan atan hambatan
dalam persaingan? Kedua adalah baéaimana potensi masukaya pelaku
usaha baru yang berpotensi sebagai pesaing nntuk dapat masuk ke
dalam pasar yang bersangkutan?

Memang tidak ada larangan bagi setiap pelakum usahﬁ untuk

mengembangkan wusahanya menjadi besar. Walaupun demikian
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hendaknya pengembangan nsaha tersebut harus juga diikubi dengan
cara-cara yang layak dan benar sesmai dengam aturam hukum,
khususnya aturan hukum persaingan sehat yang berlakn dalam dunia
usaha.

Cara lain yang dilarang, diantaramya penetapan harga (price
fixing), menghalangi pesaingnya untuk bisa memperoleh sumber bahan
baku atan bahan mentah yang diperlukam bagi proses produksinya
dengan harga bersaing, menutap jelur distribusi yang akhirnya
mengakibatkan sulitnya bagi pessingnya untuk dapat masuk ke pasar
tersebut, karena biayanya sedemikain I:mggl.

Selain kedua parameter tersebut di atas, perln juge
dipertimbangkan apakah efisiensi yang menjadi motivasi perusahaan
melakukan merger bisa tercapai hanya dengan cara merger? Apabila
ternyata efisiensi perusahaan bisa tercapai tampa perlu pernsahaan
tersebut melakukar merger, maka dapat dipertenyakan atau patat
dicurigai jangan-jangan alasan untuk mencapai tingkat efisiensi hanya
dipakai sebagai alasan merger; yang sebemarnya bertujuan
mendominasi pangsa pasar bagi lproduknya ag;ar perusahaan dapat

memperoleh keuntungan.
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Untuk jawaban kedua, dari parameter-parameter tersebut di atas,
jika ternyata telah dapat dibuktikan oleh Komisi bahwa perusahaan
besar (hasil merger) tersebut menyalahgunakan keknatan pasar yang
dimilikinya (posisi dominannya) sehingga mengakibatkan kerngian
bagi perseingan sehat dan konsumenp, atan terbukti perusahaan besar
(hasil merger) tersebut telah melakukan tindakan-tindakan yang
merngikan, seperti antara lain dengan cara penetapan harga (price
fizing), atau melaknkan jual m‘gi (predatory pricmg) agar bisa
menghambat ataupun menghalangi pesaingnyas maupun pelaku usahas
barn untuk bisa masuk ke pasar yang bersangkutan, maks Komisi
dalam hal ini dapat menjatuhkan sanksi adminisicatif berupa
pembatalan merger, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 47
jo Pasal Pasal 28 UU No.5/199%9.

Yang menjadi permasalahannya dalam hal ini, adelah bagaimana’
dengan segala aset, saham, modal, kegiatan usaha, maupun karyawan
yang sudah bergabung, termasuk segala biaya yang telah dikeluarkan
pelaku usaha tersebut dalam reangka pelaksanaan merger, jika ternyata
tindakan merger yang sudah terjadi tersebut terpaksa harus dibatalkan
oleh Komisi, karena telah terbukti membawa dampeak negatif terthadap

- persaingan sehat dan merugikan pesaing maupun konsumen?
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Bagaimanapun juga konsekuensi pahit inilah yang maun tidak man
harus diterima oleh pelaku usaba tersébut, sebagaimana yang telah
ditentukan dalam Peasal 47 UU No.5/1999.

Supaya akibat dari tindokan merger tersebut tidak membawa
pengaruh mnegatif terhadap persaingan sehat di pasar yang
bersangkutan, untuk itu perin adanya pedoman merger (merger
guideline) yang tegas dan jelas yang bisa dijadikan pedoman bagi pelaku
usaha maupun bagi Komisi dalam melakokan penilaian terhadap
pelaksanaan merger yang terjadi

Memang sepert yang telai: ditet;pkan d'alam ayat (3) Pasal 28
UU No.5/1999 bahwa pedom un merger (merger guidelme) nantinya akan
diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Namun sayangnya
sampai saat ini dalam prakteknya Peraturan Pemerintah tentang
pedoman mergex tersebut beium ada. Walaupun demikian tidak berarti
ketentuan Pasal 28 UU No.5/1999 menjadi Hdak dapat
d.iimplemeﬁtasikan dalam prakteknya. Meskipun Peraturan Femerintah

tentang pedoman merger belnm ada, namun Komisi dalam halini tetap

:'bisa melakukan penilaian terhadap tindakan merger melalui Pasal-

pesal lainnya yang ada dalam UU No.5/1999, seperti Pasai 25 tentang

Aspek hukum..., N.G.n. Renti Maharaini Kerti, FH Ul, 2001



108

posisi dominan, Pasal 19 tentang penguasaan pasar, atan Pasal 20
tentang predatory pricing.1

Pasal-pasal tersebut bisa digunakan oleh Komisi sebagai acuan
dalam melakukan penilaian den penentuan apakah dari tindakan
merger tersebut telah mengakibatkan terjadinys pengurangan
persaingan secara sabstansial dalam pasar yang bersaungkutan?, atau
terciptanye hambatan ataupun halangan bagi pesaingnya maunpun
pelaku usaha baru untok bisa masuk ke pasar yang bersangkutan?
Dealam melakukan penilaien dan penentusnnya Komisi akan melihat
pada perilakn dari perusahaan tersebut, dean bukan dari besarnya
pangsa pasar yang dikuasainya. Jika memang texbukti oleh Komisi
bahwa perusahaan besar (hasil merger) tersebut telah melakukan
tindakan-tindakan yang merugikan pesaingmya, konsumen, maupun
pelaku usaha baru, maka perusahaan besar (hasil merger) terscbut bisa
dikenakan sanksi administratif oleh Komisi, sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Pasal 47 UU No.5/1999.

Adanya alternatif solusi tersebut bukan berarti Peraturan
Pemerintah tentang pedoman merger menjadi lambat wuntuk

dikeluarkan, mengingat sudah satu tahur sejak UU No.5/1999 ini

*! Wawancara pribadi dengan Ismed Fadillah, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 7-2-2001.
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diberlakukan sampai dengan sekerang belum juge ada peraturan
pelakasana dari UU No.5/1999 jni,. khususnya pe1l'al-uran pelaksana dari
keteninan ayat (3) Pasal 28 dan ketentuan ayat (2) Pasai 29 UU
No.5/1999.5angat diharapkan hendaknya Pemerintah dapatsecepatnys
mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang dimaksudkan tersebut
supaya terciptanya adanya kepastian bukum yang lebih optimal,
terutama dalam hal pelaksanasn merger dalem kaitannya dengan
persaingan sehat,

Sedangkan untuk jawaban ketigs, UU 10.5/1999 memang tidak
menyatakan secara tegas dan jelas bahwa penilaian dan penentuan
Komisi atas tindakan merger tersebut dilakukan sebelum atau sesudah
tindakan merger tersebut terjadi, namun karena ketentuan merger,
_ sebagaimena diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5/1999,
merupakan ketentuan yang bersifat rule of reason, maka bisa diartikan
bahwa Komisi barn dapat menetapkan babhwa merger tersebut
melanggar hukum, apabila Komisi bisa membuktikan bahwa merger
tersebut telah mengakibatken terjadinya pengurangan persaingan
secara substansial dalam pasar yang bersangkutan atau telah
menciptakan adanya hambatan bagi pesaingnya ataupun halangan bagi

pelaku usaha barn untok bisa masuk ke pasar yang bersangkutan.
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timbulnya dampak negatif terhadap persaingan sehat, makaz merges
tersebut diperbolehkan.

Hal lainnya yang juga harus diperhatikan dan dipertimbangkan
adalah pendekatan yang dipakai oleh UU no0.5/1999, apekah
pendekatan struktur pasar atankah pendekatan perilaku dari pelaku
usaha? Jika dari tindakan merger tersebut, perusshaan besar (hasil
merger) bisa memperluas pangsa pasarnya, katakanlah menjadi lebih
dari 50% pangsa pasar atas produk tertentn di passr yeng
bersangkutan, apakah hal ini sudah bisa dikatakan bahwa pertsahaan
besar (hasil merger) tersebut telah melaknkan monopoli?

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 UU 1no0.5/1999, merger barn
dapat dikatakam ielah melanggar hukum, jika merger texsebut telah
mengakibatkan terjadinya pengurangan persaingan secara substansial
dalam pasar yang bersangkutan, atam merger tersebut telah
menimbulkan terjadinya hambatan ataupun halangan bagi pesaingnya
maupun begi pelakn useha baru untuk bisa masuk ke pasar yang
bersangkutan. Meskipun pangsa pasar dari perusahaan besar (hasil
meger) tersebut menjadi lebih besar, katakanlah menjadilebih dariS0%,
sepanjang keadaan tersebut ticak mengakibatkan timbulnya hal-hal

yang bisa merugikan pesaingnya, konsumen, maupun pelaku usaha
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yang bisa merugikan pesaingnys, konsumen, maupan pelaku usaha
baru, maka merger tersebut diperbolehkan. Berdasarkan atas
pertimbangan tersebut di atas, penulis .menyimpulkan bahwa dalam
pelaksanaan merger, termasnk juga dalam p.elaksanaan merger vertikal,
UU n0.5/1999 memakai pendekatan pada perilakn dari pelaku usaha
dan bukan pada pendekatan pada struktar pasar.

UU No.5/1999 dalam hal ini tidak mengharuskan bagi pelekn
usaha untuk meminta persetujuan merger terlebih dahulu kepada
Komisi, karena Komisi tidak mempunyai kewenangan untuk
memberikan persetujuan mergerl,gz hanya saja ada kewajiban bagi
pelaku usaha untok memberitahukean kepada Komisi apsbila dari
tindakan merger tersebut telah mengakibatkan nilai aset dan atau nilai
penjualannya melebihi jumiah tertentu, sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam ayat(2)Pasal29 UU No.5/1999, yang mana ketentuan
tentang nilai asset atau milai penjualan yang melebihi jumlah tertentn
tersebut nantinya akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintabh, -

yang sampai dengan saat ini Peraturan Pemerintah tersebut belum

keluar.

2 bid.
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Dari semua uraian tersebut d_1 atas, penulis dapat menyimpulken
bahwa dampak negatif yang mungkin timbul dari adanya tindakan
merger tersebut belumn bise ditentukan pada saat merger tersebut
terjadi, tapi baru bisa dilihat dan ditentukan setelah merger tersebut
sudah berjalan. Komisi dalam hal ini aken melakuken peniiaian dan
penentuan setelah tindakan merger tersebut sudah berjaiam. Apakah
nantinya tindakan mexger tersebut membawa dampak negatif terhadap
persaingan sehat di pasar yang bersangkutan atan tidak? Jika ternyata
terbukti, maka Komisi dapat membata]i:a_n lindakan merger tersebut
(Pasal 47 UU No0.5/1999), dan sebaliknya apabila ternyata tidak terbukt
maka tindakan merger tersebut tidak dilaxang.

Untuk itu penulis delam hel ini menyarankan sebaiknya
 Xetentuan pendekatan apa yang dipekai UU =£o0.5/1999, apakah
pendeka:tan struktur pasar ateu perilaka deri pelaku usaha, dalam
pelaksanaan merger dapat dinyatakam secara tegas dan jelas dalam
Peraturan Pemerintah yang akan dikeluarkan sesuai dengan ketentuan
ayat (3) Pasal 28 UU No.5/1999, disamping ketentuan-ketentuam
lainnya. -

Ketentnan-ketentuan lain yang dimaksud, yakni pertama adalah

ketentuan tentang parameter-parameter apa saja yang dipakai Komisi
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sebagai acunan dalam melakukan penilsian dam penentunan terhadap
tindskan merger yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedua, kriteris
tentang penentuan pasar yang bersangkutan. Apakah penentuan pasar
tersebut dilihat dari pasar lokel, regional, nasional, ataukah geografis?
Ketiga, -‘penen’man Komisi terhadap tindakam merger, apakah
penentuan tersebut dilakukan Komisi sebelum merger terjadi atau
setelah merger tersebut sudah berjalan. Hal ini sangat penting karena
menyangkut tentang perlu Hdeknya pelaku usahz untuk meminte
persetujuan merger terlebih dulu dari Komisi. Keempat, ketentuan
mengenai pedoman merger yang bisa dijadikan pegangan atau
pedoman bagi pelaku usaha yang ingin melakukan tindckan merger
dalam kesitannya dengan persaingan sehat dalam berusaha. Dengan
demikian kepastian hukum dalam hal terselenggaranya persaingan
- sehat dalam berusaha, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan
merger bisa terwujud secara lebih optimal.

Pendekatan rule of reusonn dan pendekatan perilaku dari pelaku
usaha dalam ketentuar merger yang dianut oleh ﬁU No0.5/1999 juga
dianut oleh Amerika Serikat. Hal ini dapat dilihat dalam penanganan

kasus United States lawan Columbia Steel Co%® Merger antara

%3 Stephen F. Ross, Op.Cit., page 322 s/d 325 & page 380-331.
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perusehaan-perusahaan industri baja : yang membenfuk satu
perusahaan yang menguasai 80%-90% kapasitas dalam industri
dasarnya tidak melanggar Section 1 Sherman Act. Mahkamah Agung
Amerika Serikat dalam hal ini memutuskan bahwa Columbia Steel Co
" pada kenyataannya tidok terbukti berhasil menghimpun kekuatan
monopoli. Selain melihat pada Section 1 Sherman Act, dalam
penanganan kasus ini juga dinyatakan bahwa Columbia Steel Co tidak
terbukti melanggar Section 7 Clayton Act. Pengadilan membuktikan
bashws merger Columbia Steel dengam Consolidated Steel tidak
membatasi peluang bagi pesaingnya untuk bisa masuk ke dalam pasar
yang bersangkutan. f{al ini dapat dibuktikan bahwa dari merger
tersebut Comsolidated Steel hanya menguasai 3 % dari seluruh
permintaan rolled steel dalam paser geografis yang menyebabkan
pemasok terdahulu depat dengan mudah menjual produknya kepada
pembeli lain. Akhirnya perkembangan industri baja setelah merger
terjadi telah membuka peluang bisnis bagi pesaing-pesaingnya.

Dalam perkemmbangan selanjutnya Komggres Amerika Serikat
melakukan perubashan terhadap Sectio:IJ 7 Clayton Act ini. Dengan
adanya perubahan tersebut, maka Section 7 Clayton Act menetapkan

bahwa setiap pelaku ussha dilarang untuk melaknkan merger atan
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aknisisi, baik secara langsung atau tidak langsung, sebagian atan
seluruh sah'um atan asset perusahaan lain, yang dapat mengakibaikan
hambatan perdagangan atau dapat menyebabkan terjadinya prakiek
monopoli.

Penerapan perubahan Sgction 7 Clayton Act ini dalam
prakteknya di Amerika Serikat bisa dilihat dalam kasus Ford Motor Co |
lawan United States (1972).%¢ Sebelum pengambilalihan asset Autolite
Company oleh Ford, ada tiga perusahaan besar penghasil “spark plug”,
yakni dua perusahaan independem, yaitu Autolite dan Champion.
Sedangkan satunya lagi dimiliki oleh General Motors. Segmen pasar
dari “spark plug” ini lebih ditwjukan sebagai “replacement market”,
yang berarti sebagai salah satu bentuk alternatif penggantian sukn
cadang asli yang relatif lebih mahal. Ford kemudian mengambilalih
asset dari Autolite Company. Pengambilalihan asset Antolite oleh Ford
ini dianggap sebagai penutupan feluang (foreclosed) bagi Ford untuk
masuk sebagai pesaing baru dalam industri "spark plug”.

Pada pengadilan tingkat pertama, Ford dinyatakan bersalah telah

melanggar Section 7 Clayton Act, dan mewajibkar Ford untuk menjual

94 ahmad Yani dan Gunawen Widjaje, Op.Cit., hal 77-78, Lihat juga Stephen ¥. Ross., Op.Cit,,
page.368.
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kembali (divest) divisi tersebut. Ford juge dilarang untnk memproduksi
“spark plag” selama sepuluh tahun, dan Ford diwajibkan nntuk
membeli sekurangnya setengah dari kebutuhan tahuman “spark
plug”nya dari divisi yang dijualnya kembali tersebul selama lima tahun,
serta -Ford dilarang untuk mempergunakan nama dagangnya sendiri
dalam penjualan “spark plug” selama lima tahun. Atas putusan tingkat
pertama ini, Ford mengajukan b.andj.ng ke i:i.ngicat yang lebih tinggi,
namun tetap tidak dikabulkan cleh Mahkameh Aguny Amerika Serikat.

Patusan pengadjlan tingkat pertama yang menjatuhkan putusan
demikian berat kepada Ford, didssarkam pada pertimbangan bahwa
supaya para pesaing usaha dalam industri “spark plug” dapat lebih
mengembangkan diri sehingga mereka depat menjadi pesaing useha
yang independen. Yang pada akhirnya Ford memulai produksi “spark
plug” atas namanya semdiri. Sayangnya putusan penguadilan tingkaf
pertama ini tidak dikukuhkan oleh pengadilan yang lebih tinggi,
dengan alasan biarpun Ford dipaksa untuk melepaskan bagiannya
dalam rangka pengambilalihan tersebut, Ford tetap memiliki
kemampuan untuk melakukan “internal expansion” yang secara tidak
langsung juga akan berakibat pada berkurangnya tingkat kompetisi

dalam usakha “spark plug”, dan hal tersebut juga berarti telah menutup
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peluang Ford untuk torut berkompeltisi  dalam  pasaran
“spark  plug”. .]adi sebenarnya yang patut diwaspadai adelah
pengembangan industri “spark plug” lebih lanjut oleh Ford, yang
dikhswatirkan akan mengurangi tingkat kompetisi dengan
kemungkinan keberhasilan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Clayton Act pelakn wusaha yang
melakukan merger dan/atan akuisisi harus telah memberitahukan
terlebih dulu kepada Federal Trade Commission (FTC) 20 hari sebelum
tanggal pelaksanaannya. Tindakan ini dinamakan dengan Premerger
Notification. Pemberitabunan dimuka ini diperlukan sebagai bahan
eveluasi dan pertimbangan oleh FTC untuk apakah menentang atau
menerima rencama merger dan/atau aknisisi tersebut. Apabila
pemberitahnan terlebih dulu ini tidak dilakukan, maka pelaku usaha
yang bersengkutan dapat dikenakan sanksi berupa denda perdata,
berdasarkan Section 7A (g) Clayton Act.

Heal ini dapat dilihat dalam kasus merger American Online

(AOL), sebnah Internet Service Provider (ISP) dengan Time Warner,
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perusahaan media.®> Rencana merger terseput sndah diberifahukan
kepada FTC dan setelah melalni masa penantian selama satu takumn
lebih satu hari, FTC Amerika Serikat telah m‘emberikan persetujuan
terhadap langkah merger tersebut. Sebelum merger disetujui FTC,
memang sempat muncul kekhawatﬁ;ﬂ babwa nantinya AOL-Time
Werner akan mendominasi bisnis iniernet, sistem TV, dan media massa
di Amerika Serikat, karena nanti:nya- AOL-TimeWarner akan
memanjakan pelanggannya yang mengakses melalui AOL dengan
sederet fasilitas hiburan, termasok HBO, musik Warner Bross, dan
berita.

AOL sendiri saat ini memiliki 24 juta anggota dan 44 juta
international member dan struktur kenangan AOL tergolong sangat
mapan. Sedangkan protili Time Warner sendiri dikenal sebagai
perasahaan konvensional yang memiliki jaringain kabel televisi nomor
dua terbesar di Amerika Serikat dengan jumlah pelanggan 13 juta, Time
Warner juga menyelenggarakan aksesbroadband internetberkecepatan
tinggi dengan jumlah pelanggan 320.000, Bisnis inti Time Warner

adalah menjalankan bisnis media cetak dan elektromik, sepertiTime

%3 Lihat “Merger, Bergabung Lebih Untung” , PILAR BISNIS Wo.02/Tahun IV Jakarta 06-02-
2001, hal 68-69.
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Magazine Group, penerbit majalah Time dan Peopie, dengan jumlah
pembaca 120 juta. Time Warner juga mengontrol stasiun televisi di 15
negara dengan tujuh bahasa, termasuk CNN, dan bisnis lainnya adalah
entertainment melalui jaringan preminm televisi terbesar HBO dengan
35 juta pelanggan dan stndic film dan musik Warner Bross.

Tak urung merger ini membuat pesaing AOL-TimeWarner,

seperti Excited@Home, Microsoft MSN, dan AT&T, yang mewakili

content provider dan penyedia akses internet menjadi ciut nyalinya.
Mereka menuntut Pemerintah yaitn Komisi Komunikasi Fedeial (FCC)
Amarika Serikat untuk mengenakan syarat-syarat tertentn dalam prose
merger ini. Akbirnya.FCC dan AOL-TimeWarner sepakat bahwa
pengguna internet di luar AOL juga leluasa mengirimkan pesan ke
pelanggan AOL secara real time. Sesnatu yang tidak bise dilakukan
sebelumnya. Selama ini AOL diken almeﬁﬂjki sistem pengiriman pesan
singkat (mstant messaging) yang popular dan bersifat eksklusif,

Bukan itu saja, sebelum merger AOL-Time Warner disetujui, ada
beberapa persyaratan yang telah ditetapkan FCC agar tidak ada
tudingan momnopoli. Time Warner ditaruskan membuka kesempatan
yang sama kepada operator broadband yang lain nntuk bisa mengakses.

Begitu pula AOL diminta tidak hanya memanfaatkan jaringan kabel
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milik Time Warner saja, tapi broadband dari operator lain, termasuk
jaringan telepon.

Selain persyaratan yang ditetapkan oleh FCC Amerika Serikat,
syarat lain yang juga ditetapkean oleh Komisi Eropa adalah melarang
AOL-TimeW arner untuk mengambilalih perusahaan rekaman Inggris
texkemuka, yaitu EMI, karema dikhawatirkan jika EMI dalam
penguasaan AOQL-TimeWarner memungkinken perusahaan klik dan
mortar tersebut bisa mendominasi pembelian lagn atau software musik
secara online yang tengeh tumbuh pesat. Komitmen ini termasuk dalam
kesepakatan yang harus dipatuhi oleh AOL-TimeWarner dan rambu-
rambu yang harus diikuti sesuai ketentuan dari FCC.

Akhirnya dari beberapa kasus merger yang terjedi di Amerika
Serikat, bisa diambil pélajaran bagaimana dalam menangani kasus
merger yang terjadi, khususnya dalam kaitannya dengan persaingan
sehat dalam pasar yang bersangkutan.

Perlu juga dipertimbangkan dalam hal ini sebaiknya Komisi
(yang dalam halini adalah KPPU) pesiujuga untuk melakukan evaluass.
terhadap rencana merger rebelum tindakan merger tersebut terjadi. Hal
ini penting untuk bisa diketahw sejek awal bagaimana dampak yang

bisa ditimbulkan dari tindaken merger tersebut dalam pasar yang
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bersangkutan. Dengan demikian kemungkinan Hmbulpya dampak
negatif merger ferhadap persaingan sehat dalam pasar yang
bersangkutan bﬁa dicegah sejak awal, dengan menetapkan persyaratan-
persyaratan yang harus diperhatikan dan dilaksanakan oleh si pelaku
usaha tersebut supaya jike tindaken merger tersebut akhirnys terjadi,
perusahaan besar (hasil merger) tersebut tidak dituding telah

melakukan praktek monopoli dalam pasar yang bersangkutan,
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BAB IV

AKIBAT MERGER TERHADAP PTHAK KETIGA

A. Akibat Merger Terhadap Kreditur

Berbicara mengenai akibat merger terhadap pihak ketiga, yakni pihak
kreditur, principal, dan tenmaga keija, tentunya hal ini sangat berkaitan
dengan skibat bukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan merger. Akibat
hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan merger pada umumnya,
termasuk juga pelaksanaan merger vertikal pada khususnya, adalah sebagai
berikut :

1. Para pemegang saham dari Target Comparny akan beralih statusnya
menjadi pemegang saham Surviving Compcmy, kecuali jika mereka
menolak merger dengan menerima ko;npensasi dazlam bentuk uang tunai
darihasil penjualan saham mereka kepada Surviving Company;

2. Segala harta, hak dan kewajiban, utang pintang, perizinan, dan kegiatan
usaha Target Compary akan beralih kepada Surviving Comparny;

3. Target Company aken dibubarkan dan diliknidasi.
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Berkaitan dengan akibat huknm dazi pelaksanaan merger tersebut
_(terutama akibat hukum terhadap pengalihan harta, hak dan kewajiban,
utang piutang, perizinan, dan kegiatan usaha dari Target Compary), tentunya
hal ini juga akan berakibat pula pada kepentingan pihak ketiga dari Target
Comparny, yakni pihak kreditur. Bagaimana status kedudukan pihak kreditur
dari Target Company jika Terget Comp;iny menjadi bubar dan dilikuidasi
karena merger? Sebelum membahas tentang akibat merger terhadap pibak
kreditur dari Target Compary, maka harus terlebih dulu diketahuibagaimana
proses pelaksanaan merger tersebut, karena bagaimanapun juga tindakan
merger tersebutjuga harus memperhatikan akan kepentingan pihak kreditar
sebagaimana yang telah ditentnkan dalam Pasal 5 PP 27/1998 tentang
Penggabungan, Peleburan, Dan Pengambilaihan Perseroan Terbatas, yang
menyatakan bahwa per;ggabungan, peleburan, dan pengambilalihan juga
harus memperhatikan kepentingan kreditur.

Merger yang dilakukan oleh setiap perusahaan bisa dilaksanakan
dengan likwidasi atau tanpa likuidasi dari Target Company, sehagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 107 UUPT, yang menetapakan bahwae :
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(1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang
menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubas;

(2) Pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan
dengan atau tanpa terlebih dulu mengadaken likuidasi;

(3) Dalam hal pembubaran sebageimana dimaksud dalam ayat (1) tidak
didahului dergan likuidasi, maka :

a. aktiva damn pasiva perseroan yang digabungkan atan yang meleburkan

diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atan
peleburan; dan .

b. pemegang saham dari perseroan yang digabungkan atan yang
meleburkan diri menjedi pemegang saham pesseroar hasil
peunggabungan atau peleburan.

Dari keduna cara pelaksanaan merger tersebut, sebagaimana yang ditetapkan
dalam ketentuan Pasal 107 UUPT, masing-masing mempunyai akibat huknm
yang berbeda dalam hal beralihnya segala harta, hak dan kewgjiban, utang
pintang, perizinan, dan kegiatan ussha dari Target Company, termasuk
beralihnya kepentingan pihak kreditur dari Target Company.

Jika pelaksanaan merger ditempuh tanpa melikuidasi Target Compary,
maka akibat hukam yang timbul ‘terhadap _ha1-t'a, hak dan kewajiban, utang
piutang, perizinan, dan kegiatan usaha, termasuk juge kepentingan pi]:;ak
kreditur déri Target Company lebih sederkana dibandingkan jika pelaksanaan
merger tersebut ditempuh dengan melakukan likuidasi dari Target Company.

Pada cara yamg pertama segala harta, hak dan kewajibsn, utang piutang,

perizinan, dan kegiatan wusaha dari Terget Comparry otomatis dengam
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sendirinya (secara hukum) beralih kepada Surviving Company tanpa peslu ada
tindakan hukum lainnya.

Hal ini tentunye berlaku juga terhadap kepentingan pihak kreditur
dari Target Company. Sejak beralihnya secara hukum segala harta, hak dan
kewajiban, utang piutang, perizinan, den kegiatan usaha daxi Target Company
kepada Surviving Company, maka penyelesaian kepentingan pihak kreditur
dari Target Company (penyelesaian tag-ihan utang Turget Company kepada
pihak kreditur) akan secara hukum juga beralih kepada pihak Surviving
Comparry. Dalam hal ini pihak Surviving Companylah yang akan selanjutnya
menyelesaikan tagihan tersebut kepada pihak kreditur. Atau dengan kata
lain sehubungan telah terjadinva merger yang ditempuh tanpa likuidesi dari
Target Company, maka otomatis secara nukum pihak kredifuv dari Target
Compery akan beraubah status kedudukannya sebagai kreditur dari Surviving
Comparyy, dan secara hukum pula pihak Swrviving Companylah yang
selanjuinya harus bertanggung ja.wab terhadap Ipenyelesaian tagihan dari
pihak kreditur tersebut. |

Berdasarkan Pasal 3 jo Pasal 33 PP 27/1998 tentang Penggabungan,
Peleburan, Dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, dalam hal merger

dilakukan tanpa melikuidasi Target Company, pikak Direksi dari Targef
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Compary wajib menyampaikan Rancangan Merger kepada pihak kreditur
dengan surat tercatat paling lambat 30 (tigapuluh) hari sebelum pemanggilan
RUPS, guna memberikan kesempatan kepadas pihak kreditur untak
mengajukan keberatannya kepada perseroan paling lambat 7 (tmjuk) hari
sebelum pemanggilan RUPS. .Apa‘_biia delam jangka waktu paling lamat 7
(tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS pikak kreditur tidek mengajukan
keberatannys, maka dapat dianggap pihak kreditur menyetujui rencans
merger tersebut. Namnn jika ternyata pihak kreditur mengajukan
keberatannya, maka keberatan pihak kreditur tersebut akan disampaikan
dalam RUPS guna mendapatkan penyelesaiannya, dan selama penyeiesaian
tersebut belum tercapai, maka meger tidak dapat dilaksanakan.

Aken tetapi sebaliknya ‘jika pelaksanaan merger ditempuh dengan
cara y:mg kedua, yakni dengan terlebib dulu melakukan likuidasi tethadap
Target Compary, maka delam hal ini segala harta, hak dan kewajiban, ntang
piuteng, perizinan, dan Kkegiatan usaha dari Target Company tidak secara
otomatis dengan seadirinya beralih secara hukum kepada Surviving Company.
"Harus terlebih dulu dilaknkan tindakan pembubaran dan likuidasi dari

Target Compary, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan
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pembubaran dan likuidasi yang diatur dalam UUPT, yakni Bab IX, mulai
Pasal 114 sampai dengan Pasal 124 UUPT.

Hal ini tenfunya berlaku juga ‘t‘erhadap kepentingan pihak kreditur
dari Target Company, dimana lidak secara otomatis pihak kreditur dari Target
Compary menjadi pikak kreditur dari Surviving Company secara hukum,
melainkan hurus dilakukan tindakan likuidesi dari T'erget Corpary terlebih
dulu. Nantinya pada proses pemblubaran dan ].i.k;ﬁdasi dari Target Cornparny,
pihek likuidator dari Target Compsny mempunyai kewajiban unl:ulc
memberitahukan tentang proses pembubaran dan likuidasi ini kepada pihak
kreditur dari Target Company melalui surat tercatat yang mernuat hal-hal,
sepertinama dan alamat likuidator, tata cara pengajuan tagihan, serta jangka
waktu mengajukan tagihan ;(ang tidak boleh lebih dari 120 (seratus
duapuluh) hari terhitung sejak surat pemberitahnan tersebut diterima, guna
supaya pihak kreditur dari Target Company dupat menyelesaikan tagihannya
sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam surat pemberitahuan
tersebut. Apabila pengajuan tagihannya ditolak oleh pihak likuidator Targef
Compary, maka pihak kreditur dalam hal ini bisa mengajukan gugatan ke

. Pengadilan Negeri paling lambat 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak
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tanggal penolakan, sebagaimana yang telah diatnr dalam Pasal 120 ayat (3)

UUPT.

Apabila ada pihak kreditur dari Target Company yeug tidak djke.tahui
identitas maupun alamat yang jelas pada saat proses likuidasi Tergef
Company berlangsung, maka sesuai ketentuan Pasal 121 UUPT kepada
mereka diberi kesempatan untuk mengajukan tagihannya melalni Pengadilan
Negeri dalam waktu 2 (dua) tehun terhitung sejak bubarnya Targef Company.
Pembubaran Target Company tersebut didaftarkan dalam daftar perusahaan
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 UUPT, dan diumuwmkan dalam
Berita Negara Rl dan 2 (dua) surat kabar harian serta telah diberitahukan
kepada Menteri Kehakiman (dalam hal ini adalah Menteri Hukum Dan
Perundang-undangan), sebagu‘imana ditentnkan dalam Pasal 118 UUPT.
Untuk tagihen yang diajukan pihak kreditur fexsebut hanya dapat dilakukan
terhadap sisa kekayaan Target Company yang belum dibagikan kepada

pemegang saham {Pasal 121 ayat (2) UUTT).

B. Pengaruh Merger Terhadap Prinsipal

Berbicara mengenai pengaruh merger terhadap prinsipal, tentunya hal

ini sangat berkaitan denéan hubungan hukum antara pihak prinsipal dengan
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agennya. Hubunganr hukum diantara kedua belah pihak tersebut tertuang
dalam bentuk suvatu perjanjien yang bissa disebut dengan perjanjian
keagenan.® Prinsipal dalam hel ini, adalah pihak yang menunjuk atau
mengangkat pihak lain sebagai agemnya, guma bertindak mewakili
kepentingannya dalam melaksanakan pembelian atau penjualan (fermasuk
kegiatan penelitian pasar dan promosi), atan untuk memproduksi suatu jenis
produk tertentu dalam wilayah tertentu atas nama prinsipal®? Sedangkan
pihak agen, adalah pihak yang menerime atau yang menyetujui penunjukan
atas dirinya sebagai agen dari pihak prinsipal, untuk mewakili kepentingan
. pihak prinsipal dalam melakukan jual beli/transaksi dagang demgan pihak
ketiga.®

Menjadi pertanyaan ada'lah bagaimana pengaruh merger terhadap
prinsipal ataupun bagaimana pengaruh merger terhadap agen? Sebelum
penulis membahas tentang pengaruh mtlerger tethadap prinsipal atanpun

pengaruh merger terhadap agen, perlu diketahui terlebih dulnbagaimana

% 1Ketut Oka Setiawa, Lembaga Keagenan Dalam Perdagangan Dan Pengaturan Di ldonesia,
(Fakarta : Ind-Hill Co, 1995), hal.51, Dalam perjanjian keagenan melibatkan beberapa pihak, yaitu
pthak yang memberi kuasa (prinsipal), pihak yang menerima kuasa (agen), den pihak ketiga, yekni
g?ihak lain yang berada di luar prinsipal dan agen.

bid., hal. 1. Lihat juga Winardi, &amus Ekonomi, (Bendung | CV Mandar Maju, 1992), hal, 380.
8 Bbid., hal.4. Lihat juga Henry Campbell Bleck, Op.Cit., page 63. “Agent is a person authorized by
another (principal) to act for or in place of hirn; one intrusted with another’s business”.
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| kedudukan Target Company dalam perjanjian keagenan? Apakah Targei
Company dalam hal ini bertindak selaku prinsipal ataukah sebaliknya Targef
Company dalam hal ini bertindak sebagai agen? Bagaimanapun juga hal inj
penting diketahui untuk dapat diketahui apakah pelaksanaan merger ada
pengaruhnya bagi prinsipal ataupun bagi agen jika Targef Company nantinya
akan bubar dan dilikuidasi akibat pelaksanaan merger.

Dalam hal Target Compary bertindak selaku prinsipal dalam perjanjian
keagenan, tentunya sda pihak lain yang ditunjuk oleh Target Company
sebagai agennya, yang nantinya akan mewakili kepentingannya dalam hal
jual beli/transaksi dagang dengan pihak ketiga. Apabila Terget Company
melaknkan merger, dimana pada pelaksanaan merger tersebut nmantinya
Target Compary akan dibubarkan dan dilikuidasi, tentunya hal ini jelas akan
berpengaruh terhadap perjanjian keagengn yang telah dibuat dan disepakati
antara Target Company (selakn prinsipal) dengan agennya. Bagaimana
kedudukan Target Company (selaku prinsipal) setelah merger terjadi, yang
mana nantinya Target Conpany akan dibubarkan dan diliknidasi? Apakah
nantinya Suwrviving Compsry mau melanjutkan perjanjian keageman (yang

dibuat oleh pikak Target Comparry selaku prinsipal dengan agennya) atau
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sebaliknya Swurviving Company tidak bersedia untuk melanjutkan perjanjian
keagenan tersebut?

Kalaw pelaksanaan merger tersebut ditempuh tanpa terlebih dehuln
mengadakan likuidasi, maka perjanjian keagenan antara Target Company
(selaku prinsipal) dan agennya tergantung kepada perjanjian keagenan
tersebut. Apekah perjanjian berakhir dengan sendirinya, atau dapat
dipindahkan kepada pihak yang baru? Apakah perlu adanya pemberitahnan
secara tertulis terlebih dahulu kepada pihak Jain (agen) dalam pexjanjian
tersebut?

Untuk dapat menentukan apakah dengan adanya peleksanaan merger
tersebnt make perjanjian keagenan berakhir dengan sendirinya atauksh
dapat dipindahkan kepada pihak baru, tentunya harus dilihat terlebik
dahulu dalam perjanjian keagenannya. Apakah dalam perjanjian tersebutada
ketentuan yang menetapkan bahwa epabila salah satu pikak bubar den atan
dj]jku.idagi maka perjanjian tersebut bisa berakhir? Umumnya dalam
prakteknya, dalam suafu perjanjian keagenan selalu ada klausula yang

menetapkan bahwa perjanjian keagenan bisa berakhir karena hal-hal sebagai

berikut:

1. Atas persetujuan dari keduna belah pihak; atan
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2. Saleh satu pihak deagan sengaja telah melalaikan kewajiban-
kewajibannya dan atau telah melanggar ketentuan-ketentuan yang
telah disepakatibersama di dalam perjanjian tcrsebut; atau

3. Salah satu pihak dibubarkan, dilikuidasi, atau jatuh pailit,

Apabila perjanjian keagenan berakhir karena hal-hal seperti yang discbntkan
di atas, maka pihak yang ingin mengakhiri perjanjian sebelum atan sesudah
berskhirnya masa berlakunya harus memberitahukan secara tertulis terlebih
dahulu kepada pihak lain dalam perjanjian sekurang-kurengnya tiga 5ﬂan
sebelumnya.

Dikaitkan dengan pelaksanan merger, jike pelaksanaan merger
ditempuh tanpa likuidasi (Target Compary selaku prinsipal menjadi bubar
demi hnkum) den dalam perjanjian keagenannya ada klausula yang
menetapkan bahwa perjanjian bisa berakhir dengan sendirinys apabila salah
satu pihak dibubarkan dan atan dilikuidasi, maka perjanjian keagenan yang
dibuat oleh Target Comparny (selaku prinsipal) dengan agennya dapatberakhir
dengan sendirinya. Target Compeny dalam hal ini harus memberitahukan
secara tertulis terlebih dahulu kepada agennya sekurang-kurangnya tiga
bulan sebelumnya. Hal ini perlu agar agen mengetahui rencana merger yang

akan dilakukan Targef Company, dimana nantinya akibat merger tersebut
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Target Compary menjadi bubar. Kemungkinan lainnya yang mungkin saja
bisa terjadi adalah setelah berakhirnya perjanjian keagenan tersebut berakhir,
perusahaan penerima penggabu_n-ga-n (Surviving Company) nantinya akan
membuat perjanjian keageran yang baru dengan agen texsebut.

Sebaliknya kalau pelaksanaan merger tersebut ditempuh dengan
terlebih dulu mengadakan liknidasi (dikaitkan dengan masalah perjanjian
_ keagenan yang dibuat antara Target Company selaku prinsipal dengan
agennya), maka tidak dengan sendirinya (secara hukum) kedudukan Target
Comparry (selaku prinsipal) akan beralih kepada Surviving Company, karena
hal tersebat tergantung kepada perjanjiam keagenannya. Jike pikak agen
tidak bersedia, maka pada saat proses likuidasi Target Comparny juga akan
diselesaikan mengenai pengakhiran dari perjanjian keagenan. Sebaliknya jika
pihak agen bersedia (setuju) untuk melanjutkan perjanjian keagenan tersebut
dengan pihak Surviving Company dan Surviving Corrpanypun juga bersedia
- (setujn) untuk melanjutkan perjanjian keagenan tersebut dengan pihak agen,
maka perjanjian keagenan yang pernah dibnat antara Target Company (selaku
prinsipel) dengan agennya dapat tetap dilanjutkan,

Kemungkinan lain yeng bisa terjadi, adalah bagaﬁnana kalau jusbru

pada pelaksanaan merger texsebut Target Company bertindak sebagai agen?
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Dalam hal Target Company bertindak sebagai agen, tentunya T'argef Company
mempunyai prinsipal yang menunjuk dan mengangkatnya nntuk bertindak
sebagai agen dari prinsipalnya. Dengan terjadinya merger, dimapa nantinya
Target Company menjadi bubar dan dilikuidasi, jelas sekali hal ini sangat

berpengaruh terhadap kepentingan prinsipal. Apakah perjanjian keagenan
tersebut berakhir dengan terjadinya merger (bubarnya I'argef Company) atau
sebaliknya? Hal ini sengat tergantung kepada késepakatan diantara kedua
belah pihak, Target Compamy (sebagai agen) dengan prinsipal, yang tercantum

dalam perjanjian keagenan yang mereka buat.

C. Akibat Merger Terhadap Tenaga Kerja

Bagaimanapun juga tindakan merger tentunye akan bexrdampak pada
karyawan atau tenaga kerja dari perusahaan yang bersangkutan, khususnya
dalam hal ini adalah perusahaan yang aken merger (Targei Company). Paxa
karyawan dari perusahaan yang ekan merger merupakan salah satu pikak
(disamping Pemegang ISaham, Direksi, msupun Komisaris) yang harus
diperhatikan dan perlu dipertimbangkan sebelum merger tersebut dilakukan.

Pasal 104 ayat (1) UUPT jo Pasal 4 PP 27/1998 tentang Penggabungan,

Peleburan, Dan pengambilalihan Perseroan Terbatas, menetapkan bahwa :
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_}ERPUSTAKAAN PUSAT
UN]YERSITAS INDONESIA I

(1) Pesbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan harus
memperhatikan :

a. kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan
perseroan; dan

b. kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan
usaha.
Ini berarti hukum sudah mengatur adanya perlindungan terhadap para
karyawan dari perusahaan yang akan merger.

Sehubungan dengan tindakan merger yang akan dilakuken olch
perusahaan, disamping kepentingan pemgahaan dan kepentingan Pemegang
Saham, Direksi, maupun Konisaris, kepentingan para karyawan atau tenaga
kerja juga harus menjadi perhatian penting untuk dipertimbangkan. Sedapat
mungkin semua karyawan atau temaga kerjo dari pernsahaan yang akan
meréer_hams dapat diterima beksrja kembali pada perusahaan penerima
penggabungan (Surviving Company), sexta paling tidak tingkat kesejahteraan
sosial mereka haruslah sama dengan tingl-:alt kesejahteraan sosial yang
pernak mereka dapatkan sebelumnya. Dengan kata lain sedapat mungkin
tidak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para karyawan
atau tenaga kerja akibat dilekukannya merger.

Namun apabila sudah tidak dapat dimungkinken untuk semua

karyawaﬁ atan tenaga kerja dari Targef Company untuk bisa ditampung pada
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perusahaan penerima penggabungan atau terpaksa harus dilakukan PHK
terhadap para karyawan atau temaga kerja tersebut, maka prosedur
pelaksanaan PHK tersebut haruslah dilaksenakan sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku. Adapun ketentuan hukam perburuhan yang menjadi
pedoman atan dasar hukum dalam pelaksanaan PHK terhadap karyawan
atau tenaga kerja dari Terget Compary, adalah Keputusan Menteri Tenaga
Kerja Republik Indonesia No.Kep-150/Men/2000 tentang Penyelesaian
Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang
Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

Sehubungan dengan kepenﬁnga:.n para karyawan atan tenaga kerja
dalam kaitannya dengan pelaksanaan merger, ada beberapa hal yang harus
diperhbafikan dan perlu dipertimbangkan, yaitun ;%

1. Prinsip-prinsip umum mengenai kebijaksanaan kesejahteraan sosial yang
akan diterapkan setelah merger;

2, Waktu yang tepat untuk berkonsultzsi dengan karyawan aiau tenaga
kerja;

3. Cara dan saat yang tepat unink menginformasikan merger kepada

karyawan atau tenaga kerja;

% Munir Fuady, Op.Clit., hal. 128,
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4, Cara-cara untuk mencegah atan setidak-tidaknya membatasi
kemungkinan kerugian materil kepada pihak karyawan atau tenaga kexja,
termasuk memberikan kompensasi yang bersifat materil;

5. Aktivitas khusus dari organisasi pekerja dalam perusahaan; dan

6. Sunatu jaminan terhadap keamanan dan ketersediaan pekerjaan setelah

merger.

Keenam hal tersebut di atas harus diperhatikan dan perlu dipextimbangken
oleh RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan dalam
mengambil keputusan rencana merger yang akan dilakukan.

Pasal 27 Keputusan Menteri Tenmaga Xerja No.150/2000 yang

menetapkan bahwa:

(1) Dalam hal PHK perorangan bukan karena kesalahan pekerja tetapi dapat
menerima PHK, maka pekerja berhak uang pesangon paling sedikit dua
kali sesuai ketentuan Pasal 22, nang penghergaan masa kerja sesuai
ketentuan Pasal 23 dan ganli kerugian sesuai ketentuan Pasal 24, kecuali
atas persetujuan kedua belah pihak ditentukan lain.

(2) Dalam hal PHK masal karena perusahaan tufup akibat mengalami
kerugian terus menerus disertai dengan bukt laporan keusngen yang
telah diaudit oleh akuntan publik paling singkat dua tahun terakhir, atan
keadaan memaksa besarnya uang pesangon, uang penghargaan masa
kerja dan gant kerugian ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 22,
Pasal 23 dan Pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihak
ditetapkan lain.

(3) Dalam hal PHK masal karena perusahaan tutup bukan karena alasan
sebagaimena dimaksud dalam. ayat (2) atsu karema perusahaan
melakukan efisiensi, maka pekerja berhak atas nang pesangon sebesar
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dus kali sesuai ketentuan Pasal 22, uang penghargaan masa kerja sesuai
ketentuan Pasal 23, dan uang ganti kerugian sesuai ketentuan Pasal 24,
kecuali atas persetujuan kedua belah pihak ditetapkan lain.

Selanjutnya Pasal 28 menyebutkan bahwa :

(1)

(2)

®)

Dalam hal terjadi PHK karena perubaham status, ateu pernbzhan
pemilikan perusahaan sebagian ataw seluruhnya atau pernsahaan
pindah lokasi dengan syarat-syarat kerja barn yang sama dengan syarat-
syarat kerja lama dan pekerja tidak bersedia untnk melanjutkan
hubungan kerja, maka kepada pekerja dibayarkan nang pesangon, nang
penghargaan masa kerjn den ganti kerngian sesnai ketentuan Passl 22,
23, dan 24.

Dalam hal terjadi PHX karema perubahan status atau perubahan
pemelikan perusahaan sebagian atau keseluruliannya atau perusahasn
pindah lokasi dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di
perusaheannya dengan alasan apapun, maka pekerja berhak atas nang
pesangon sebesar dua keli ketentnan Pasal 22, nang penghargaan kerja
sesuai dengan ketentuan Pasal 23, dan ganti kerugian sesuai dengan
Paszl 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pilisk ditetapkan lain.
Kewajiban untuk membayar uwang pesangon, uang penghargaan masa
kerja dan ganti kerugian sebagaimana dimeksnd delam ayat (1) dan ayat
(2) dibebankan kepada pengusaha baru kecuali diperjanjian lain antara
pengusaha lama dengan pengusaha baru.

Adapun ketentutan Pasal 22 tentang uang pesangon, Pasal 23 tentang

nang penghargaan masa kerja, dan Pasal 24 tentang gant kerugian ‘dari

Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.150/2008 adalah sebagai berikut :

Pasal 24 tentang uang pesangon menetapkan bahwa:

Besar nang pesangon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ditetapkan
paling sedikit sebagai berikut:
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Masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun adalsh 1 (satu)bulan upah

. Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 (daa) tahun

adalah 2 (dua) bulan upah

Masa kesja 2 (dua) tahun atan lebjh tetapi kurang dari 3 (tiga) tahun
adelah 3 (Hga) bulan upah

Masa kerja 3 (tiga) tahun atau lebih tetapikurang dari4 (empat) tahun
adalah 4 (empat) bulan upsh

. Masa kerja 4 (empat) tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 (lima)

tahun adalah 5 (lima)bulae upah

Masa kerja 5 {lima) tahun atau lebih tetapikurang dari 6 (enam}tahun
adalah 6 (enam}bulan upah

Masa kerja 6 tahun stau Iebih adalah 7 bnlan upah

Selanjutnya Pasal 23 tentang nang penghargaan masa kerja menetapken
bahwa :

Besarnya mang jasa sebagaimana dimaksud dalam Paesal 21 ditetapkan
sebagaiberikut :

a.

b.

Masa kerja 3 (tiga) tahun atan lebih kurang dari 6 (eram} tahun adalah
2 (dua) bulan upah

Masa kerja 6 (enam) tabun atan lebih lcu:ang dari 9 (sembilan) tahun
adalah 3 (tiga) bulan upah

Masa kerja 9 (sembilan) tahun atau lebih kureng deri 12 (duabelas)
tahun adalah 4 (empat) bulan upah

Masa kerja 12 (duabelas) tahun atan lebih kurang dari 15 (limabelas)
tahun adalah 5 (lima)bulan upah]

Masa kerja 15 (limabelas) tahun atu lebih kurang dari 18
(delapanbelas) tahun adalah 6 (enam) bulan upah
Masa kerja 18 (delapanbelas) tahun atan lebih kurang dari 21
(duapuluh satu) tahun adalak 7 (tujul) bulan upah

Masa kerja 21 (duapuluh satu) tahun atau lebih Xkurang daI1 24
(duapuluh empat) tahun adalah 8 (delapan) bulan upah

Masa kerja 24 (duapuluh empat) tahun atau lebik adalah 10 (sepuluh)
bular upah
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Fasal 24 tentang ganti kexugian menetapkan bahwa :

Ganti kerngian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi:

b.

Ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belam dizmbii dan
belom gugur;

Ganti kerngian untuk istirahat panjang bilamana di perusahaan yang
bersangkutan berlaku peraturan istirahat panjang dan pekerja belum
mengambil istirahat itu menurut perbandingan antara masa keija
pekerja dengan masa keija yang ditentukan untuk dapat mengambil
istirahat panjang;

Biays atau ongkos pulang untuk pekerja dan kelusrgannya ketempat
dimana pekerja diterima bekerja;

Penggantian fasilitas pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar
5% (lima perseratus) dari uang pesangon dan uaug jasa apabila masa
kerjanya memenuhi syarat untuk mendapat uang jesa;

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang
ditetapkan sebesar 15 % (lima belas perseratus} dari uang pesangon
dan atau uang penghargaan masa kerja apabila masa kerjanya telah
memenuhi syarat nntuk mendapatkan nang penghargaan masa kerja;
Hal-hal ditetapkan oleh Panitia Daerah atan Panitia Pusat.

Prosedur pelaksanaan PHK masal yang terjadi akibat perusahoan

.melakukan merger, adalah sebagai berikat :1%0

Tahap pertamna adaleh tahap perundingen yang dilakukan secara

musyawarah antara perusahaan dengam para temaga kerjamye itu, bisa

dengan serikat pekerja yang terdaftar di Depﬁrtemen Tenaga Kerja

{Depnaker) apabile tenaga kesja tersebut sudah menjadi anggotanya, nntuk

1% Departemen Tenaga Kerja, Keputusan Menteri Tenaga Keyja Tentang Penyelesaian PHE Dan
Penegtapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Ganti Kerugian Di Peruschaan,
Keputugan Menl:eg'i Tenagz Kerja No.Kep-150/Men/2000, Paaal 10 jo Pasal 14 dan Pasal 21.
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membicarakan dan mencapai kesepakatan mengenai penyelesaian tentang
PHK tersebut.

Perundingan ini dilakuken maksimai tiga kali delam jangka waktn
paling lambat 30 (tiga puluh) hari takwin dan setiep perundingan wajib
dibuatkan .risalahnya yang ditandatangani oleh para pihak. Risalah ini
memuat antara lain nama dan alamat para temaga kerja, nama dan alamat
serikat pekerja yang terdaftar di Depnaker, nama dan alamat perusahaan
atau kuasanye, tanggal dan tempat perundingan, alasan PHK, pendirian para
pihak, kesimpulan deri perundingan, serta tanggel dan {andatangan paxa
pihak yang melakukan perundingan.

Tahap kedua cdalah tahap pembuatan persetujuan bersama secara
tertulis demgan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.
Pembuatan persetujuan bersama ini baru -dapat dilaknkan apabila
perundicgan pada tahap pertama telah tercapei kesepakatan penyelesaian
| diantara pera pihak yang berunding. Persetujuan bersama yang dibunat secara
tertulis ini harus disertakan dengan baukti-bukti yang ada yang mantinya
akan disampaikan kepada Panitia Pusat melalui Kantor Depnaker setempat,
dimana mantinya Panitia pusat akan memberikan persetujuanﬁya terhadap

persmohonan izin PHK yang diajukan oleh para pihak tersebut.
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Tahap ketiga adalah tahap penyelesaian PHK di tingkat Panitia pusat.
Setiap permohonan izin PHK harus dibuat di atas kertas bermaterai cukup
dengar memuat nama dan alamat perusahaan, nama orang yang
bertanggung jawab di perusahaam, nlﬁma serta jabatan dan al;mat tenaga
.kerja yang akan di PHK, beserta umur dan jumish keluarga dari si tenaga
kerja tersebut, masa kerja dan tanggal mulai bekerjanya, rincian penghasiian
terakhir, alasan perusahaan melakukan PHK, bukti sudah dilakukannya
perundingan sebelumnya, tenggal terhitung mulai berlakenyas PHK , dan
hal-hal lainnya yang dianggap perlu.

Tahap terakhir adalsh tahap pemberian Izin PHK dari Panitia pusat.
Dengan Panitia pusat memberikan izin PHK maka dapat ditetapkan pula
kewajiban perusahaan untuk memberikan kepada tenaga kerja tersebut nang
pesangon, nang penghargaan masa kesja, dan uang ganti kerugian.

Sehubnngan dengan penjelasan tersebut di atas, ada beberapa contoh
praktek merger yang ‘berkaitan dengan perlindungan hukum bagi

kepentingan karyawan perusahaan yang terlibat merger, yaitu :
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1. Merger PT Xurnia Kapuas Utama Thk (PT KKU Thk) Dengan PT Susel

Prima Permai (PT SSF).104

PT KKU Tbk dan PT SSP bergerak dalam bidang ussha yang sama,
yaita industri lem dan bahan-bshan kimia dan keduanya berada dalam satu
kelompok usaha, yakni BRU Group. Kedua perusahaan tersebut sama-sama
~menguasai sekitar 10 % dari total pangsa pasarindustrilem dan bahan-bahan
kimia.

Dalam rangka untuk bise menciptakan suatu perusahaan dengan
posisi kezangan dan efisiesni yang lebih baik dibnnding dengan bila masing-
masing perusahaan berdiri sendiri sebagai badan hukum yang terpisah,
meningkatkan kepercayaan para relasi usaha, khususnya para kreditor,
JIneni:ngkatkan daya sainglserta pangsa pasar, dan dapat menciptakan sinergi
usahe menjadi lebih baik, maka PT KKU Tbk dan PT 55F merencanaskan
untuk melakukan penggabungan,

Tindakan penggabungan yang dipilih adalah tindakan penggabungan
dengan menggunakan metode pooling of inferesf sesuei dengan Standar

Akuntansi Keuangan (5AK) dan penggabungan tanpalikuidasi Iniberarti

19! Rancangan Penggabungan PT Susel Prima Permai ke dalam PT Kurnia Kapuas Tok.
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bahwa PT SSP (sebagai Terget Company) akan bubar demi hukum tanpa
dilakukan likuidasi terfebih dahulu. Semua aktivitas, kegiatan usaha, operasi
usaha, aktiva-pasiva akan beralih kepada PT KKU Tbk (sebagai Swrviving
Companty), termasuk juga para karyawan PT SSP akan beralih kepada PT
KKU Tbk. Penggabungan ini dilakuken tanpa disertai perubahan AD PT
KKU Tbk dan penggabungan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (3)
PP 27/1998 mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan Akta
Penggabungan.

Berkaitan dengan akibat merger terhadap temaga kerju, make cara
penyelesaian status karyawam dalam hal ini adalah tHdak aken
mengekibatken PHK terhadap para karyawan PT SSP maupun PT KKU Tbk.
Hubungan kerja semua karyawan PT SSP (sebagai Terget Comparzy} dislihkan
kepada PT KKU Tbk {sebagai Surviving Compary) dengan ketentuan sebagai
berikut :102

a. Masa kerja dari karyawan PT SSP pada PT SSP akan diperhitungkan
sebagai masa kerja yang bersang;kutan pada PT KKU Tbk dengan
segala hak yang melekat paaa masa kerja fersebut, termasuk hak cuti

tahunan yang berjalan, usia pensiun {bila ada);

Y2 pid., bagian XTI, hal.17.
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b. Tingkat gaji, tanjangan dan fasilitas yang secara myata diberikan
selama bekerja pada PT SS5P akan tetap dibayarkan oleh PT KKU Tbk,
namun demikian PT KKU Tbk berhek untuk melaknkan setiap
penyesuaiar yang dianggap perlu yang diberlakukan kepada semua
karyawannya sesuai dengan perkembangan dan kondisi usaha serta
keunangannya;

c. Persyaratan kerja yang selama ini diberlakukkan oleh PT SSP akan
tetap diteruskan oleh PT KKU Tbk, namun demi untuk mencapai
efisiensi dan efektivitas kerja serta peningkatan disiplin kerja PT KKU
Thbk berhak untuk setiap saat melzkuk penyesuaian syarat kerja yang
diperlukan dan berlaku umum u:ntulc semua karyawan;

d. Posisi, jabatan, fungsi, dan tanggung jawab setiap karyawan dari PT
SSP akan disesuaikan dengan posisi, jabatan, fungsi, dan tanggung
jawab yang berlaku dalam stuktur organisasi dan manajemen PT KKU
Tbk;

e. Sehubungan dengan kctemtuan point a, maka semua kewajiban
pembayaran sah PT S5P kepada karyawannya, termasuk pembayaran
uang pesangon, uang jasa, kompensasi, gant rugi atau pembayaran

apapun, diambil alih oleh PT KKU Tbk;
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f. Apabila ada karyawan PT SS5P yang tidak bersedia (menolak) nntuk
dialihkan menjadi karyawan PT KKU Tbk karena alasan apapun,
diputuskan hubungan kerjanya oleh PT SS5P, dan karyawan yang
bersangkutan sesuai dengan ketenfuanm hukum perburuhan yang
berlaku berhak untuk menerima pembayaran pesangom, nang jasa
(jika berlaku) dan kompensasi ateu ganti kerugian (jika berlaku) dalam
jumlah 1 x dari jumlak yaag ditentukan dalam Peraturan Menteri
Tenaga Kerja RI No.Per-03/Men/1996, tanggzl 14 Februari 1996
tentang Penyelesaian Pemuﬁsan Hubungan Kerja dan Pensziapan
Uang Pesangon, Uang Jase dan Ganti Kerugian di Perusahaan Swasta
atau sebagaiman diatur dalam Peraturan Perusahaap PT S5F yang
masih efektif berlaku (dipilih mana yang lebih besar).’® Pembayaran
uang pesangon tersebut mmembebaskan PT S55P dan PT KKU Tbk daxi
segala klaim dan tuntutan yang mungkin timbul sebagai akibat dazi

PHK tersebut.

'% Khusis untuk kasus ini masih menggunaken Permenzker No.03/1996 karena waktu merger tersebut

terjadi masih berlaku ketentuan Perrnenaker No.03/1996 dan belum berlaku ketentuzn Permenaker
No.150/2000.
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2. Merger Dalam Kelompok AQUA (AQUA Group).104
Dalam rangka untuk menjaga kelangsungan hidup perusahaan,

- mempercepat pengambilan keputusan di bidang investasi, permodalan,
sumber daya manusia, serta mendorong terciptanya efisiensi dan efektivitas
kerja, maka sebelas perusaliaan dalam kelompok AQUA, yaitu masing-
masing adalah : |

a. PT Tirta Jayamas Unggul (TTU);

b. PT Tirta Dewata Semesta (TDS);

¢. PT Tirta Menaranusa (TMN);

d. PT Tirta Darmaga Pasanggrahan (TDP);

e. PT Tirta Sulut Klabatinde (TSK);

f. PT Tirta Babakan I'ari (TBP);

g. PT Tirta Mangli (TML);

h. PT Varia Industri Tirta (VIT);

t. PT Tirta Graha Parama (TGP);

j. PT Wirabuana Intrent (WI);

1% Direngkum dari hasil wawancara pribadi dengan Theresia Yeni Setionegoro, Kepala Divisi Hukum
PT Tirta Investama (Aqua Group}, tenggat 31 Januari 2001.Lihat juga Pengumurnan Ringkasan
Rancangan Penggebungan dan Pengumuman Nenggabungan Dari Sebelas Perusahaan Dalam
Kelompok AQUA (AQUA Group), Bisnis Indonesia (24 spril 2000) : 7.
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k. PT Wirabuana Agung (WA);

bergabung ke dalam PT Tirta Investama (TIV) sebagai Surviving Company.
TIV merupakan perusahaan PMA. Sama halnya dengan pelaksanaan merger
PT SSF dengan PT KKU Tbk, maka penggabungan inijuga dilakukan dengan
menggunakan pooling of mierest dan penggabungan dilakukan tanpa
liknidasi. Semua aktivitas, kegiatan usaha, operasi usaha, aktiva-pasiva,
tagihan Ildari sebelas perusaliaan tersebut.beraljh kepada TIV, termasuk juga
dengan seluruh karyawan dari sebelas perusahaan yang bergabung ke TIV
juga beralih kepada TIV.

Berkaitan dengan akibat merger dari sebelas perusahaan yang
bergabung ke dalam TIV, maka cara penyelesaian status karyawan dari
sebelas perusahaan tersebut, adalah sebagai berikut ;105

a. Tidak mengakibatken terjadinya PHX terhadap selurub karyawan dari
sebelas perusahaan yang be?:g‘abu_ng kedalqm TIV maupun karyawan
dari TIV;

b. Hubungan kerja dengan seluruh karyawan duri sebelas perusahaan

yang bergabung kedalam TIV nantinya akan diteruskan oleh TIV;

1% bid.
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¢. Masa kerja dari seluruh karyawan dari sebelas perusahaan yang
bergabung kedalam TIV tetap akan diperhitungkan sebagaimasa kerja
yang bersangkutan pada TIV;

d. Tingkat gaji, tunjangan dan fasilitas yang secara nyata diberikan oleh
sebelas perusahaan yang bergabung fersebut kepada para
karyawannya nantinya tetap akan diteruskan den dibayarkan oleh
TIV;

e. Persyaratan kerja yang selama ini diberlakukan oleh sebelas
perusahaan yang akan bergebung tersebut kepada para karyawannya
nantinya akan diteruskan oleh TIV;

1. Posisi, jabatan, fungsi dan tanggung jawab dari seluruh karyawan
sebelas perusahaan yang bergabung mnantinya sken disesunaikan
dengan posisi, jabatang, fungsi dan tanggung jawab yang berlaku

dalam struktur oxganisasi dan manajemen TIV.
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3. Merger PT Kalbe Farma Tbk (Kalbe) dan PT Lrbapharma International
{(Erba).106

Kalbe mernpakan perusahaan publik yang telah mencatatkan
sahamnya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) dan
bergerek dibidang industri obat-obatan serta distribusi produk obat-obatan
kesehatan manusia dan kesehatan hewan dan industri sejenis kesehatan
lainnya. Sedangkan Erba mernpakan perusahaaa PMDN yang menjalankan
usahanya sebagai pedagang besar famaﬁ.

Dalem rangke untuk dapat menghasilan perusahaan dengen tingkat
efisiensi, produktivitas, kualitas, dan akses serta pamngsa pasar yang lebih
besar jika dibandingkan Kalbe dan Erba beroperasi sebagaibadan hukum
yang terpisah, maka Kalbe dan Erba sepakat untuk melakukan merger. Pada
penggabungan ini nantinya Esba (sebagai Target Company) akan bubar demi
hokum tanpa dilakuken likuidasi teriebih dahulu dam juga tsnpe disertai
dengan perubahan Anggaran Dasar Kelbe sebagai perusahaan penerima
penggabungan (Surviving Compan_;;). Penggabungan ini dilakukan dengen

menggunakan metode Penyatuan Kepentingan { Pooling of Inferest).

1% Dirangkum dari Rancangan Penggabungan PT Erbaphernia International ke dalam PT Kalbe Famna
Thlk
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Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap para karyawan Erba
(selaku Target Company yang nantinya akan bubar demi hukum) dengan
adanya penggabungan ini maka sesnai dengan ketentuan yang telah
disepakati dan disetujui oleh masing-masing pihak sebagaimana ditetapkan
dalam Rancangan Penggabungan, maka cara penyelesaian status karyawan
Erba adeleh sebagai berikut 127

1. Mengakhiri masa. kerjs seluruh karyawan Erba yang berjumlah 175
orang dengan memberikan kompensasi yang sesuai dengan Peraturan

Menteri Tenaga Kerja No.03 Tahun 1996 tentang Penyelesaian

Pemutusan Hubungan Kerja dan Penetapan Uang Pesengon, Uang

Jasa dan Gant Kerugian di Perusahaan Swasta. Hal ini dilakukan

terhitung tanggal 30 april 1999, dan selnrnh karyawan Erba telah

menyatakan persetujuannys;
2. Setelah berakhirnya hubungan kerja dengan Erba, selanjutnya kepada
selurub mantan karyawan Erba tersebut diberikan hak untuk memilih

apakah akanm bergabung dengan Kulbe sebagei karyawan baru atan

tidak;

197 Ibid., bagien XV, hal.18.
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3. Kalbe menetapkan untuk menerima karyawan mantan Erba yang
nantinya akan memilih untuk bergabungan dengan Kalbe sebagai
karyawan baru di Kalbe cesueai dengan kualifikasi dan ketentuan yang
berlaku di Kalbe, efektif per tanggal 1 Mei 1999. Ternyata seluruh
karyawan mantan Erba yang berjumlah 175 orang tersebut memilih
untuk bergebung dengan Kalbe sebagai karyawan baru. Kalbe telah
menerimanya sesaa dengan ketentnan yang berlaku,

Dari ketiga contoh praktek merger tersebut di atas, penyelesaian status
karyawen pada merger Erba dengan Kalbe berbeda dengan cara
penyelesaian statns karyawan pads merger PT SSP dengan PT KKU Thbk
maupun pada merger sebelas perusahaan dalam kelompok Aqua ke dalam
TIV, walaupun mesger tersebut sama-sema dilekukan dengan menggunakan
metode poolimg of mferest dan tanpa melikuidasi Targei Company terlebib
dehulu, yang mana hal ini membawa konsekuensi hukum, yaitu bahwa
nantinya Target Company akan bubar demi hukum, semua kegiatan nsaha,
operasi usaha, hak dan kewajiban, tagihan, dan termasuk seluruh karyawan
dari Target Company ekan berzlih kepada Surviving Company.

Pada merger P'T SSP dengan PT KKU Tbk mapun pada merger sebelas

- perusahaan yang bergabung ke dalam TIV memilih dan menempuh cara
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penyelesaian status karyawan yang sama, yakni bahwa akibat dari merger
tersebut tidek mengakibatkan terjadinya PHK terhadap seluruh karyawan PT
SSP dan sebelas perusshaan yang askam bergabung ke dalam TIV (selaku
Target Company), masa kerja dari para karyawan Target Compary nantinya
akan tetap diteruskan dan diperhitungkan olehk Surviving Company (PT KKU
Tbk dan TIV), tingkat gaji, tunjangan dan fasilitas yang diberikan selama
karyawan bekerja pada Target Company akan tetap dibayerkan oleh Survivirg
Compary, persyaratan kerja yang diberlakukan oleh Target Company akan
diteruskan oleh Surviving Comparny, dan posisi, jabatan, fungsi dan tanggung
- jawab setiap keryawan dari Target Comparny akan disesuaikan dengan posisi,
jabatan, fungsi dan tanggung jawab yang berlaku dalam struktur organisasi
" dan manajemen Surviving Company.

-Sedangkan pada merger Etba dengan kalbe, seluruh karyawan Fiba
yang berjumlah 175 orang diakhiri masa kerjanya dengan memberikan
kompénsasi yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat
itu, yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja No.03 Tahun 19%96. Setelah
berakhirnya hubungan kerja dengan Erba, para mantan karyawan Erba
tersebut diberi hak untuk memilih apakeh akan bergabung dengan Kalbe

sebagai karyawan baru atau tidak? Ternyata seluruh mantan karyawan Erba
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Selanjutnya seluruh mantan karyawan Erba menjadi karyawan baru diKalbe
dan masa kerjanya dihitung sebagai masa kerja sebagai karyawan baru di
Kalbe, termasuk juga dengan ketentuan gaji, tunjengan maupun fasilitas
lainnya akan ditentukan baru sesuai demgan kualifikasi dan ketentuan baru
yang berlalq_L diKalbe.

Dspat penulis simpulkan dalam hel ini bahwa dalam penyelesaian
status karyawan dalam kaitennya dengan peleksanaan merge: bisa dengan
cara tetap mempertahankan para karyawan Target Company dan menerima
mereka kembali di perusahaan penerima penggabungan (Surviuving Company)
dengan tetap memperhitungkan dan melanjutkan masa kerja mereka
sebelumnya, termasuk dalam hal gaji, tunjangan, jabatan, serta fasilitas
lainnya yang mereka telah dapatkan sebelumnya oleh perusahaan penerima
penggabungan (Surviving Cempary). |

Kemungkinan lainnya adalah bisa juga para karyawan Target Company
diakhiri masa kerjanya dengan diberikan kompensasi sesuai dengan aturan
hukum yang berlaku, dan kemudian selanjutnys kepada mereka diberikan
kesempatan untuk menjadi karyawan baru di perusahaan penerima

penggabungan (Swrviving Comperny) dengan masa kerja yang baru (sebagai

Aspek hukum..., N.G.n. Renti Maharaini Kerti, FH Ul, 2001



155

karyawan baru), termasuk delam hal ketentuan g;'aji, tunjangan,jabatan, serta
fasilitas yang baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahﬁan
penerima penggabungan (Swrvrving Comperry). Hal ini semua sangat
tergantung pada kebijjakan dari masing-masing pihak, aszlkan akibat dari
pelaksanaan merger tersebut tidak merugikan akan kepentingan dari para

karyawan, khususnya para karyawan Target Company.

Aspek hukum..., N.G.n. Renti Maharaini Kerti, FH Ul, 2001



156

BABYV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hal-hal yang harus diperhatikan dari segi hukum dalam pelaksanaan
merger, termasuk juga dalam pelaksanaan merger vertikal, adelah
sebagai berikut :

2. Tahap Pelaksanaan Merger.
Ketentnan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan merger,
mulai dari persiapan merger (pembuatan Rancangan Merger)
sampai dengan peleksanaanmyz harus dilakukan sesuai dengan
prosedur hukum yang berlaku (Pasal 102, 1071 s/d 109 UUPT jo
Pasal 7 s/d 19 PP 27/ 19‘98). Ditambafl .dengan persyaratan khusus
lainnya sesuai dengan status dari perusahaan yang texlibat merger,
yeita perlunya izin merger dari instensi yang berwenang (bagi
perusahaan terbuka, PMA /PMDN dan bank). Keputusan RUPSLB
yang berkajtan dengan pelaksanaan merger baru dapat dikatakan
sah secara hukum, jika hasil Keputusan RUPSLD tersebut dj.qmbil

berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan haras dihadiri oleh
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pemegang saeham yang mewakili paling sedikit Y% bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetmjui
paling sedikit % bagian darijumlah suara tersebat(Pasal 74 ayat (1)
dan Pasal 76 jo Pasal 105 UUPT dam Pasal 6 PP 27/1998). Adanya
Legal Audif yang dilakukan oleh Konsultan Hukum yang
independen atas keabsahan semua dokumen permsahaan yang
terlibat merger sebelum pelaksanean merger dilakukan. Wajib
dilakukan pengumuman, baik sebelum merger dilaksanakan
maupun setelah merger dilaksanakan (Pasal 105 ayat (2) UUPT jo
Pasal 12 PP 27/1998 dan Pasal 108 ayat (1) UUPT).
b, Perlindungan Kepentingan Pihak-Pihak Terterty,

Selain ketentuan hukum tentang prosedur pelaksanaan merger,
hal lain dati segi hukum yang juga harus diperhatikan, adalah
pertama - perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham
minoritas. Pemegang sasham minoritas mempunyai hak untok
menjual sahamnya sesuai dengan harga yang wajar jika mereka
tidak setuju merger (Pasal 104 ayat (2) UUPT jo Pasal 4 ayat(2), (3),
dan (4) PP 27/1998). Kedua adalah .perljndu.ngan terhadap

kepentingan karyawan perseroan (Pasal 104 ayat (1) UUPT jo Pasal
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4 ayat (1) PP 27/1998). Pelaksanaan merger harus sedapat mungkin
dihindari terjadinya PHK, kecuali jika memang tdak
dimungkinkan, maka penyelesaian PHK harus dilakukan secara
adil dan menurut ketentuan dan prosedur hiukum yang berlaku,
sebagaimana diatnr dilam Keputusan Menteri Tenaga Kerja
No.Kep-150/Men/ 2000 tentang Penyelesaian PHK dan Penetapan
Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Ganti
Kerngian di Perusshaan. Ketiga adalah perlindungan terhadap
kepeantingan kreditur. Kreditur diberikan kesempatannya uutuk
depat mengajukan keberatannya tethadap rencana merger tersebut
(Pasal 5 jo Pasal 33 PP 27/1998 serta Pasal 120 dan Pasni 121
UUPT). Keempat adalah perlindungan terhadap kepentingan
masyarakat luas selaku konsumen dan persaingan sehat dalam
melakukan usaha. Merger boleh dilakukam sepenjang akibat
merger tersebut tidak menyebabkan terjadinya prakiek momnopoli
atau persaingan usaha tidak sehat yang merugikan kepentingan
konsumen dan persaingan sehat (Pasal 28 dan 29 UU No.5/1999 jo

Pasal 104 ayat (1) UUPT dan Pasal 4 ayat (1) PP 27/1998).
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2. Datesan-batasan yang harus diperhatikan agar pelaksanaan merger,
termasuk juga merger vertikal, tidek menjurus kepada praktek
monopoli atan persaingan usaha tidak sehat, adalah sebagai berikut:

a. Penentuan Mengenai Pasar Yang Bersangkutan (The Refevant
Market). Apakah tindakan merger dalam bhal ini telah
mengakibatkan terciptanya konsentrasi pasar yang sedemilcign
besar hanya pada satu perusahaan besar (hasil merger) yang
akhirnya mengakibatkan harga produk menjadi tinggi, atan
timbulnya pesisi dominan dalam pasar yang bersangkutan
yang akhirnya dapat menjadi encaman bagi pesaingnya u_ntuk
bisa bersaing dalam pasar tersebut atau ancamaxn bagi pelaku
usaha barn untuk bisa memasunki pasar yang bersangkutan.

b. Penilaian Terhadap Tingkat Persaingan Dalam Pasar Yang
Bersangkutan. Apakeh ada atau tdeknya halangan atan
hambatan dalam persaingan, dan potensi masuknya pelaku
usaha baru yang berpotensi sebagai pesaing untnk bisa masuk

ke dalem pasar yang bersangkutan.
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c. Tingkat Efisiensi Yang Ingin Dicapai. Apakah dalam hal ini
tingkat efisiensi yang ingin dicapai perusahaan yang
bersangkutan hanys dapat ditempuh melalui merger?

Jadi sepanjang perasahaan besar {(hasil merger) tidak memanfaatkan
kekuatan pasar yang didapat melalui merger untok maksud
menyingkirkan pessingnya atan menghambat sertza menghalangi
pelakn usaha baru lainnya, ataupun mempengaruhi tingkat harga atas
snato produk tertentnm di pasar yang besxsangkutan, maka merger
diperbolehkan, karena jelas tujuar merger tersebut adalah semata-
mata demi untuk meningkatkan efisiensi perusahaannya dalam
rangka meningkatkan daya saing perusahaan dalam menghadapi
persaingan global

. Pelaksanaan merger bagaimanapun juga pasti akan berpengaruh
terhadap pihak ketiga, seperti kreditar, prinsipel, dan karyawan dari
perusahaan yang akan merger (fzrget company). Akibat merger
tethadap kreditur, adalah bahwa kepentingan kreditur fargef company
dalam hal ini otomatis akan beralih secara h'a.kum__ kepada survivmg
comparty sejak merger tersebut terjadi, dengan syarat pelaksanaan

merger tersebut ditempuh tanpa melikuidasi tergef company dan pihak
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kreditnr tersebut tidak berkeberatan atas tindakan merger tersebut
(Pasal 107 ayat (2) dan (3) UUPT jo Pasal 3 PP 27/1998). Surviving
companylah yang nantinya akan bertanggung jawab atas kepentingan
kreditur tersebut. Sebaliknya kalau pelaksanaan merger ditempuh
dengan terlebih dulu mengadakan likuidasi texhadap targef compary,
maka tidak otomatis (secara hukam) kepentingan kreditur dari terget
compary akan beralih kepada surviving company, karena pada proses
likuidasi farget comparyy tersebut, nmantinya akan diselesaikan juge
tentang penyelesaian semua tagihan kreditur dari farget company
(Pasal 120 dan Pasal 121 UUPT). Merger juga berpengaruh terhadap
prinsipal. Hal ini dapat terjadi apabila targef comparny (bertindak selakn
agen) mempunyai prinsipal yang berkedudukan di Inar negeri
ataupun di dalam negeri, atau sebaliknya justru tergef company yang
menjadi prinsipal terthadap agennya, yang tertuang dalam perjanjian
keagenan. Apakah dengan terjadinya merger yang mengakibatkan
target comparny menjadi bub af-dan dilikuidasi, pihak prinsipal bersedia
atau tidek melanjutkan hnb1;‘mgan hukumnysz dengan farget company
(selaku agennya)? atau apakah survivmg compary nantinya bersedia

atau tidak melanjutken hubungan hukum dengan pihak agen dari
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target comparry berdasarkan perjanjian keagenan yang pernah dibuat
pihak ferget company (selaku prinsipal) dengan pihak agennya?
Tentunya hal ini sangat tergantang pada perjanjian keagenannya
{kesepakatan dari masing-masing pihak). Apakah dengan terjadinya
merger perjanjian keageman tersebut akan berakhir atau justru
sebaliknya tetap dilanjutkan. Tindakan merger juga bisa berdampak
pada tenaga kerja. Pada hakekatnya sedapat mungkin merger tidak
mengakibatkan terjadi PHK Namun apabila terpaksa dilaknkan PHK,
make PHX haruslah dilaksanaken sesuai dengan ketentuan serta
prosedur huknm yang berlakn. (Pasal 104 ayat (1) UUPT dan Pasal 4
ayat (1) PP 27/1998 jo Ketentnan Pasal 27 dan Pasal 28 Keputusan
Menteri Tenaga Kerja No.Kep-150/Men /2000 tentang Penyelesaian
PHK Dan Penetapan Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kexja

Dan Ganti Kerugian Di Perusahaan.

B. Saran

1. Disamping perlu adanya batasan pelaksanaan merger {Pasal 104 ayat (1)
UUPT dan Pasal 3 PP 27/1998 jo Pasal 28 dan Pasal 29 UU No.5/1999),

disarankan hendeknya pelaksanaan merger dapat lebih diarahkan pada
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sisi positifnya dan sangat diharapkan juga adeanya kesadaran akan
pentingnya etika bisnis yang fair dan jujur dari setiap pelaku usaha dalam
menjalankan wusabhanya. Heal ini penting demi terwujudnya atan
terciptanya iklim persaingan sehat diantara para pelaku usaha, sehingga
bisa memberikan keuntungan, baik bagi masyarakat Inas selakn
konsumen maupun bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
nasional

. Hendaknya pelsksanaan merger, termasuk juga pelaksanaan merger
vertikal pada khususnya, tidak dijadikan sarana bagi pelaku usaha
sebagai salah satu upaya untuk menyingkirkan pesaingmya ataupun
untuk menghambat serta menghalangi pelaku usaha barn yang
berpotensi sebagai pesaing untuk bisa memasuki pasar yang
bersangkutan. Namun disarankan hendaknya pelaksanaan merger justru
lebih ditwjukan antuk peningkatan efisiensi perusahaan, baik efisiensi
dalam berproduksi maupun efisiensi dalam penggunaan sumber daya,
agar perusahaan mampu meningkatkan kinerjanya menjadi lebih baik
lagi dan sanggup bersaing secara fair dan jujur.

. Disarankan supaya dalem pelaksanaan merger, termasuk juga

pelaksanaan merger vertikal pada khususnya, tidek mengakibatkan
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terjadinya PHK terhadap karyawan, karena bagaimanapun juga
karyawan tersebut telah ikut berperan serta dan berjasa bagi
perkembangan dan kemajuan perasahaan. Oleh sebab itm sudah
selayaknya kelangsungan hidup dan kesejahteraan karyawan memnjadi
perhatian pihak pernsahaan,

. Diharapkan agar dalam waktu dekat ini Pemerintah dapat segera
mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang merupskan pelaksanaan dari
Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 29 ayat (2) UU No.5/1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, untuk lebih
menjamin adanya kepastian hukum dalam pelaksanaan merger.

. Keputusan komisi (dalam hal ini KPPU), terntama terhadap tindakan
merger, hendaknya bisa sepenuhnya diambil secara objektif tanpa adanya
pertimbangan-pertimbangan poliis tertentn. Dengan demikian sifat

independensi dari Komisi dapat terbukt dalam praktek pelaksanaannya.
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